
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

NOMOR 28TAHUN 2022 

TENT ANG 

RENCANA INDUK PENELITLAN DAN PENGEMBANGAN 

TAHUN 2021-2026 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan 

di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubemur 

tentang Rencana Induk Penelitian Dan 

Pengembangan Tahun 2021-2026; 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nemer 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5216), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 ten tang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang 12 tahun 2011  ten tang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalirnantan Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

Nomor 5362); 



-2- 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575); 

5. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2019 tentang 
Sistem Nasional llmu Pengetahuan dan Teknologi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 ten tang 
Alih Teknologi Kekayaan lntelektual serta Hasil 

Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi 

dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor43); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
lnovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6123); 

8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan 

Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 

2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan 

Sistem lnovasi Daerah [Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 484); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik fndonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157; 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17Tahun 2016 

tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

546); 

I 1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 

2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2021 Nomor 56); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

TENTANG RENCANA INDUK PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN TAHUN 2021-2026. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara. 
2. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Utara. 

3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

mempero1eh informasi, data dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian 
kebeneran atau ketidakbenaran suatu asumsi 

dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan 

pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan 

daerah. 
4. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah 

dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti 
kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, 

dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau 

menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan 
penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan 

pemerintahan daerah. 
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5. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan 

memecahkan permasalahan yang sedang 

berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang 

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam 

negeri dan pemerintahan daerah. 

6. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan 

rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, 

dan/atau proses produksi dengan 

mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang 

dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial 

budaya, dan estetika yang terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan 

pemetintahan daerah. 

7. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, 

pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan 

perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang 

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam 

negeri dan pemerin tahan daerah. 

8. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu 

produk kebijakan, model, atau sistem kerekayasaan 

yang telah melalui proses penerapan, melalui 

kegiatan pendampingan dan supervisi guna 

modilikasi dan penyempumaan yang terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan 

pemerintahan daerah. 

9. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian 

yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan 

interpretasi inforrnasi untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program 

dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk 

memperoleh rekomendasi dan penyempumaan yang 

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam 

negeri dan pemerintahan daerah. 

J 
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10. Penelitian dan pengembangan yang selanjutnya 

disebut kelitbangan adalah kegiatan yang meliputi 

pengembangan, 

pengoperasian dan 

pengkajian, penelitian, 

perekayasaan, penerapan, 

evaluasi kebijakan. 

11 .  Rencana lnduk Kelitbangan Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat 

RIK adalah dokumen arah kebijakan kelitbangan 

yang memuat strategi pentahapan dan rincian 

indikasi program di bidang kelitbangan yang akan 

dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 

5 (lima) tahun. 

Pasal 2 

( 1) RlK sebagai dokumen perencanaan di bidang 

Kelitbangan memuat: 

a. Pendahuluan; 

b. Gambaran Umum Kelitbangan; 

c. Arah Kebijakan Kelitbangan; 

d. Strategi Pelaksanaan; 

e. Penutup. 

(2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Penelitian; 

b. Pengembangan; 

c. Pengkajian; 

d. Perekayasaan; 

e. Penerapan; 

f. Pengoperasian; Dan 

g. Evaluasi Kebijakan. 

(3) RIK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 
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Pasal 3 

(1) RIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan 

program Kelitbangan di berbagai lembaga 

Kelitbangan di Provinsi Kalimantan Utara guna 

peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis 

kelitbangan. 

(2) RIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) 

ditujukan untuk mernbertkan rnasukan dalam 

penyusunan dokumen Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, sehingga 

mampu mengakomodir kebutuhan program 

Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah. 

BAB ll 

JANGKA WAKTU 

Pasal 4 

(1) Jangka waktu pelaksanaan RIK mulai tahun 2021 

sampai dengan tahun 2026. 

(2) Pelaksanaan RIK sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun 

dalam ha! terjadi perubahan kebijakan Pemerintah 

Daerah yang bersifat mendasar. 

BAB Ill 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 5 

(1) Masyarakat baik secara perorangan maupun 

kelompok dapat berperan dalam pelaksanaan RIK. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian 

data, gagasan/ide atau informasi. 
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(3) Gagasan, data dan infonnasi sebagaimana dirnaksud 

pada ayat (2) disarnpaikan secara Iangsung dan/atau 

tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah 

yang membidangi urusan penelitian dan 

pengembangan. 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 22 September 2022 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

ZAINAL ARIFIN PALIWANG 

SERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 28 
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(3) Gagasan, data dan infonnasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau 

tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah 

yang membidangi urusan penelitian dan 

pengembangan. 

BAB IV 

KET!sNTUAN PisNUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubemur int dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Ka!imantan 

Utara. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 22 Sept..,ber 2022 

GUBERNUR KAL!MANTAN UTARA, 

ttd 

ZAIN AL ARIF!N PALIWANG 

Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 22 September 2022 

SisKR Ae:RA PROVINS! KALIMANTAN UTARA, 

BisRITA DA!sRAH PROVINS! KAL!MANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 28 



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

NOMOR ,eTAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

TAHUN 2021-2026 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan 

di Kementerian Dalarn Negeri dan Pemerintahan 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubemur 

ten tang Rencana lnduk Penelitian Dan 

Pengembangan Tahun 2021-2026; 

: 1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5216), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 ten tang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5362); 



-2- 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575); 

5. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2019 tentang 

Sistem Nasional llmu Pengetahuan dan Teknologi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 

Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 ten tang 

Alih Teknologi Kekayaan lntelektual serta Hasil 

Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi 

dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan 

(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 43); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

lnovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6123); 

8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan 

Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 

2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan 

Sistem lnovasi Daerah (Belita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 484); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157 ;  
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 

Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

546); 

1 1 .  Peraturan Oaerah Provinsi Kalirnantan Utara Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 

2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2021 Nomor 56); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

TENTANG RENCANA INDUK PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN TAHUN 2021-2026. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerin tah Dae rah adalah Pemerin tah Provinsi 

Kalimantan Utara. 

2. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Utara. 

3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian 

kebeneran atau ketidakbena:ra:n suaru asumsi 

dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan 

pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan 

daerah. 

4. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah 

dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti 

kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, 

dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau 

menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan 

pemerin ta.han daerah. 
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5. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan 

memecahkan permasalahan yang sedang 

berkembang yang d.ilakukan untuk mencapai tujuan 

jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang 

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam 

negeri dan pemerintahan daerah. 

6. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan 

rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, 

dan/atau proses produksi dengan 

mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang 

dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial 

budaya, dan estetika yang terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan 

pemerin tahan daerah. 

7. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, 

pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan 

perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang 

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam 

negeri dan pemerinta.han daerah. 

8. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu 

produk kebijakan, model, atau sistem kerekayasaan 

yang telah melalui proses penerapan, melalui 

kegiatan pendampingan dan supervisi guna 

modifikasi dan penyempumaan yang terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan 

pemerintahan daerah. 

9. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian 

yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan 

interpretasi infonnasi untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program 

dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk 

memperoleh rekomendasi dan penyempumaan yang 

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam 

negeri dan pemerintahan daerah. 
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10. Penelitian dan pengembangan yang selanjutnya 

disebut kelitbangan adalah kegiatan yang meliputi 

pengembangan, 

pengoperasian dan 

pengkajian, penelitian, 

perekayasaan, penerapan, 

evaluasi kebijakan. 

11 .  Rencana lnduk Kelitbangan Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat 

RIK adalah dokumen arah kebijakan kelitbangan 

yang memuat strategi pentahapan dan rincian 

indikasi program di bidang kelitbangan yang akan 

dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 

5 (lima) tahun. 

Pasal 2 

(1) RIK sebagai dokumen perencanaan di bidang 

Kelitbangan memuat: 

a. Pendahuluan; 

b. Gambaran Umum Kelitbangan; 

c. Arah Kebijakan Kelitbangan; 

d. Strategi Pelaksanaan; 

e. Penutup. 

(2) Kelitbangan sebag.aimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Penelitian; 

b. Pengembangan; 

c. Pengkajian; 

d. Perekayasaan; 

e. Penerapan; 

f. Pengoperasian; Dan 

g. Evaluasi Kebijakan. 

(3) RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagairnana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 
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Pasal 3 

(I) RJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) 

dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan 

program Kelitbangan di berbagai Jembaga 

Kelitbangan di Provinsi Kalimantan Utara guna 

peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis 

kelitbangan. 

(2) RlK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

ditujukan untuk memberikan masukan dalam 

penyusunan dokumen Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, sehingga 

mampu mengakomodir kebutuhan program 

Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah. 

BAB 11 

JANGKA W AKTU 

Pasal 4 

(1) Jangka waktu pelaksanaan RJK mulai tahun 2021 

sampai dengan tahun 2026. 

(2) Pelaksanaan RIK sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat ditinjau kembali sebelum S (lima) tahun 

dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah 

Daerah yang bersifat mendasar. 

BAB 111 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal S 

(1) Masyarakat baik secara perorangan maupun 

kelompok dapat berperan dalam pelaksanaan RIK. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian 

data, gagasan/ide atau informasi. 
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(3) Gagasan, data dan infonnasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau 

tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah 

yang membidangi urusan penelitian dan 

pengembangan. 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 28 September 2022 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

ZAINAL ARIFIN PALIWANG 

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 28 

l 
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(3) Gagasan, data dan informasi sebagairnana dimaksud 

pada ayat (2) disampaikan secara Iangsung dan/atau 

tertulis kepada Gubemur melalui Perangkat Daerah 

yang membidangi urusan penelitian dan 

pengembangan. 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan 

penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 22 Sert,'l.1 �r ""0?2 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

ttd 

ZAIN AL ARIFIN PALIWANG 

Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 22 September 2022 

SEKR TARIS DAERA PROVINS! KALIMANTAN UTARA, 

SERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR zs 



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

NOMOR 28TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

TAHUN 2021-2026 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I 7 Tahun 

2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan 

di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubemur 

tentang Rencana lnduk Penelitian Dan 

Pengembangan Tahun 2021-2026; 

: I .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5216), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 ten tang Peru bahan Kedua atas 

Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5362); 
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10. Penelitian dan pengembangan yang selanjutnya 

disebut kelitbangan adalah kegiatan yang meliputl 

pengembangan, 

pengoperasian dan 

pengkajian, penelitian, 

perekayasaan, penerapan, 

evaluasi kebijakan. 

11 .  Rencana fnduk Kelitbangan Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat 

RIK adalah dokumen arah kebijakan kelitbangan 

yang memuat strategi pentahapan dan rincian 

indikasi program di bidang kelitbangan yang akan 

dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 

5 (lima) tahun. 

Pasal 2 

(I) RIK sebagai dokumen perencanaan di bidang 

Kelitbangan memuat: 

a. Pendahuluan; 

b. Gambaran Umum Kelitbangan; 

c. Arah Kebijakan Kelitbangan; 

d. Strategi Pelaksanaan; 

e. Penutup. 

(2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 

meliputi: 

a. Penelitian; 

b. Pengembangan; 

c. Pengkajian; 

d. Perekayasaan; 

e. Penerapan; 

f. Pengoperasian; Dan 

g. Evaluasi Kebijakan. 

(3) RIK sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Gubernur ini. 
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Pasal 3 

(1) RIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan 

program Kelitbangan di berbagai lembaga 

Kelitbangan di Provinsi Kalimantan Utara guna 

peningkatan kualitas kebijakan/regulasi berbasis 

kelitbangan. 

(2) RIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) 

ditujukan untuk memberikan rnasukan dalam 

penyusunan dokumen Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, sehingga 

mampu mengakomodir kebutuhan program 

Kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah. 

BAB 11 

JANGKA WAKTU 

Pasal 4 

(1) Jangka waktu pelaksanaan RIK mulai tahun 2021 

sampai dengan tahun 2026. 

(2) Pelaksanaan R[K sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun 

dalam ha! terjadi perubahan kebijakan Pemerintah 

Daerah yang bersifat mendasar. 

BAB Ill 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 5 

(1 )  Masyarakat baik secara perorangan maupun 

kelompok dapat berperan dalam pelaksanaan RIK. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (11  dapat dilakukan dalam bentuk pemberian 

data, gagasan/ide atau informasi. 
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ZAINAL ARIFIN PALIWANG 

PAR JABATAN 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 22 Septe:nber -c '2 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

(3) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disampaikan secara Iangsung danfatau 

tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah 

yang membidangi urusan penelitian dan 

pengembangan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

N A M , .  LU. 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republfk 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575); 

5. Undang-Undang Nomor I I  Tahun 2019 tentang 

Sistem Nasional llmu Pengetahuan dan Teknoiogi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 ten tang 

Alih Teknologi Kekayaan lntelektual serta Hasil 

Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi 

dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 43); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

lnovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6123); 

8. Peraturan Bersa.ma Menteri Negara Riset dan 

Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 

2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan 

Ststem tnovasi Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 484); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157; 

j 
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10. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

546); 

1 1 .  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 

2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2021 Nomor 56); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

TENTANG RENCANA INDUK PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN TAHUN 2021-2026. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi 

Kalimantan U tara. 

2. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Utara. 

3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian 

kebeneran atau ketidakbenaran suaru asurrrsi 

dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan 

pemerintahan dalarn negeri dan pemerintahan 

daerah. 

4. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah 

dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti 

kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, 

dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau 

menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan 

pemerln tahan daerah. 
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5. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan 

memecahkan permasalahan yang sedang 

berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang 

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam 

negeti dan pemerintahan daerah. 

6. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan 

rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, 

dan/atau proses produksi dengan 

mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang 

dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial 

budaya, dan estetika yang terkait dengan 

penyelenggaraan pemetintahan dalam negeti dan 

pemerin tahan daerah. 

7. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, 

pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan 

perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang 

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam 

negeri dan pemerintahan daerah. 

8. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu 

produk kebijakan, model, atau sistem kerekayasaan 

yang telah melalui proses penerapan, melalui 

kegiatan pendampingan dan supervisi guna 

modifikasi dan penyempumaan yang terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan 

pemerintahan daerah. 

9. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian 

yang slstematis melalui pengumpulan, analisis dan 

interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program 

dengan menggunakan ktitetia/model tertentu untuk 

memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang 

terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam 

negeri dan pemerintahan daerah. 
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(3) Gagasan, data dan infonnasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan/atau 

tertulis kepada Gubemur melalui Perangkat Daerah 

yang membidangi urusan penelitian dan 

pengembangan. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan 

penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Kalimantan 

Utara. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal ze September 2022 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

ttd 

ZAINAL ARIFIN PALIWANG 

Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 22 September 2022 

SE ETARJS DAERA PROVINS! KALIMANTAN UTARA, 

BERJTA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 28 
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LAMPI RAN 
PERATURAN OUBERNUR KALIMANTAN UTARA 
NOMOR TAHUN 2022 
TENTANG 
RENCANA !NDUK PENEL!T!AN DAN 
PENGEMBANGAN TAHUN 2021-2026 

BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

mengamanatkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah 

satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. 

Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan global dalam 

penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan 

publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Peran kelitbangan 

tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dan inovasi 

dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah. 

Penguatan kelitbangan terbaru adalah dengan hadimya Undang-Undang 

1 1  tahun 2019 tentang Sistem Nasional llmu Pengetahuan dan Teknologi 

membawa harapan bagi pelaksanaan penelitian dan Inovasi secara nasional. 

Kebijakan yang ditetapkan berupaya menciptakan berbagai inovasi hasil dari 

pemanfaatan pengetahuan dengan target peningkatan perekonomian. 

Innovation is the basis for competitive advantage to face the era of the knowledge­ 

based economy (Wasfi, Mulyati, & Purwono, 2020, p. 412). Lekatnya penggunaan 

pengetahuan menghasilkan keunggulan bersaing dari suatu lembaga ataupun 

daerah. Pemanfaatan pengetahuan secara baik, berupa penggunaan lnovasi 

dilakukan organisasi yang memiliki kompetensi handal dalam melakukan 

transformasi pengetahuan dari hulu hingga hilir. 

Berbagai pengalaman dalam pelaksanaan pembangunan di Kalimantan 

Utara, memiliki pendekatan yang berbeda disetiap periodenya. Kebijakan dan 

regulasi yang telah dihasilkan terlebih dahulu menjadi pilihan pendekatan 

dalam percepatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan terdahulu memberikan 

pelajaran yang cukup berharga dalam pembangunan masyarakat. Ke depan 

pemilihan kebijakan dan program perlu didekati dengan analisis yang disusun 

dengan kerangka ilmiah yang memiliki tingkat kehandalan terukur sehingga 

tidak menjadi bagian rutinitas saja. Stiglitz ( 1999) menjelaskan bahwa 

pentingnya knowledge tidak hanya untuk memperluas wawasan, tetapi sebagai 
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dasar untuk dapat meningkatkan kemarnpuan dan keahlian dalam melalrukan 

suatu aktivitas. Hal ini dapat menjadi strategi untuk mencapai perturnbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan di masing-masing negara. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 ten tang Pembentukan Provinsi 

Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas lima wilayah 

administrasi dengan 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan, 

Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan 1 kota 

yaitu Kata Tarakan. Artinya kelima daerah otonomi Kabupaten/kota yang 

berada pada wilayah provinsi Kalimantan Utara menjadi objek dalam 

pembangunan provinsi dengan pendekatan pcnelitian dan pengembangan. 

Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara mengkomposisikan 

su rnher daya dan kolaboraai dalam rw.nyP.lP.nggar:tRn kelifbangan se.rtR inrwaei 

daerah. Renca.na lnduk Kelitbangan merupakan pendekatan perencanaan 

fungsiona1 yang berbasiskan pada pemanfaatan intelektual kapital. Dengan 

berdasarkan Hal pengaturan regulasi di pasal 9 ayat 2 dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri 17 tahun 2016 ten tang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang menjadi amanat 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengewasan Pemerintahan Daerah guna mendukung kebijakan berbasis hasil 

kelitbangan dalarn penyelenggaraan pemerintahan. 

Untuk menjalankan fungsi kelitbangan tersebut, perlu disusun kerangka 

kebijakan kelitbangan pemerintah daerah yang mengakomodir berbagai aspek 

penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu konsep rencana kelitbangan secara 

komprehensif dan sinergis, sehingga dalam rangka pencapaian sasaran 

penyelenggaran pemerintahan yang optimal, Pemerintah Daerah harus mampu 

rnerumu skan hr.rhagai kebijakan eecere berku alita s. 

Dalam rangka menghasilkan kebijakan yang berkualitas, tentunya perlu 

didukung oleh data yang valid, informasi yang faktual, serta direkomendasikan 

atas hasil analisis yang akurat. Atas dasar inilah, maka peran dan fungsi 

penelitian dan pengembangan sangat diperlukan dalam menetapkan skenario 

kebijakan strategis di dacrah. Pertimbangan perlunya hasil penelitian scbagai 

masukan dalam penyiapan kebijakan adalah: 

1 .  Kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat Jebih 

ditingkatkan bila dilengkapi dengan masukan dan rekomendasi yang 

diangkat dari hasil penelitian dan pengembangan yang terfokus dan teliti; 

2. Hasil penelitian dan pengembangan dapat memperkuat landasan proses 

pengambilan kebijakan strategis di lingkungan pemerintaban melalui 
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penyediaan masukan dan rekomendasi yang diangkat dari basil penelitian 

empiris yang relevan dengan kebutuhan setempat; 

3. Melalui kegiatan penelitian clan pengembangan, pelaksanaan otonomi 

daerah berikut kewenangan yang ada dapat diwujudkan ke dalam suatu 

strate.gi dan arahan ke:bijakan yang mampu memicu kemampuan daerah 

secara lebih mandiri. 

Sehubungan dengan pertimbangan strategis tersebut, berbagai stakeholder 

di bidang penelitian dan pengembangan harus mampu membaca berbagai 

situasi, kondisi, dan berbagai isu-isu strategis yang terjadi, serta mampu 

beradaptasi dengan berbagai prioritas pembangunan sebagaimana telah 

ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan, baik Nasional maupun 

Daerab . Oi s::amping iru , dalam menjalankan pr.r::1n dan fi1n�iny::1, hr.rh;:ig;:i.i 

stakeholder di bidang penelitian dan pengembangan juga dituntut untuk 

mampu dan sating melakukan koordinasi dan kerjasarna dengan berbagai pihak 

terkait, baik institusi/lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. 

Harns dipahami bersama, bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan 

memiliki dimensi tugas yang luas, sehingga output yang dihasilkan akan 

dimanfaatkan oleh beragam pengguna (user). Dalam kaitannya dengan 

pengambilan kebijakan publik, institusi penelitian dan pengembangan berperan 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, pengkajian atau telaahan untuk 

merumuskan berbagai rekomendasi atau masukan, yang oleh jajaran pimpinan 

pemerintahan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

kebijakan dan langkah-langkah operasional secara lebih lanjut. 

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 

pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indoneeia Nnmnr 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan 

Pengembangan Di Kementerian Dalarn Negeri Dan Pemerintahan Daerah sebagai 

update/ pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011  

ten tang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Mendasarkan regulasi 

tersebut, pada pasal 9 mengamanatkan bahwa Badan Litbang Daerah Provinsi 

atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi 

kelitbangan dan Sadan l ... itbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan 

sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun Rencana 

Kerja Kelitbangan. Rencana Kerja Kelitbangan tersebut terdiri dari a} Rencana 

lnduk Kelitbangan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan b) Rencana Kerja 

Tahunan. Ren can a Kerja Kclitbangan terse but disuaun dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek antara lain: a) kebijakan dan program terkait; 
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b) metode; c) waktu: d) lokasi; e) kelembagaan; f) sumberdaya manusia aparatur; 

g) sarana prasarana; h) fasilitas pendukung; dan i) pembiayaan. 

Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan 

kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di 

bidang kelitbangan yang akan ditaksanakan jangka menengah daJam kurun 

waktu 5 [lima) tahun. Sementara tujuan Rencana Induk Kelitbangan ini adalah 

untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka 

menengah sehingga mampu mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan 

dalarn lingkup Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Sasaran 

Rencana Induk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan 

program kelitbangan Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas 

kehija kan /re:gi I laei hP.rhasis kr.lith::1ng::1n. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 

Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara, maka Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Penelitian Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangu.nan dan di 

Bidang Penelitian dan Pengembangan. Dalam Pelaksanaan Togas, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan 

menyelenggarakan fungsi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perencanaan 

Pembangunan dan Statistik Daerah sesuai dengan Rencana Strategis yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yakni: 

1. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian 

kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah; 

2. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi clan pengendalian teknis 

di hiclang ekonomi; 

3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis 

di bidang pengembangan sumber daya manusia; 

4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis 

di bidang sosial budaya; 

5. Perurnusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis 

di bidang prasarana dan pengembangan wilayah; 

6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis 

di bidang pcngkajian potensi, statistik, pengendalian dan pemantauan 

pembangunan; 

7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 

8. Pembinaan kelompokjabatan fungsional; 
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9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubemur sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya. 

Peran dan fungsi Penelitian dan Pengembangan perlu dioptimalkan sebagai 

policy based on research dalam menjawab isu dan tantangan pembangunan 

serta pernmusan kebijakan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Utara. 

Peran ini harus dikerjakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara sebagai leading sector perangkat 

daerah yang memiliki kewenangan dalam mengkoordinir kegiatan penelitian dan 

pengembangan sehingga terencana dan terarah secara komprehensif dalam 

rangkaian Rencana Induk Kelit:bangan untuk mencapai visi pembangunan 

Kalimantan Utara ke depan, sehingga Sadan Perencanaan Pembangunan 

Daerah dan Penelitian Pengembangan Kalimantan Utara perlu untuk menyuaurr 

dokumen Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021- 

2026 sebagai sebuah dokwnen kebijakan yang dapat memberikan arahan 

kepada pelaku penelitian dan pengembangan agar hasil dari kegiatan penelitian 

dan pengembangan yang dilakukan mampu memberikan kontribusi positif 

dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. 

Penyusunan Rencana lnduk Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 

2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan 

Provinsi Kalimantan Utara, masukan dari berbagai pemangku kepentingan, 

potensi dan kemampuan wilayah serta isu-isu strategis pemerintah daerah yang 

menjadi prioritas kelitbangan. Rencana lnduk Kelitbangan disusun dengan 

melakukan penelaaban terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) sehingga fungsi kelitbangan selaras dan memperkokoh 

perencanaan pembangunan daerah. 
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Gambar 1 . 1 .  

Diagram Alur Penyusunan Rencana Induk Kclitbangan. 
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Sumber: Lampiran Permendagri 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian 

Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah 

1.2. Dasar Hukum 

Peratu.ran Perundangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana 

Induk Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai 

berikut: 

1 .  Undang-Udang Nomor 18 Tahun 2002 Ten tang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengernbe ngan , Dan Penerape n Tlm1J Pengetahuan Dan Teknologi; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang alib teknologi kekayaan 

intelektual serta basil penelitian dan pengembangan oleh Perguruan Tinggi 

dan Lembaga penelitian dan pengembangan; 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ten tang hak cipta; 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 lentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5601); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Ten tang Paten; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang pedoman pembinaan 

dan pcngawasan pcnyclcnggaraan pcmcrintahan dacrah ; 

1 1 .  Peratura.n Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang 

lnovasi Daerah; 

12. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 ten tang Pedoman 

Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

dan Pemerin tahan Daerah; 
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13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 070 Tahun 2011 tentang Pokok­ 

Pokok Kode Etik Peneliti di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang 

Penguatan Sistem lnovasi Daerah ; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017 tentang 

Prosedur Tahapan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Mentcri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Refonnasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan 

Fungsional Penefiti; 

17. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 

2014 ten tang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor I Tahun 2016 Ten tang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 

2016 Nomor 1); 

1.3. Tujuan Dan Sasaran 

Adapun maksud kegiatan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026 ini adalah memberikan arahan kebijakan 

kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di 

bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun 

waktu 5 (lima) tahun. 

Sementara tujuan kegiatan penyusunan Rencana lnduk Kelitbangan 

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026 ini adalah: 

1. Mengidentiflkasi garnbaran dan kond.isi penelitian dan pengembangan yang 

meliputi aspek I) Kelembagaan, 2) Sumber Daya Manusia Kelitbangan, 3) 

Pendanaan Kelitbangan dan 4) Kerjasama Kelitbangan 

2. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan 

dalam kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026 

3. Merumuskan Arah Kebijakan dan Strategi Pentahapan Kelitbangan 

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026 

4. Merumuskan strategi. pelaksanaan Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2021 - 2026 



-8- 

5. Tahun 2021 - 2026.yang meliputi 1) Koordinasi Pelaksanaan, 2) 

Keterlibatan Institusi Kelitbangan dan 3) Kerjasama dan Sinergitas 

Pelaksanaan. 

6. Memberikan rancangan strategi dan kebijakan pembangunan kelitbangan 

sebagai bahan / suplemen penyusunan RPJMD periode berikutnya. 

1.4. Ruang Llngkup 

Ruang lingkup pekerjaan Penyusunan Rencana lnduk Kelibangan Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026 meliputi: 

!. Ruang Lingkup Pekerjaan: 

a. Mengidentifikasi, mengolah data primer, data sekunder, informasi dan 

literatur pendukung yang terkait dengan kelitbangan; 

b. Menganalisis data dan informasi berkaitan dengan kondisi penelitian dan 

pengembangan di Provinsi Kalimantan Utara; 

c. Merumuskan permasalahan dan isu strategis penelitian dan 

pengembangan di Provinsi Kalimantan Utara; 

d. Melakukan pemetaan kebutuhan kajian yang mendukung Visi-Misi 

Gubemur dan Wakil Gubemur sesuai tema pembangunan dalam RPJMD 

dan prioritas pembangunan dalam RP.JPO; 

e. Merumuskan kebijakan, program dan kegiatan indikatifkelitbangan dan 

pembiayaan; 

f. Merumuskan kebutuhan kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur serta 

kebutuhan sarana dan prasarana; 

g. Menyusun Dokumen Rencana lnduk Kelitbangan Tahun 2016-2021 

sesuai ketentuan yang diatur dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Pedoman Peneltfian dan Pengembangan di Lingkungan 

Kementerian Dalarn Negeri dan Pemerintahan Daerah. 

h. Mcrumuskan rancangan strategi dan kebijakan kclitbangan sebagai 

bahan/suplcmcn penyusunan RPJMD periode berikutnya 

2. Ruang Lingkup Substansi: 

a. Kegiatan penelitian dan pengembangan difokuskan pada kegiatan 

kelitbangan utama {pene]itian; pengkajian; pengembangan; 

perekayasaan; penerapan; pengoperasian; dan evaluasi kebijakan) yang 

dikelompokkan kedalam agenda prioritas sesuai amanat Pennendagri 

Nomor 17 Tahun 2016 yaitu 1) Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik; 2) Bidang Sosial dan Kemasyarakatan; 3) Bidang 
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Ekonomi dan Pembangunan Daerah dan 4) Bidang Inovasi dan 

Pengembangan Jptek. 

b. Fokus kelitbangan adalah yang terkait dengan kebijakan pembangunan 

di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. 

1.5. Slstematika Dokumen Rencana lnduk Kelltbangan 

Rencana lnduk Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, 

disusun mengacu atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Norn or 17 Tahun 2016 Ten tang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di 

Kementerian Da1am Negeri dan Pemerintahan Daerah. Adapun sistematikanya 

adalah sebagal berikut: 

BAB!. PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan 

tujuan, ruang lingkup dan sistematika dokumen. 

BAB II. GAMBARAN UMUM KELITBANGAN 

Gambaran umum memuat tentang gambaran singkat Provinsi Kalimantan 

Utara, dan gambaran mengenai kondisi kelitbangan yang ada selama ini. 

BAB lll. ARAH KEBIJAKAN KELITBANGAN 

Bab ini menyajikan arah kebijakan yang akan diambil dalam ha! 

kelitbangan dengan mengacu pada hasil telaah dokumen-dokumen pendukung 

yang ada. 

BAB IV. STRATEGI PELAKSANAAN 

Bab ini berisi tentang kelembagaan pelaksana dan juga mekanisme 

monitoring dan evaluasi. 

BAB V. PENUTUP 
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BABII 

GAMBARAN UMUM KELITBANGAN 

2.1. Gambaran Umum Wilayah 

Garnbaran wnum wilayah merupakan penjelasan umum mengenai kondisi 

Provinsi Kalimantan Utara yang disajikan dalam aspek administratif dan 

geografis, demografi, perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, 

kesempatan kerja, pembangunan infrnstruktur, dan lingkungan hidup. Uraian 

berbagai aspek gambaran umum tersebut tersaji sebagai berikut . 

Aspek Administratif dan Geografis 

Provinsi Kalimantan Utara mernilik:i luas ± 75.467,70 km' dan berdasarkan 

batas kewenangan provinsi memiliki luas lautan seluas 11.579 kma {13°/o dari 

luas wilayah total). Wilayah ini terletak pada posisi antara 114"35'22" - 

118°03'00" Bujur Timur dan antara I 021 '36" - 4° 24'55" Lin tang Utara. Provinsi 

Kalimantan Utara berbatasan dengan negara Malaysia, yaitu pada sebelah Utara 

dengan Sabah dan sebelah Bara! dengan Sarawak. Sedangkan sebelah Timur 

Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan sebelah 

Selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau, Kutai Timur dan Kutai Barat 

(Provinsi Kalimantan Timur). 

- -- 

i 
---- 

-·-·- 
----- 

... , �" 

• 

: 

Gambar 2.1 .  

Peta Cakupan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 

Sumber: RTRW Prouinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 
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Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini membuat 

Provinsi Kalimantan Utara berada di lokasi strategis terutama dalam pertahanan 

dan keamanan negara. Selain itu, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 

tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, disebutkan juga bahwa 

provinsi ini berada di jalur pelayaran internasional (Alur Laut Kepulauan 

Indonesia/Archipelagic Sea Lane Passage) dan merupakan pintu keluar/outlet 

ke Asia Pasifik. 

Tabel 2.1 .  

Keadaan Geografis Provinsi Kalimantan Utara 

Kabupaten I Kota 

Bulungan 
Malinau 
Nunukan 

Tana tidung 
Tarakan 
Kalimantan utara 

Ibukota 

Bulungan 
Malinau 
Nunukan 

Tideng pale 
Tarakan 

Luaa Total Area 
(km') 

13.925,72 
42.620,70 
13.841,90 
4.828,58 

250,80 

Preaentase 

Terhadap Luas 
Provino! 

18,45 
56,48 
18,34 
6,40 
0,33 
100 

Sumber: Kaltara Dalam Angka 2020 

Kabupaten Malinau merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di 

Provinsi Kalimantan Utara (>56% dari total luasan), sedangkan deerah dengan 

luas wilayah terkecil adalah Kata Tarakan (< 1 °/o dari total luasan Provinsi 

Kalimantan Utara). 

18,3-1 
1

0,33 

6,4 

18,45 
Tanjurc Selor 

•Malinau 

Gambar 2.2. 

Nunukan 

Tlden1 Pale 

Persentase Luas Daratan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalirnatan 

Utara 

Sumber: Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2011 

tanggal 28 Desember 2011 

Pembagian wilayah administratif di Provinsi Kalimantan Utara terbagi 

menjadl 4 Kabupaten dan 1 Kota yakni Bulungan sebagai Ibukota Provinsi, 
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Malinau, Nunukan, Tana Tidung dan Tarakan. Wilayah administrasi merupakan 

wilayah yang batasnya ditentuka.n berdasarkan kepentingan administrasi 

pemerincahan atau politik, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau 

kelurahan. Wilayah dalam pengertian administratif sering d.isebut juga daerah. 

Wilayah administrasi berupa provinsi dan kabupaten atau kota merupakan 

daerah otonom dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Tabel 2.2. 

Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Utara 

Jumlah J11rnlab 
Kabupaten I Kota 

Kecamatan 
JumlahDeaa 

Keluarahan 
Bulungan 10 74 7 
Malinau 15 109 
Nunulcan 21 232 8 

Tana tidung 5 32 
Tarakan 4 0 20 
Kalimantan utara 55 447 35 

Sumber: Kepmendagri lam pi ran Nomor-146.1-4717 Tahun 2020 Ten tang 

Penetapan Nama Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia 

Wilayah Provinsi Kalimantan Utara terd.iri dari Kawasan Budidaya dan Kawasan 

Lin dung. 

A. Kawasan Budidaya 

Kawasan budidaya meliputi: kawasan peruntukan hutan produksi, hutan 

rakyat, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, 

pariwisata, permukiman dan budidaya lainnya. 

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi 

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas kawasan peruntukan 

hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi 

dikonversi. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas dan hutan 

produksi tetap tersebar di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, 

Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung. Kawasan peruntukan 

hutan produksi dikonversi terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten 

Nunukan dan Kabupaten Malinau. 

2. Kawasan Peruntukan Hulan Rakyat 

Kawasan peruntukan hutan rakyat terdapat di Kabupaten Bulungan dan 

Kabupaten Malinau. 

3. Kawasan Peruntukan Pertanian 

Kawasan peruntukan pertanian meliputi tanarnan pangan, hortikultura, 

peternakan, pertanian berkelanjutan, yang terdapat di Kabupaten Bulungan, 

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota 

Tarakan, dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. 
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4. Kawasan Peruntukan Perkebunan 

Kawasan peruntukan perkebunan terdapat di Kabupaten Bulungan, 

Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten 

Tana Tidung. 

5. Kawasan Perurrtukart Perikanan 

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas budidaya perikanan, 

perikanan tangkap dan pengolahan ikan. Kawasan budidaya perikanan 

terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Kawasan perikanan tangkap 

terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana 

Tidung, dan Kata Tarakan. Kawasan pengolahan ikan terdapat di Kabupaten 

Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. 

6. Kawasan Peruntukan Pertambangan 

Kawasan peru.ntukan pertambangan terdiri atas pertambangan mineral 

dan batubara dan pertambangan minyak dan gas bumi. Kawasan 

pertarnbangan mineral dan batubara terdapat di Kabupaten Bulungan, 

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota 

Tarakan. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di 

Kabupaten Butungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan 

Kota Tarakan. 

7. Kawasan Peruntukan lndustri 

Kawasan peruntukan industri terdapat di Kabupaten Bulungan, 

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota 

Tarakan. 

8. Kawasan Peruntukan Pariwisata 

Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas kawasan pariwisata alam, 

pariwisata budaya dan pariwisata buatan. Kawasan pariwisata alam terdapat 

di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupatcn Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Kawasan pariwisata budaya 

meliputi Kabupatcn Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupatcn Malinau, 

Kabupatcn Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Kawasan pariwisata buatan 

meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. 

9. Kawasan Peruntukan Pemukiman 

Kawasan peruntukan permukiman meliputi pennukiman perkotaan, 

permukiman perdesaan, permukiman pada kawasan khusus. Kawasan 

permtJkiman perkotaan didrrmirtaai oleh kegiatan non agraria dengan tatanan 

Kawasan permukiman yang terdiri atas sumberdaya buatan seperti 
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perumahan, fasilitas sosial, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana clan 

sarana perkotaan, kawasan permukiman perkotaan sebagai bagian dari pusat 

pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara di Perkotaan Tanjung Selor; dan 

kawasan pennukiman di di Pusat Kegiatan Nasional (PKN}, Pusat Kegiatan 

Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). 

10. Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya 

Kawasan peruntukan bud.idaya lainnya meliputi kawasan pertahanan 

clan kearnanan, peruntukan instalasi pembangkit energi listrik dan instalasi 

lainnya. 

B. Kawasan Lindung 

Kawasan lirrdurtg meliputi kawaaan hutan lindung, kawasan yang 

memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, perlindungan setempat, 

suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, suaka alam, pelestarian 

alam, dan cagar budaya, taman nasional, rawan bencana alam, lindung geologi, 

dan lindung lainnya. 

1. Kawasan Hutan Lindung 

Kawasan hutan lindung di Provinsi KaJimantan Utara tersebar di 

Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung. 

2. Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya 

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya 

meliputi kawasan bergambut dan kawasan resapan air. Kawasan bergambut 

terdapat di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung. Kawasan 

resapan air terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, 

Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. 

3. Kawasan Perlindungan Setempat 

Kawasan pcrlindungan setempat mcliputi kawasan sempadan pantai, 

sempadan sungai, sekitar danau dan waduk, sempadan air dan ruang 

terbuka hijau. Kawasan scmpadan pantai terdapat di Kabupaten Bulungan, 

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Kawasan 

sempadan sungai meliputi: 

(a) WS Sesayap yang terdiri dari: DAS Seimanggaris; DAS Tabul; DAS 

Sebuku; DAS Sembakung; DAS Linungkayan; DAS Sesayap; DAS 

Balayau; DAS Sekatak; DAS Ansam; DAS Sebatik; DAS Nunukan; DAS 

Apas 'fuwal; DAS Alus; DAS Bunyu; DAS Tanah Merah; DAS 

Bangkudulis; DAS Simbawang; DAS Payau dan DAS Tarakan; 
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(b) WS Kayan yang terdiri dari: DAS Kayan; DAS Pesalang; DAS Buka; DAS 

Selaju; DAS Lin ta; DAS Tutus; DAS Mening; DAS Pekin dan DAS !bus; 

(c) WS Berau-Kelai yang terdiri dari: DAS Sajau, DAS Binai; DAS 

Mangkapadie; DAS Pindada; DAS Malinau dan DAS Berau; dan 

(d) WS Mahakan yang terdiri dari: DAS Mahakam. Kawasan sekitar danau 

atau waduk terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, 

dan Kata Tarakan. Kawasan sempadan mata nyebar di seluruh wilayah 

provinsi. Kawasan terbuka hijau kota menyebar di kawasan 

permukiman perkotaan. 

4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya 

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan cagar budaya terdiri alas: 

kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, pantai berhutan bakau, 

taman hutan raya, cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan suaka alam 

laut ditetapkan di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

Tana Tidung, dan Kata Tarakan. Kawasan pantai berhutan bakau meliputi 

Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan 

Kata Tarakan, Taman hutan raya ditetapkan di Taman Hulan Raya Gunung 

Rian, Kecamatan Muruk Rian, di Kabupaten Tana Tidung. Kawasan cagar 

budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di Kabupaten Bulungan, 

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota 

Tarakan. 

5. Kawasan Taman Nasional 

Ta.man nasional ditetapkan di Taman Nasional Kayan Menta.rang di 

Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. 

6. Kawasan Rawan Bencana Alam 

Provinsi Kalimantan Utara, dengan ibukota di Kota Tanjung Selor, 

memili.ki luas total wilayah mencapai 75.467,70 km' dengan luas pengelolaan 

wilayah taut taut 31.642,77 km", Secara administrasi, Provinsi Kalimantan 

Utara terbagi menjadi 4 ka-bupaten dan 1 kota dengan jurnlah penduduk 

sebanyak 742.900 jiwa (BPS 2020). 

Dilihat dari sudut pandang fisiografisnya, hampir seluruh wilayah 

Kalimantan Utara berada pada cekungan Tarakan yang merupakan salah 

satu dari 3 (tiga) cekungan tersier utama yang terdapat di bagian timur 

continental margin Kalimantan yang dicirikan oleh hadimya batuan sedimen 

klastik sebagai penyusunnya yang dominan. 

7. Kawasan Lindung Geologi 
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Kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, rawan 

bencana alam geologi, kawasan yang memberi perlindungan terhadap air 

tanah. Kawasan cagar a1am geologi meliputi: 

(a) Kawasan keunikan batuan dan fosil, yang terdapat di Kabupaten 

Bulungan, Kabupaten Nunukan dan di Kabupaten Malinau; 

lb) Kawasan keunikan bentang alam terdapat di Kabupaten Bulungan dan 

di Kabupaten Malinau; 

le) Kawasan keunikan proses geologi terdapat di Kabupaten Bulungan dan 

di Kabupaten Malinau. 

Kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas: 

(a) Kawasan rawan gempa bumi yang terdapat di sepanjang pantai Provinsi 

Kalimantan Utara; 

lb) Kawasan yang terletak di zona patahan aktif terdapat di Kabupaten 

Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung; 

{c) Kawasan rawan tsunami terdapat di sepanjang pantai timur Provinsi 

Kali.man tan Utara termasuk pulau-pulau yang berada di sekitar pantai; 

(d) Kawasan rawan abrasi terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten 

Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan. 

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terdapat 

meliputi: 

(a) Kawasan imbuhan air tanah yang ditetapkan di CAT Tanjung Selor; 

(b) Kawasan sempadan mata air ditetapkan di Kabupaten Bulungan, 

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, 

dan Kota Tarakan. 

8. Kawasan Lindung Lainnya 

Kawasan lindung lainnya terdiri atas kawasan koridor bagi jenis satwa 

a tau biota taut, kcnservast perairan daerah. Kawasan koridor bagi jenis satwa 

atau biota laut terdapat pada koridor ekosistern bekantan dan orang utan 

yang menghubungkan antar ekosistem dataran tinggi di Kabupaten Malinau 

dan Kabupaten Nunukan. Kawasan konservasi perairan daerah meliputi: 

(a) Kawasan konservasi perairan Pulau Burung, kawasana konservasi 

perairan Pulau Keris, dan kawasan konservasi perairan Pulau Tias di 

Kabupaten Bulungan, 

(b) Kawasan konservasi perairan Pulau Sinelak, Tanjung Cantik dan 

Setabu di Kabupaten Nunukan, 

(c) Kawasan konservasi perairan Pulau Merulun di Kata Tarakan. 
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9. Kawasan Hutan Adat 

Rencana kawasan hutan adat terdapat di terdapat Kabupaten Bulungan, 

Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung dan 

Kota Tarakan. 

No 

I. 

2. 
3. 

4. 

5. 

Kabupaten / Kata 
Jumlah Penduduk 

(ribujlwa) 
2 
1 1  
5  
14 

968 
9 

Bulungan 82,5 
Malinau 151,8 
Nunukan 25,6 
Tana tidung 199,1 
Tarakan 242,8 
Kallmantan utara 701 8 

Sumber: Kalimantan Utara Dalam Angka 2021 

B. Pertumbuhan Penduduk 

Selama kurun waktu 2010-2020 rata-rata pertumbuhan penduduk 

Kabupaten Tana Tidung tertinggi yakni 5, 17 persen per tahun d.ibandingkan 

dengan rala-rata pertumbuhan penduduk kabupalen/kola lai.tmya. Tingginya 

rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tana Tidung d.imungkinkan 

karena kabupaten tersebut adalah kabupaten tennuda, pemekaran dari 

Kabupaten Bulungan. Sebagai kabupaten yang relatif baru d.ibandingkan 

dengan kabupaten lainnya, kabupaten tersebut mengundang para pendatang 

dari luar untuk tinggal dan menetap seiring dengan berkembangnya kegiatan 

jasa dan perdagangan. Sedangkan Kabupaten Bulungan selama kurun waktu 

yang sama menunjukkan rata-rata pertumbuhan penduduk yang terendah 

yakni 2,93 persen per tahun. Kabupaten Bulungan adalah kabupaten yang 

dipilih sebagai ibukota provinsi, namun pemilihan lokasi ibukota provinsi 

tersebut tidak seiring dengan pertumbuhan penduduknya. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa hingga tahun 2020 belum banyak kegiatan jasa dan 

perdagangan yang berlangsung di ibukota provinsi tersebut sehingga belum 
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banyak mengundang para pendatang untuk tinggal dan menetap di 

kabupaten tersebut. 

Tabet 2.4. 

Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2020 

No 

!. 

2. 
3. 
4. 

5. 

Kabupaten / Kota 
Pertumbuhan 2010- 

2020 (%) 
Penentase 

Penduduk 
11,76 
21,64 
3,65 

28,37 
34,59 
100 

Malinau 2,71 
Bulungan 2,93 
Tana tidung 5, 17 
Nunukan 3,41 
Tarakan 2,23 
Kallmantan utara 2

1
86 

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2021 

C. Rasio Jenis Kelarnin 

Pada tahun 2020 rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Bulungan 

adalah yang tertinggi dibandingkan dengan rasio jenis kelamin penduduk di 

kabupaten/kota 1ainnya yakni 115 .  Kota Tar-akan menunjukkan kondisi 

sebaliknya dengan rasio jenis kelamin yang terendah sebesar 107,9. Kondisi 

terse but mengisyaratkan bahwa tahun 2020 diantara I 00 orang penduduk 

perempuan terdapat antara 114 dan 115  orang penduduk laki-laki di 

Kabupaten Bulungan. Sebaliknya di Kota Tarakan, diantara 100 orang 

penduduk perempuan terdapat antara 107 dan 108 orang penduduk laki-Iaki, 

Tabel 2.5. 

Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2020 

No Kabupaten / Kota Raaio Sez 2010 Raslo Sez 2020 
1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

Malinau 117,1 
Bulungan 114,3 
Tana tidung 122,9 
Nunukan 113,7 
Tarakan 110 ,1 
Kallmantan utara 113,2 

114,6 
115 ,0 
114,5 

113 ,2 
107,9 
111,9 

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2021 

Selama kurun waktu 2010-2020 rasio jenis kelamin di Provinsi 

Kalimantan Utara menunjukkan sedikit penurunan dari 113,2 di tahun 2010 

menjadi 111 ,9 di tahun 2020. Pada tahun 2010 dari 100 orang penduduk 

perempuan terdapat antara 113 dan 114 orang penduduk laki-laki, dan di 

tahun 2020 dari 100 orang penduduk perempuan terdapat antara 1 1 1  dan 

112 orang penduduk laki- laki. Hal ini menunjukkan bahwa selama lima 

tahun terakhir terdapat kecenderungan berkurangnya penduduk laki-laki. 
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D. Kepadatan dan Distribusi Penduduk 

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas. 

Kegunaannya sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalarn program 

transmigrasi. Kepadatan penduduk kasar atau crude population density 

(CPD) menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas 

wilayah. Luas wilayah yang dirnaksud adalah luas seluruh daratan pada 

suatu wilayah administrasi. 

Analisis kepadatan penduduk penting untuk mengetahui persebaran 

penduduk suatu wilayah dan penataan ruang khususnya distribusi 

pennukiman. Kepadatan penduduk merupakan indikator awal untuk 

mendeteksi tingkat perkembangan wilayah beserta seluruh kemungkinan 

dampak yang ditimbuJkan. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi 

umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, dan pusat aktivitas 

sosial ekonomi (pusat pertumbuhan). 

Suatu wilayah tumbuh lebih padat dibanding daerah lain karena 

didorong beberapa faktor. Selain karena pertumbuhan alami, pemusatan 

penduduk di suatu wilayah juga didorong oleh factor fisiografis, ekonomi, 

sosial dan budaya. Faktor fisiografis meliputi bentuk permukaan bumi, 

kondisi perairan, dan kondisi iklim. Kondisi alam herpengaruh terhadap 

kepadatan penduduk karena sumber daya yang dimiliki dan d.ihasilkan. 

Misalnya, Indonesia mengandung banyak sumber daya alam. Selain itu, 

iklimnya menghasilkan berbagai jenis makanan. 

Kepadatan penduduk di Kota Tarakan mencapai 771 jiwa/km2 pada 

tahun 2010, akan tetapi berbeda dengan kabupaten/kota lainnya yang 

memiliki kepadatan hanya 1-10 jiwa/km2. Kabupaten yang memililri 

kepadatan penduduk paling rendah adalah Kabupaten Malinau, yakni 1 

jiwa/km2 dan angka ini terus berlangsung hingga tahun 2020, Kota Tarakan 

masih menempati kota dcngan persebaran pcnduduk tertinggi yakni 968 

jiwa/km2 scdangkan Malinau menempati posisi terendah dengan angka 

persebaran kepadatan penduduk hanya 2 jiwa/km2. 

Tabel 2.6. 

Kepadatan Penduduk Tahun 2010 dan Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan 

Utara 

Kabupaten I Kota 

Bulungan 
Malinau 
Nunukan 

Kepadatan Penduduk Per km2 

2010 2020 

8 11 

1 llS,02 
10 114 514 
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Kepadatan Penduduk Per Jun• 

2010 2020 

Tana tidung 3 113,25 
Tarakan 771 968 
Kallmantan utara 7 9 

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2021 

Salah satu faktor yang menarik penduduk untuk lebih memilih tinggal 

di Kota Tarakan, sementara luas kota ini yang sangat sempit jika 

dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya adalah sarana prasarana 

perkotaan di daerah tersebut relatif lebih lengkap. Selain itu folctor lainnya 

adalah kondisi geografis Kola Tarakan yang memiliki topografi yang landai 

sehingga lebih mudah untuk pengembangan permukiman sedangkan 

Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan yang mempunyai kondisi 

topografi bergunung dengan kemiringan lereng sebagian besar di atas 40°/o, 

sehingga cukup sulit untuk pengembangan permukiman. Dalam hal ini, 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus segera melakukan tindakan 

untuk meratakan persebaran penduduk di seluruh wilayah agar dapat 

mengurangi tekanan penduduk di satu daerah. 

E. Komposisi Penduduk Menwut Kelompok Umur 

Komposisi penduduk menurut umur menggambarkan distribusi 

penduduk sesuai kelompok umur. Penduduk dengan kelompok usia 0-4 

tahun dan 5-9 tahun mempunyai jumlah paling tinggi yalmi masing-masing 

berkisar di angka 10% dari total jumlah penduduk sedangkan kelompok usia 

produktif antara 20-40 tahun jika ditotal berada di posisi >30% dari total 

jumlah penduduk. Artinya penduduk usia muda dan produktif cukup 

dominan di provinsi ini. Komposisi penduduk menurut umur ini 
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memperlihatkan bahwa warga usia produktif harus menanggung warga yang 

sudah tidak/belum produkuf 

"'" 

' ' •• 
. , . s • • • 

Gambar 2.3. 

Persentase Penduduk Menurut Kelompok Usia Pada Tahun 2020 di Provinsi 

Kalimantan Utara 

Sumber: Kaltara Dalam Angka 2020 

F. Migrasi 

Migrasi berkaitan dengan perpindahan individu ataupun kelompok dari 

satu tempat ke tempat lain. Migrasi disebabkan banyak hal, namun intinya 

untuk bertahan hidup atau untuk kehidupan lebih layak. Secara umum, 

migrasi diartikan sebagai suatu perpindahan penduduk dari satu daerah ke 

daerah lain dengan tujuan untuk tinggaJ di daerah yang baru tersebut dan 

sifatnya sendiri bisa sementara atau menetap sclamanya. Jika untuk 

sementara berarti rnigrasi hanya bersifat kunjungan saja sehingga 

administrasinya sedikit. Sementara kalau menetap, segala keperluan 

administrasi orang yang melakukan migrasi tersebut harus di perbarui di 

sesuaikan dengan tempat tinggal yang baru di antaranya seperti KTP, KK 

(Kartu Keluarga) dan lain sebagainya. 

Tabel 2.7. 

Persentase Penduduk Menurut Status Migrasi Tahun 2010 di Provinsi 

Kalimantan Utara 

Kabupaten / Kota 

Bulungan 
Malinau 
Nunukan 

Status Mlgraai 
Non Mlgran 

Kabupaten/Kota 
59,14 
73,28 
54 98 

40,86 
26,72 
45 02 

Mlgran 
Kabupaten/Kota 
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Status Migraai 
Non Mlgran 

Kabupaten/ Kota 
Mlgran 

Kabupaten/Kota 
Tana tidung 57 ,81 
Tarakan 48,36 
Kalimantan utara 55,32 

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2021 

42,19 
51,64 
4469 

Masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara sebagian besar merupakan 

penduduk asli. Angka migrasi paling tinggi di provinsi ini berada di Kota 

Tarakan yaitu lebih dari 50 persen, hal ini mengingat Kota Tarakan 

merupakan daerah paling berkembang di provinsi ini. Masyarakat yang 

bermigrasi dengan alasan ekonomi tentu akan mendatangi pusat kegiatan 

ekonomi yang berada di Kota Tarakan sehingga angka migrasi menuju Kata 

Tarakan menjadi relatif tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya. Hal 

tersebut dikarenakan potensi ekonomi di kabupaten/kota lainnya belum 

setinggi Kata Tarakan. Kabupaten Malinau memiliki persentase migrasi 

masuk paling rendah yaitu 26 persen. Kabupaten Malinau dengan kondisi 

geografis wilayah bergunung dan didominasi hutan kurang memungkinkan 

memiliki daya tarik yang besar untuk migrasi, kecuali jika ada transmigran 

dengan penempatan di Kabupaten Malinau. 

G. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan 

Lapangan kerja bisa diartikan sebagai ketersediaan kerja atau pekerjaan 

yang bisa diisi oleh tenaga kerja. Sementara menurut sensus penduduk tahun 

2000, yang dimaksud dengan Lapangan Pekerjaan adalah suatu bidang 

mengenai kegiatan usaha ataupun perusahaan maupun instansi yang bisa 

ditempati sesenrang bekerja atau pemah ditempati bekerja. Adanya lapangan 

kerja ini akan membuka kesempatan kerja atau demand for labour bagi para 

pencari kerja. Ketersediaan lapangan kerja ini berkaitan dengan kemampuan 

dari pemerintah dalam menciptakan iklim investasi. Meningkatnya investasi 

berdampak pada meningkatnya kegiatan produksi yang pada akhirnya turut 

meningkatkan ketersediaan iapangan kerja. 

Jumlah pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara dapat dikatakan 

sangat minim, hanya berkisar 4 persen dari jumlah penduduk di provinsi ini 

yang tersebar di 5 kabupaten/kota, sedangkan jumlah penduduk yang 

bekerja lebih dari 95 persen. Jumlah penduduk yang bekerja di Kola Tarakan 

menduduki posisi tertinggi diantara 4 kabupaten/kota lainnya di provinsi ini 

yakni 119.694 jiwa dengan angka pengangguran 6.008 jiwa. 
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Tabet 2.8. 

Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran Tahun 2019 di Provinsi 

Kalimantan Utara 

Kabupaten/Kot Penduduk (jiwa) Persentase 
Penganggura J11mJab Penganggura 

a Bekerja Bekerja 
D D 

Malina\J 41,693 1,794 43,487 95,87 4,13 
Bulungan 64,244 3,077 67,321 95,43 4,57 
Tana tidung 13,125 631 13,756 95,41 4,59 
Nunukan 95,021 3,870 98,891 96,09 3,91 
Tarakan 119,694 6,008 125,702 95,22 4,78 
Kallman tan 333,777 15,380 349,157 95,60 4,40 
utara 

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2021 

Dari 5 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, secara 

merata lebih dari 95 persen penduduknya merupakan pekerja. Dengan 

Kabupaten Nunukan di posisi tertinggi bahkan lebih dari 96,09 persen 

penduduknya bekerja dan hanya berkisar di angka 3,91 persen penduduknya 

yang tidak bekerja atau pengangguran. 

... .. 

"" 

... 

- 
... 

Gambar2.4. 

Perscntase Penduduk Bekerja dan Pengangguran Tahun 2019 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kallman tan Utara 

Sumber: Kaltara Dalam Angka 2020 

H. Penduduk Menurut Pendidikan 

Pendidikan merupakan indikator penting dalam pembangunan. 

'T'ingginya tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah mencerminkan 

tingginya kualitas sumberdaya manusia, demikian pula sebaJiknya. 

Sumberdaya manusia merupakan penggerak utarna bagi roda pembangunan 

suatu wilayah. Hingga tahun 2019 tingkat pendidikan penduduk yang berusia 

15 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Utara sebagian besar masih jenjang 
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SD/MI yakni 35,41 persen. Persentase tersebut di dalamnya termasuk 

penduduk yang tidak pemah mengenyam jenjang pendidikan sekolah, 

maupun tidak tamat SD/Ml. Kondisi ini dapat menunjukkan penduduk 

berusia 15 tahun ke atas yang memiliki pendidikan rendah kemungkinan 

sebagian besar penduduk asli yang tinggal di pedalaman. Hal ini mengingat 

wilayah Provinsi Kalimantan Utara memiliki yang cukup luas, dengan 

kepadatan rata-rata 9,82 jiwa per km2 penduduk tersebar di lima 

kabupaten/kota. 

Aksesibilitas antar wilayah yang belum terkoneksi dengan baik dapat 

menjadi penanda 2 rendahnya aksesibiiitas pelayanan pendidikan penduduk 

di masa lalu, sehingga dapat dipahami jika penduduk berusia 15 tahun ke 

atas yang berpendidikan SD/MT, tidak pemah sekolah dan tidak tamat SD 

masih cukup banyak di provinsi ini. Jika penduduk berusia 15 tahun ke atas 

yang berpendidikan SD /MI terse but digabungkan dengan penduduk yang 

berpendidikan SMP /MTs maka hampir setengah dari penduduk usia 15 

tahun ke atas di provinsi ini masih memiliki tingkat pendidikan daear, yakni 

57,42 persen. 

Tabel 2.9. 

Tingkat Pendidikan Penduduk di Provinsi Kalirnantan Utara Tahun 2019 

Jenjang 2015 2016 2017 2018 2019 
Persentas 

e 2019 
SD/MI 175,868 175,868 169,857 171,767 186,543 35,41 
SMP/MTs 90,536 90,536 90,541 95,108 115,947 22,01 
SMA/SMK/M 134,964 134,964 166,824 176,132 162,662 30,88 
A 
Perguruan 44,802 44,802 57,422 60,140 61,671 1 1 ,71  
Tinggi 
Jumlah 446,17 446,17 484,64 503,14 526,82 100 

0 0 4 7 3 
Sumber: Kalimantan Utara Dalam Angka 2016, 2017, 2018, 2019 Catalan: 

Kelompok SD/MI termasuk di dalamnya tidak/belum pernah 

sekolah/tidak tamat SD 

Namun demikian meskipun banyak penduduk berusia 15 tahun ke atas 

yang memiliki tingkat pendidikan SD /MI akan tetapi penduduk yang memiliki 

tingkat pendidikan hingga SMA/SMK/MA relatif tidak jauh berbeda yakni 

30,88 perscn. Penduduk usia 15 tahun kc atas yang memiliki tingkat 

pendidikan SMA/SMK/MA tersebut kernungktnan selain penduduk asli 

adalah para pendatang yang tertarik tinggal dan bekerja di provinsi yang 

termuda ini. Hal ini nampak dari peningkatan jumlah penduduk berusia 15 

tahun ke alas yang berpendidikan SMA/SMK/MA padatahun 2017, dari 
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134.964 orang tahun 2016 menjadi 166.824 orang pada tahun 2017. 

Meskipun pada tahun 2019 jumlahnya turun menjadi 162.662 orang. 

Sedangkan di lihat dari sisi usia sekolah anak dari umur 7 tahun sampai 24 

tahun dalam tabel 2.10 tergambarkan penduduk yang masih sekolah di usia 

7 tahun sarnpai 24 tahun mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 

2018 sampai tahun 2020. 

Tabet 2.10. 

Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok 

Umur Sekolah dan Partisipasi Sekolah di Provinsi Kali man tan Utara 2018- 

2020 

Jeni• Tahun 
Kelamin 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

dan 
Kelompok Tidak/Belum 

Tidd: Sekolah 
Umur Pernah Sekolah Masih Sekolah (%1 

Lag! (%1 
Sekolah (%1 

Laki-laki 
7-12 2 0,3 0,6 98 99,1 99,2 0 0,6 0,2 
13-15 1,6 0,1 0 94,4 95,2 97,1 4 4,6 2,9 
16-18 1 0,1 0,1 74,8 77,9 78,1 24,3 22 21,9 
19-24 1,8 1 ,1  1, 1 22 23,8 23,3 76,2 75 75,6 
7-24 1,7 0,5 0,5 70,1 72,2 74,7 28,2 27,3 24,8 
Perempuan 
7-12 1,5 1,2 1,3 98,5 98,5 98,7 0, 0,2 0 
13-15 0,9 0 0,9 98,4 97,9 95,9 0,7 2,1 3,2 
16-18 0,2 0,1 0,8 76,5 74,1 74 23,3 25,7 25,1 
19-24 0,2 2,2 0,4 24,4 22,3 24,3 75,4 75,5 75,3 
7-24 0,8 1,1 0,9 73,6 72,7 73,6 26,6 26,2 25,5 
Jumlah 
7-12 1,8 0,8 0,9 98,2 98,8 98,9 0 0,4 0, l 
13-15 1,2 0,1 0,4 96,4 96,5 96,5 2,4 3,4 3 
16-18 0,6 O, l 0,4 75,6 76,1 76,1 23,8 23,8 23,5 
19-24 l, 1 1,6 0,7 23 23,1 23,8 75,8 75,3 75,4 
7-24 1 3 0 8  0 7  71 7 72 5 74 2 27 26,7 25 I 

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2021 

2.1.2. Aapek Perekonomian Daerah 

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRBI 

Perekonomian wilayah secara makro dapat dilihat melalui nilai Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan PDRB merupakan salah 

satu indikator yang penting dalam analisis perkembangan wilayah. PDRB 

merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di 

wilayah domestik yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. 

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) disusun berdasarkan harga yang 

berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur 

perekonom.ian, sementara PDRB atas dasar harga konstan (ADHK} disusun 



-26- 

berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi. 

Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2020 besaran nilai PDRB baik 

atas dasar harga konstan maupun harga berlaku di Provinsi Kalimantan 

Utara memiliki besaran yang meningkat. Rata-rata pertumbuhan nilai PDRB 

ADHK di Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun waktu yang sama 

menunjukkan besaran 5,83 persen per tahun, sementara PDRB ADHB 

menunjukkan rata-rata peningkatan sebesar 12, 15  persen per tahun. 

Meningkatnya nilai PDRB baik ADHB maupun ADHK di Provinsi Kalimanlan 

Utara menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi Provinsi Kalimantan 

Utara yang semakin besar pula. 

,. 

. I II I 

r; )6J T-1 A 1i,37 7 1 7 1  6  3' (  

.t  89  ,I  41 
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Gambar 2.5. 

Graflk Pertumbuhan Nilai PDRB Alas Dasar Harga Konslan dan Alas Dasar 

Harga Berlaku Tahun 2010 Provinsi Kalirnantan Utara Tahun 2016-2020 

Sumber: Hasil Olahan, 2021 

Pertumbuhan ekonorni merupakan salah satu indikator makro yang 

cligunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah, climana 

besamya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas 

perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat 

pada periodc waktu tcrtentu. Pertumbuhan ekonomi ini dapat d.ianalisis 

berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan pada setiap tahunnya. 

Analisis pertumbuhan PDRB ADHK (rill) dapat menunjukkan kedudukan 

perekonomian wilayah beserta tingkat pertumbuhannya sehingga dapat 

diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang. 
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Gambar 2.6. 

6.9 

JOll 

Grafik Perkembangan Perturnbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2016-2020 

Sumber: Hasil Olahan, 2021 

Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2020, pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan besaran yang fl.uktuatif. Terjadi 

peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan pada tahun 2017, yakni 

sebesar 6,80 persen yang meningkat 3,25 persen dari tahun sebeJumnya yang 

pertumbuhannya scbesar 3,55 persen. Pada tahun 2017 tcrscbut dapat 

dikatakan scbagai tahun awal kebangkitan perekonomian di Provinsi 

Kalimantan Utara. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Kalimantan Utara pada tahun tersebut salah satunya dipengaruhi oleh 

meningkatnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian yang 

secara signifikan hingga mencapai 7, 1::\ persen di.mana tahun sebelumnya 

pertumbuhan sektor tersebut bernilai negatif. 

Selanjutnya, kontribusi PDRB menurut lapangan usaha merupakan 

indikator yang menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap 

kategori ekonomi dalam suatu wilayah, dimana setiap kategori tersebut 

memiliki peran besar yang menunjukkan basis perekonomian di suatu 

wilayah. lndikator distribusi PDRB dihitung dengan menggunakan PDRB atas 

dasar harga berlaku dan harga konstan. Harga berlaku adalah penilaian yang 

dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan pada harga 

tahun yang sedang berjalan, sedangkan harga konstan menunjukkan nilai 

tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang 

berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar 12010). 
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Tabel 2 . 1 1 .  
Nilai dan Konstribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 

2010 Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 
2016 2017 2018 2019 2020 

No Sektor Millar 
% 

Millar Millar Millar Millar 

Re Re 
% 

Re 
% 

Re 
% 

Re 
% 

1. Pertanian, 
kehutanan, 9.021,73 1 ib 9.4;2,8 17,2 9.983,5 17,2 10.560, 17,0 10.922, 17,9 
dan 8 5 6 48 8 84 8 
perikanan 

2. Pertambang 14.415,6 28,2 15.443, 28,3 16.156, 27,9 16.900, 27,3 15.664, 25,7 an dan 
penggalian 4 3 86 2 38 3 27 3 22 9 

3. lndustri 5.029,56 9,85 5·3g8• l 9,73 5.399,5 9 34 5.660,5 9,15 5.413,4 8,91 pengolahan 2 ' 7 1 
4. Pengadaan 

listri dan 31,17 0,06 33,91 0,06 37,70 0,07 39,77 0,06 44,35 0,07 
gas 

5. Pengaclaan 
air, 
pengelolaan 34,50 0,07 37,01 0,07 39,69 0,07 40,83 0,07 42,94 0,07 
sampah, 

limbah clan 
daur ulang 

6. Konstruksi 6.190,78 l}l 6.5�0,5 12,0 7.077,7 12,2 7.928,4 12,8 7.905,1 13,0 
5 2 4 6 2 6 1 

7. Perdagangan 
besar dan 

eceran; 5.290,70 1�3 5.7i6,8 10,5 6.245,9 6.855,3 11,0 6.796,6 11 , 1  
Reparasi 10,8 
mobil dan 2 8 7 9 4 9 
sepeda 
motor 

8. Transportasi 
3 0 9 1 0 5 6  05 3.425•8 6 28 3·724•5 3.985,3 6 45 3.824,8 6 30 clan 6,44 

perguclanga . ' ' 6 ' 1 3 ' 0 ' 

9. Penyediaan 
akomodasi 660,67 1,29 746,48 1,37 835,79 1,45 902,08 1,46 857,32 1,41 
dan rnakan 

min um 
10. Informasi 

1.412,69 2,11 1.5;7,9 2,84 1.688,7 2 92 1.827,5 1.937,7 clan 2,96 3,19 
komunikasi 

2 ' 9 1 
1 1 .Jasa 

komunikasi 584,75 1 ,15 608,30 1 ,12 660,96 1 ,14 696,60 1, 13 696,33 1 ,  15 clan 
asuransi 

12. Real estate 488,91 0,96 5 12,19 0,94 544,29 0,94 574,00 0,93 575,23 0,95 
13.Jasa 134,48 0,26 139,21 0,26 144,50 0,25 147,84 0124 145,89 0,24 

pcrusahaan 
14.Adrninistrasi 

pemerintaha 2 603 75 5 10 2·780•6 5 10 2·949•6 5 10 3.147,4 3.163,8 
n, • > I 1 I 6 > 1 5,09 3 5,21 
pertahanan 
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2016 2017 2018 2019 2020 
No Sektor Millar 

% 
Millar 

% 
Millar 

% 
Millar 

% 
Millar 

% 
Re Re Re Re Re 

danjaminan 
sosial wajib 

15.Jasa 1.214,67 2,38 1.3�6•1 2,39 1.378,5 2,38 1.512, 1 2,45 1.597,2 2,63 pcndidikan 5 s 1 
16.Jasa 

kesehatan 564,18 1,10 599,69 1,10 631,15 1,09 688,42 1 ,11  753,50 1,24 dan kegiatan 
sosial 

17. Jasa lainnya 2'lS,Sl O,SII 317,77 O,SII 3311,Sfi O,S'l 367,311 O,S'l 401,112 O,fifi 
PDRB 51.064, 100 54.537 100 57.837, 100 61.834, 100 60.922, 100 74 30 23 58 84 

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Ka1imantan Utara 
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 

Dalam kurun waktu 2016-2020, struktur perekonomian Provinsi 

Kalimantan Utara berdasarkan harga konstannya, didominasi oleh lima 

kategori lapangan usaha, yakni pertambangan dan penggalian; pertanian, 
kehutanan, dan perikanan; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, 
reparasi mobil dan sepeda motor; serta industri pengolahan. Meskipun 
mendominasi struktur perekonomian di Provinsi Kalimantan Utara, tiga 
sektor diantaranya memiliki pergeseran negatif dalam kurun waktu yang 

sama. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki pergeseran sebesar - 

1,54 persen, sementara sektor pertanian, kehutanan, dan pcrikanan memilik:i 

pergeseran sebesar 0,90, serta sektor industri pengolahan memiliki nilai 
pergeseran sebesar -0,24 persen. 

Tabel 2 . 12 .  
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2016-2020 
Indikator Rata-rata 

No Capaian Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuhan 

Pembangu.nan (%1 
I. Pertanian, Pers en 5,22 2,45 5,50 5,38 4,27 4,96 

kehutanan, 
dan perikanan 

2. Pertambangan Peraen -3,52 7,13 3,52 5,14 -6,81 1,09 
dan penggalian 

3. lndustri Pers en 6,28 5,54 1,19 4,82 -3,85 2,80 
pengolahan 

4. Pengadaan Persen 8,04 8,79 11 , 14  5,47 11,57 9,00 
listri dan gas 

5. Pengadaan air, Persen 6,19 7,28 6,71 2,84 5,74 5,75 
eengelolaan 
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lndilr:ator Rata-rata 
No Capaian Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuhan 

Pembangunan 1%1 
sampah, 
limbah dan 
daur ulang 

6. Konstruksi Pers en 8,43 6,13 7,14 12,01 0,25 6,79 
7. Perdagangan Pers en 6,75 8,43 8,31 8,93 0,42 6,57 

besar dan 
eceran; 

Reparasi mobil 
dan sepeda 
motor 

8. Transportasi Pers en 5,80 10,83 8,15 6,98 -3,51 5,65 
dan 
pergudanga 

9. Penyediaan Persen 8,10 12,99 11 ,38 7,91 -4,45 7,19 
akomodasi dan 

makan minum 
10. Informasi dan Persen 7,94 9,58 8,52 8,20 6,60 8,17 

komunikasi 
1 1 .  Jasa Persen 5,44 4,03 8,09 5,36 0,51 4,69 

komunikasl 
dan asuransi 

12. Real estate Persen 1,44 4,76 5,71 5,44 0,76 3,62 
13. Jasa Pers en -4,38 3,52 3,26 2,30 -0,78 0,78 

perusahaan 
14.  Administrasi Persen 7,81 6,79 5,53 6,68 1,07 5,58 

pemerintahan, 
pertahanan 
danjaminan 

sosial wajib 
15. Jasa Pers en 6,47 7,73 4,99 9,67 6,20 6,97 

pendidikan 
16. Jasa Pers en 12,75 6,3 4,69 9,05 10,05 8,57 

kesehatan dan 
kegiatan sosial 

17. Jasa lainnya Pers en 11,4 7,53 5,99 8,49 9,97 8,68 
Pertumbuhan Peraen 3,55 6,8 5,36 6,9 ·1,11 4,30 
PDRBADHK 
Menurut 

LaP:angan Uaaha 
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kafunantan Utara 

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 

Selama Lima tahun terakhir, nilai PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Utara 

menunjukkan pertumbuhan yang semakin membaik. Membaiknya kondisi 

ekonomi Provinsi Kalimantan Utara ditandai dengan pertumbuhan dari 17 

lapangan usaha yang seluruhnya memilik:i besaran rata-rata pertumbuhan 

yang positif. Selanjutnya, pembahasan berikutnya akan dijabarkan mengenai 

nilal, kontribusi, dan laju pertumbuhan PDRB ADHB. Distribusi PDRB harga 

berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan 
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setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah, yakni berupa sektor-sektor 

ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian 

suatu wilayah. Berdasarkan siiat output barang yang dihasilkan, dari 17 

kategori lapangan usaha PDRB diagregasi menjadi tiga kelompok besar, yaitu 

sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer adalah 

sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Ada 

dua lapangan usaha yang termasuk dalam sektor primer, yaitu pertanian, 

kehutanan, dan perikanan (kategori A) dan pertarnbangan dan penggalian 

(kategori B). 

Sementara itu, sektor sckunder adalah sektor ekonomi yang mengolah 

hasil sektor primer menjadi barang jadi, seperti pada manufaktur dan 

konstruksi. Tndustri pada sektor ini dapat dibagi menjadi industri ringan dan 

industri berat. Ada empat lapangan usaha yang termasuk sektor sekunder, 

yaitu: industri pengolahan, pengadaan Listrik dan gas, pengadaan air, dan 

konstruk.si. Sementara 11  lapangan usaha lainnya tennasuk dalam sektor 

tersier, yaitu: perdagangan dan reparasi mobil dan motor, transportasi dan 

pergudangan, penyediaan a.komodasi dan makan minum, infonnasi dan 

komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, jasa pemerintahan, 

pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan 

jasa lainnya. 

Tabet 2.13. 

Nilai dan Konstribusi Sektor dalam PDRB Alas Dasar Harga Berlaku di 

Tahun 2010 Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 

:l016 :li017 2018 :2019 2020 
No Selrtor 

Millar Rp o/o MWarRp o/o MWarRp o/o Millar Rp o/o Millar Rp o/o 

I .  Pcrtanian, 
kehutanan 

11.568,46 17,52 12.548,90 16,31 11.568,46 17,52 12.548,90 16,31 16.569,12 16,48 
, dan 

pcrikanan 
2. Pcrtamban 

gan dan 16.403,46 24,84 21.051,54 27,37 16.403,46 24,84 21.051,54 27,37 25.584,92 25,45 
penggalian 

3. lndustri 
pcngolaha 6.708,03 10,16 7.675,89 9,98 6.708,03 10,16 7.675,89 9,98 9.203,05 9,15 
n 

4. Pcngadaan 
listri dan 33,39 0,05 41, 16 0,05 33,39 0,05 4 l, 16 0,05 58,73 0,06 
gas 

5. Pcngadaan 
air, 
pcngclolaa 
n sampah, 41,32 0,06 48,25 0,06 41,32 0,06 48,25 0,06 63,00 0,06 
limbah 
dan daur 
ulang 

6. Konstruksi 8.481,89 12,84 9.575,49 12,45 8.481,89 12,84 9.576,49 12,45 14.349,40 14,27 
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2016 2017 2018 2019 2020 
No Selrtor 

MilluRp % MilluRp % Millar Rp % Millar Rp % Millar Rp % 

7. Pcrdagang 
an besar 
dan 
eceran; 

7.634,12 11,56 8.733,17 11,35 7.634,12 11,56 8.733,17 11,35 2.258,53 12,19 
Rcparasi 
mobil dan 
scpeda 
motor 

8. Transporta 
si dan 

4.525,41 6,85 5.374,66 6,99 4.525,41 6,85 5.374,66 6,99 6.799,03 6,76 
pergudang 

• 
9. Penyediaa 

n 

akomodasi 
1.024,53 l,55 l.208,06 1,57 l.024,53 l,55 l.208,06 l,57 1.543,91 l,54 

dan 
makan 

min um 
10. lnformasi 

dan 
1.520,55 2,30 1.764,49 2,29 l.520,55 2,.JO l.764,49 2,29 2.560,86 2,55 

komunikas 

i 

l l .  Jasa 
komunikas 

819,20 1,24 888,32 l ,  15 819,20 1,24 888,32 l, 15 1.120,58 l, 11  
i  dan 
asuransi 

12. Heal estate 554,76 0,84 604,82 0,79 669,23 0,78 646,03 0,77 765,66 0,76 

13. Jasa 
pcrusahaa 174,67 0,26 189,24 0,25 201,95 0,23 213,95 0,22 229,28 0,23 
n 

14. Admuustra 

si 

pemerinta 
han, 
pertahana 3.671,74 5,56 4.016 5,22 4.337,89 5,04 4.828,88 4,95 4.977,64 4,95 
ndan 
jam.in an 
sosial 
wejib 

15. Jasa 
l.713,01 2,59 pendidikan 1.909,42 2,48 2.092,00 2,43 2.380,29 2,44 2.590,24 2,58 

16. Jasa 
kcsehatan 
dan 722,36 1,09 790,37 1,03 862,6 1,00 988,71 1,01 l.139,35 1, 13 
kcgiatan 
sosial 

17. Jasa 
444,91 0,67 507,83 0,66 559,08 0,65 636,61 0,65 731,02 0,73 

lllinnya 
PDRB 

66.041,81 100 76,928,27 100 86,048,89 100 97,458,41 100 
100.544,3 

100 
4 

Sumber: Kalimantan Utara Dalam Anglea 2021 
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Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, sektor primer 

meskipun memiliki besaran kontribusi yang terbesar dalam struktur ekonomi 

di Provinsi Kalimantan Utara namun menunjukkan kecenderungan menurun 

dengan rata-rata penurunan sebesar -0.1 persen per tahun. Sementara itu, 

sektor sekunder memiliki besaran fluktuatif dengan kecenderungan 

meningkat yang ditunjukkan dengan besaran pertumbuhan rata-rata sebesar 

0.1 persen per tahun. Hal yang samajuga ditunjukkan oleh kontribusi sektor 

tersier yang juga memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan 

meningkat dan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 1,14 persen per 

tahun. 

• h: > l'R.I 11 R • k ._I ,1 
• II 

I I I 
Gambar2.7. 

Grafik Perkembangan Distribusi Kelompok Primer, Sekunder, dan Tersier 

dalam PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2016-2020 

Sumber: Hasil Olahan, 2021 

Provinsi Kali.rnantan Utara sebagai provinsi termuda di Indonesia 

merupakan provinsi yang backbone perekonomiannya ada pada sektor primer 

jsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; serta sektor pertambangan dan 

penggalian), namun hingga tahun 2019 sektor konstruksi merupakan 

lapangan usaha dengan laju pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 14,27 

persen. Kontribusi dan laju pertumbuhan sektor konstruksi yang tinggi, 

berbanding terbalik dengan kontribusi dan pertumbuhan sektor primer yang 

notabene adalah backbone perekonomian Provinsi Kalimantan Utara. 

Kedua lapangan usaha dalam sektor primer menunjukkan kontribusi 

dan pertumbuhan yang menurun, meski besarannya tidak signiftkan. Hal 

tersebut perlu menjadi perhatian pernerintah Provinsi Kalirnantan Utara 

untuk membuat skenario untuk keberlanjutan perekonomian Provinsi 
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Kalimantan Utara dimasa mendatang, apakah masih akan mempertahankan 

kontribusi yang relatif tinggi untuk sektor primer (terlebih pada sektor 

pertambangan dan penggalian), atau sudah mulai bergeser pada sektor yang 

lainnya. Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2020 capaian kinerja PDRB 

ADHK di Provinsi Kalimantan Utara sudah mampu melampaui target yang 

ditentukan oleh daerahnya, dengan kategori tercapai - melampaui. 

B. PDRB Per Kaplta 

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. lndikator PDRB 

per kapita diperoleh dengan membandingkan antara nilai PDRB dengan 

jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besaran PDRB 

per kapita dipengaruhi oleh potensi sumber daya dan faktor-faktor produksi 

yang terangkum dalam nilai PDRB, serta banyak sedikitnya jurnlah 

penduduk. Indikator ini menunjukkan rata-rata nilai tambah yang tercipta 

dari seluruh kegiatan ekonomi bila dibagikan secara merata kepada 

penduduk di suatu wilayah. Perhitungan PDRB per kapita atas dasar harga 

berlalru menunjukkan besaran nilai PDRB per kepala atau per satu orang 

penduduk. Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna 

untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu 

wilayah. 

Tabel 2 .14 .  

Nilai PDRB Per Kapita Berdasar Harga Berlaku dan Harga Konstan di 

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 

Kabupaten 
Pertumbuhan 

No Uraian aatuan 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata 
I Kota 1%/Tahun) 

I. PPDRB Malinau Juta 90,41 101,41 107,56 117,79 119,38 7,3 
ADHB Rp 
Per Bulungan Juta 102,88 112,43 120,67 128,51 129,03 5,9 
Ka pita Rp 

Tana tidung Juta 179, 16 189,51 192,88 200,01 186,13 1,1 
Rp 

Nunukan Juta 88,96 103,63 112,10 121,09 120,35 8 
Rp 

Tarakan Juta 99,87 110,68 120,85 133,96 136,00 8,1 
Rp 

Prov. Juta 99,11 111 ,32 120,11 130,07 130,80 7,27 
Kalimarrtan Rp 
utara 

2. PPDRB Malinau Juta 81,59 83,19 84,66 86,73 n/a 1,04 
ADHK Rp 
Per Bulungan Juta 75,43 77,86 79,94 81,76 n/a 2 ,15 
Ka ita R 
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. Kabupaten 
Pertumbuhan 

No Uraian I Kota aatuan 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata 
lo/o[Tahun) 

Tana tidung Juta 139,28 135,61 131,40 128,07 n/a -3,53 
Rp 

Nunukan Juta 70,56 72,27 73,72 75,58 n/a 1,53 
Rp 

Tarakan Juta 72,86 75,91 78,83 82,12 n/a 3,6 
Rp 

Prov. Juta 76,64 78,92 80,73 83,31 n/a 2,05 
Kalimantan Rp 
utara 

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Menurut 

Lapangan Usaha 2016-2020 

Sccara umum, dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, 

besaran PDRB per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun harga 

konstan Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan, dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 8,10 persen per tahun untuk PDRB per kapita atas 

dasar harga berlaku dan 2,05 persen per tahun untuk PORB per kapita atas 

dasar harga konstan. Pada tahun 2016, besaran nilai PDRB per kapita atas 

dasar harga berlaku di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 99,11 juta rupiah 

dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 131,30 juta rupiah di 

tahun 2019. Sementara itu, perturnbuhan nyata ekonomi per kapita 

penduduk di Provinsi Kalimantan Utara yang ditunjukkan dengan nilai PDRB 

per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2016 adalah sebesar 76,64 

juta rupiah dan meningkat menjadi 83,31 juta rupiah di tahun 20 19 .  

Peningkatan nilai PDRB per kapita yang cukup signifikan ini dipengaruhi oleh 

faktor kenaikan harga komoditas dan juga produksinya, yang kemudian 

berpengaruh pada peningkatan nilai PDRB Provinsi Kali.man tan Utara. 

C. Laju Inflasi 

lnflasi mernpakan salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah, 

dimana indikator ini merupakan indikator yang dapat mengindikasikan 

ketidakseirnbangan perekonomian di suatu wilayah. Inflasi dihitung 

berdasarkan perubahan ni1ai Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi dapat 

memberikan dampak buru.k dalam hal pemerataan kesejahteraan dan 

pendapatan. Semakin tingginya nilai inflasi, maka nilai mata uang akan 

semakin rendah dan semakin rendah pula daya bell masyarakat 
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Gambar2.8. 

Grafik Perkembangan In.flasi Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional 

Tahun 2016-2020 

Sumber: Hasil Olahan, 2021 
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Gambar 2.9. 

Pengeluaran Per Kapita Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020 

Sumber: Bappedalitbang Provins.i Kalimantan Utara 

2.1.3. Aapek Keaejahteraan Maayarakat 

A. Penclldlkan 

a. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang 

digunakan penduduk untuk menjaJani pendidikan formal. Dalam menghitung 
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angka rata-rata lama sekolah, penduduk yang tamat SD diperhitungkan 

bersekolah selarna enam tahun, tamat SMP bersekolah selama sembilan 

tahun, dan tamat SMA bersekolah selama 12 tahun, semuanya tanpa 

memperhitungkan apakah pemah tinggal kelas atau tidak. Berikut adalah 

data angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 

2016 sampai tahun 2020. 

Tabet 2.15. 

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 

Kabupaten I 
Pertumbuhan 

No Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata Kot a 
(%[Tahun) 

l. Malinau Tahun 8,56 8,88 9,04 9,05 9,39 2,35% 
2. Bulungan Tahun 8,43 8,75 8,92 8,93 8,94 1,49% 
3. Tana tidung Tahun 8 , 1 1  8,23 8,49 8,53 8,54 1,31°/u 
4. Nunukan Tahun 7,57 7,65 7,73 7,81 8,00 l,39o/o 
5. Tarakan Tahun 9,92 9,93 9,94 9,96 9,97 0, 13°/o 

Prov. Kallmantan Tahun 8,49 8,62 8,87 8,94 9,00 1,47°/o 
utara 
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Ka1imantan Utara 

Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Utara mengalami 

pertumbuhan yang cukup baik selama lima tahun. Baik di tingkat 

kabupaten/kota maupun provinsi, angka rata-rata lama sekolah setiap 

tahunnya mengalami peningkatan meski tidak terlalu signifikan. Rata-rata 

pertumbuhan paling tinggi yaitu di Kabupaten Malinau sedangkan yang 

paling rendah yaitu Kota Tarakan. 
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Gambar 2.10. 

Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 

2016-2020 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dan 

Data Olahan, 2021 
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Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Utara mengalami 
kenaikan setiap tahunnya tetapi tidak terlalu signifikan, yaitu masih berkisar 

delapan tahun. Hal ini berarti penduduk Provinsi Kalimantan Utara rata-rata 
belum menamatkan jenjang SMP. 

b. Harapan Lama Sekolah (HLS) 

Selain rata-rata Jama sekolah, komponen JPM dari unsur pendidikan 

adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya 
sekolah (dalarn tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 
tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui 

kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung 
pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu 

program wajib belajar. 

Tabet 2 .16 .  

Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2016-2020 

Kabupaten I Harapan Lama Sekolah Pertumbuhan 
Rata-rata Kota Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 (%/Tahunj 

MaJinau Tahun 13,24 13,25 13,27 13,29 13,30 o.11°1o 
Bulungan Tahun 12,75 12,96 12,98 12,99 13,00 0,49o/o 
Tana tidung Tahun 12,17 12,18 12,19 12,20 12,21 0,08% 
Nunukan Tahun 12,58 12,61 12,62 12,63 12,64 0,12°/o 
Tarakan Tahun 13,42 13,61 13,70 13,73 14,02 1,10% 
Prov. Kaliman tan Tahun 12,59 12,79 12,82 12,84 12,93 0,67% 
utara 

Sumber: Kabupaten/Kota Dalam !\.ngka Tahun 2016-2020; Provinsi 

Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2016-2020; Serita Resmi 

Statistik-Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2020 

Selama periode 2016 hingga 2020, harapan lama sekolah di Kalimantan 

Utara telah meningkat dari 12,59 tahun (2016) menjadi 12,93 tahun (2020). 

Angka Hts rata-rata tumbuh sebesar 0,67 persen per tahun. Meningkatnya 

angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak 

penduduk yang bersekolah. Di tahun 2020, harapan lama sekolah di 

Kalimantan Utara telah mencapai 12,93 tahun yang berarti bahwa anak-anak 
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usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga 
lulus DI. 
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Gambar 2.11 .  

Anglea Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2015-2020 

Sumber: Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Utara 

c. Anglea Partisipasi Kasar IAPK) 

APK adalah pembagian antara total siswa tiap jenjang pendidikan 

sederajat dengan penduduk usia sekolah di jenjang tereebu t dikalikan 

seratus. Kriteria APK adalah semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak 

yang bersekolah di luar rentang usia sekolah di jenjang tersebut. Kegunaan 

menhitung APK adalah untuk mengetahui banyaknya siswa yang sudah 

bersekolah padajenjang pendidikan tertentu. APK Provinsi Kalimantan Utara 

sebesar 32,45 persen, sedangkan kabupaten yang tertinggi adalah Kabupaten 

Malinau sedangkan terendah adalah KotaTarakan. 

Tabel 2 . 17 .  

Angka Partisipasi Kasar IAPK) Pendidikan Anak Usia Dini jPAUD) di Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 

No Kabupaten / Kota Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 
I. Malinau Tal1un n/a 11/a n/a n/a 57,58 
2. Bulungan Tahun n/a n/a n/a n/a 50,70 
3. Tana tidung Tahun n/a n/a n/a n/a 46,76 
4. Nunu1can Tahun n/a n/a n/a n/a 28,03 
5. Tarakan Tahun n/a n/a n/a n/a 20,42 
6. Prov. Kallman tan utara Tahun nla nla nla nla 32,45 

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021 

Anglea partisipasi kasar jenjang SMA/SMK/MA adalah perbandingan 

antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang SMA/SMK/MA 

dengan jumla.h penduduk yang memenuhi syarat resmi periduduk usia 
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sekolah di jenjang penctidikan yang sama. Perhitungan angka partisipasi 

kasar tidak memandang usia penduduk dan pendictikan nonforrnal seperti 

Paket C juga ctiperhitungkan. Angka partisipasi kasar jenjang SMA/SMK/MA 

berguna untuk mengetahui besaran tingkat partisipasi penduduk yang 

bersekolah di SMA/SMK/MA, juga untuk mengetahui besaran penduduk 

yang bersekolah di jenjang SMA/SMK/MA namun usianya belum mencukupi 

atau melebihi usia 16-18 tahun. Berikut adalah tabel angka partisipasi kasar 

jenjang SMA/SMK/MA di Provinsi Kalimantan Utara. 

Tabel 2.18.  

Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/SMK/MA Provinsi Kaiimantan Utara 

Tahun 2016-2020 

Kabupaten Sat 
I Kota uan 

Prov. 

l . J umlah Malinau 
siswa yang Bulungan 
bersekolah Tana 
di jenjang tidung 
pendidika Nnnukan 
n Tarakan 
SMK/MA/ Prov. 

SMK Kali manta 
n utara 

2. Jumlah Malinau 

penduduk Bulungan 
kelompok Tana 
usia 16-18 tidung 
tahun Nunukan 

Tarakan 
Prov. 
Kalimanta 
n utara 

3. APK Malinau 
SMA/SMK Bulungan 
/MA/ Tana 
Paket C tidung 

Nunukan 
Tarakan 

43,33 49,42 49,18 54,97 n/a 9,02 

6,74 
4,88 

4,82 
8,46 

11,56 1.025 1.106 n/a 

88,63 97,11 n/a 
82,22 89,73 n/a 

88,49 94,39 n/a 
100,80 106,80 n/a 

813 

86,50 
94,90 

86,23 

82,69 

835 

Rata-rata 
2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuhan 

(0/o/TahunJ 
3.578 3.671 4.022 4.237 n/a 12,17 
5.784 7.448 7.091 8.346 n/a 13.73 

82,23 
86,28 

80,35 
79,23 

7.584 7.882 8.643 9.107 n/a 6,44 
8.638 9.279 9.445 10.505 n/a 6,77 

26.409 29.093 30.226 33.301 34j00 9,04 

4.351 4.244 4.545 4.489 n/a 7,01 
6.704 7.848 7.032 7.814 n/a 4.86 
1.904 1.645 2.084 2.012 n/a 2,33 
9.439 9.141 9.752 9.378 n/a -0,28 
10.902 11.222 11.487 11.707 n/a 1,81 

33.300 34.100 34.900 35.400 36i/0 2,48 

Orang 
Orang 

Orang 

Orang 
Orang 

Orang 

Orang 
Orang 

Orang 

Orang 
Orang 

Orang 

Orang: 
Orang 

Orang 
Orang 

Orang 

Uraian No 

Kalimanta Orang 79,31 85,32 86,61 94,07 94,19 6,41 
n utara 

Sumber: http://apkapm.data.kemctikbud.go.id, diakses 3 Juli 2020 

Angka Partisipasi Kasar IAPK) jenjang SMA/SMK/MA di Provinsi 

Kalimantan Utara rata-rata menunjukkan peningkatan setiap tahunnya 

dilcarenalca.n dulrungan Provinsi Kalima.ntan Utara dalam meninglcatlcan 

akses pendidikan bagi masyarakat baik sarana dan prasarana berupa sekolah 

maupun pemberian bantuan kepada siswa guna memastikan bahwa semua 

penduduk dapat bersekolah sesuai dengan jenjangnya. Rata-rata 
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pertumbuhannya setiap tahun cenderung tinggi, cli mana yang tertinggi 

diperoleh Kabupaten Tana Tidung sebesar 9,02 persen, mengesampingkan 

fakta bahwa persentase APK kabupaten ini paling rendah dibandingkan 

kabupaten/kota lainnya. Kenaikan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA di 

Provinai Kalimantan Utara cukup signifikan dan berakhir di persentase 94, 19  

persen pada tahun 2020. Persentase Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA 

per kabupaten/kota yang paling tinggi diperoleh Kabupaten Bulungan, 

melebihi persentase Provinsi Kalimantan Utara secara umum. 

d. Angka Partisipasi Mumi (APM) 

Angka partisipasi murni SMA/MA adalah proporsi dari penduduk 

kelompok usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah di jenjang 

SMA/MA/Paket C terhadap penduduk kelompok usia 16-18 tahun secara 

keseluruhan. Angka partisipasi mumi SMA/MA menunjukkan seberapa besar 

penduduk yang bersekolah tepat waktu, yaitu umumya sesuai dengan 

jenjang pendidikan yang seharusnya. Selain pendidikan formal SMA/MA, 

paket C juga diperhitungkan. Berikut adalah tabel angka partisipasi mumi 

SMA/MA/Paket C di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020. 

Tabel 2 . l'l .  

Angka Partisipasi Mumi SMA/ MA/Paket C Provinsi Kallman tan Utara 

Tahun 2016-2020 

Rata-Rata 

No Uraian Kabupate 
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuh 

n / Kota an 
1%/TahunJ 

1. Jumlah Malinau Orang 2.598 2.676 3.093 2.813 n/a 7,18 
Siswa Bulungan Orang 4.154 4.429 5.037 5.796 n/a 9,66 
Kelompok Tana Or�ng 580 594 700 705 n/a 4,91 
Usia 16-18 Ti dung 
Tahunyang Nunukan Orang 5.527 5.679 6.459 5.984 n/a 1,71 
Bersekolah Tarakan Orang 6.687 6.957 7.436 7.857 n/a 4,55 
di Prov. Orang 19.54 20.33 22.72 23 .15 23.90 5,22 
Jenjang Kalimanta 6 5 5 5 6 
Pendidikan n 
SMA / M A /  Utara 
SMK 

2. Jumlah Malin au Orang 4.351 4.244 4.545 4.489 n/a 7,01 
Penduduk Bulungan Orang 6. 704 7.848 7.032 7.814 n/a 4,86 
Kclompok Tana Orang l.904 1.645 2.084 2.012 n/a 2,33 
Usia Tidung 
16-18 Nunukan Orang 9.439 9 . 141  9.752 9.378 n/a -0,28 
Tahun Tarakan Orang 10.90 11 .22 11.48 11 .70 n/a 1,81 

2 2 7 7 
Prov. Orang 33.30 34 .10 34.90 35.40 36 .10 2,18 
Kallman ta 0 0 0 0 0 
n Utara 
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Rata-Rata 
No Uraian 

Kabupate 
Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 

Pertumbuh 
n I Kota an 

j%[Tahun) 
3. Angka Malinau Pers en 59,71 63,05 68,05 62,66 n/a 0,15 

Partisipasi Bulungan Pers en 61,96 56,43 71,63 74,17 n/a 4,57 
Mumi (APM) Tana Pers en 30,46 36,11 33,59 35,04 n/a 2,52 
SMA / SMK Tidung 
I MA I Nunukan Pers en 58,55 62,13 66,23 63,81 n/a 2 
Pake! C Tarakan Pers en 61,34 61,99 64,73 67,11 n/a 2,69 

Prov. 
Kalimanta Pers en 58,7 59,63 65, 1 1  65,41 66,22 2,68 
n Utara 

Sumber: http://apkapm.data.kemdikbud.go.id 

Angka partisipasi mumi SMA/MA/Paket C di Provinsi Kalimantan Utara 

cenderung rendah, seluruhnya di bawah 75 persen. Hal ini mcnunjukkan 

siswa yang bersekolah di jenjang SMA/MA yang tepat waktu hanya berkisar 

di bawah 75 persen. Kemungkinan umur siswa SMA/MA Provinsi Kalimantan 

Utara banyak yang di atas atau di bawah umur 16-18 tahun. Secara umum 

angka partisipasi murni SMA/MA/Paket C Provinsi Kalimantan Utara 

mengalami kenaikan selama 5 tahun, berakhir di angka 66,22 persen pada 

tahun 2020. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, persentasenya masih 
fluktuatif. 

e. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (Angka Kelulusan) 

Angka Kelulusan SMA/SMK/MA adalah jumlah siswa tingkat 3 

SMA/SMK/MA yang lulus, dinyatakan dalam persentase. Perhitungannya 

dirumuskan dengan membagi jumlah lulusan SMA/SMK/MA dengan jumlah 

siswa kelas 3 SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya. Berikut adalah 

angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Provinsi Kalimantan Utara. 

Tabel 2.20. 

Angka Kelulusan SMA/SMK/MA Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016- 

2020 

No Uraian Kabupaten Satua 
2016 2017 2018 2019 2020 I Kata D 

I.  Jumlah Malinau Orang 1.646 1.825 1.838 2.108 n/a 
lulusan pada Bulungan Orang 2.523 2.459 2.534 3 .176 n/a 
jcnjang Tana 

Orang 2.031 2.165 2.352 3.187 n/a SMA/SMK/M Tidung 
A Nunukan Orang 1.024 1.082 1 . 1 1 4  1.796 n/a 

Tarakan Orang 219 240 258 516 n/a 
Prov. 

10.78 Kalimantan Orang 7.443 7.771 8.096 3 n/a 
Utara 

Malinau Orang 1 .718 1.825 1.838 2.249 nLa 
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n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 
n/a 

93,73 

99,28 

100,0 
0 

99,34 

97,91 

100,0 
0 

100,0 
0 

100,0 
0 

100,0 
0 

100,0 
0 

2017 2018 2019 2020 

100,0 
0 

100,0 
0 

100,0 
0 

100,0 
0 

D 

Orang 2.085 2.519 2.352 3.187 

Orang 2.527 2.459 2.534 3.199 

Persen 79,64 87,27 

Persen 

Persen 99,84 

Persen 95,81 

Persen 97,41 85,95 

Kabupaten Satua 2016 / Kota 

Bulungan 

Tarakan 

Tana 
Tidung 
Nunu1can 

Utara 
Malinau 

Uraian 

2. Jumlah siswa Bulungan 
tingkat Tana 
tertinggi pada Tidung 
jenjang Nunukan Orang 1.024 1.082 1 .114 1.808 
SMA/SMK/M Tarakan Orang 275 275 258 527 
A pada tahun Prov. l0.97 
sebelumnya Kalimantan Orang 7.629 8.160 8.096 0 

3. Angka 
Kelulusan 

(AL) 
SMA/SMK/M 
A 

No 

Utara 

Prov. 00 0 
Kalimantan Persen 97,56 95,23 1 • 0 98,30 n/a 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara 

Angka kelulusan SMA/SMK/MA sudah cukup baik. Rata-rata 

kabupaten/kota sudah mencapai 100 persen. Data tahun 2018 menunjukkan 

seluruh kabupaten/kota mencapai angka kelulusan SMA/SMK/MA 

sempurna, yaitu 100 persen. Pada tahun 2019, Kabupaten Malinau mencapai 

angka kelulusan paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu 

sebesar 93 persen. 

f Angka Melek Huruf 

Anglea melek huruf adalah persentase penduduk berusia 15 tahun ke 

atas yang memiliki kcmampuan membaca dan menuiis kalimat sederhana 

dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya. Angka melek huruf 

menunjukkan sejauh mana penduduk di suatu daerah terbuka terhadap 

pengetahuan, oleh karena itu indikator ini memiliki korelasi dengan 

pendidikan masyarakat. Berikut ini adalah data angka melek huruf di Provinsi 
Kalimantan Utara dari tahun 2015 sampai tahun 2020. 

Tabel 2.21. 

Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kallman tan Utara 
Tahun 2016-2020 

No Kabupaten / Tahun Pertumbuhan 
Satuan Rata-Rata Kot a 2016 2017 2018 2019 2020 j%/Tahun) 

1. Malinau Persen 92,85 94,61 94,6 94,72 nLa o,67% 
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2. Bulungan Pers en 95,6 95,45 95,17 95,32 n/a -0,10% 
3. Tana tidung Pers en 94,74 93,8 94,99 96,92 n/a 0,77% 
4. Nunukan Pers en 94,63 92,25 92,56 95,65 n/a 0,39% 
5. Tarakan Pers en 95,83 97,42 97,34 97,99 n/a 0,75°/o 

Prov. Peraen 95,05 95,14 95,18 96,39 96,7 0,47°/o 
Kalimantan 
utara 

Sumber: BPS Kalimantan Utara, 2021 

Secara umum angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Utara sudah 

baik dan mendekati 100 persen. Beberapa kabupaten/kota mengalami 

penurunan di tahun tertentu, misalnya Kota Tarakan yang persentasenya di 

tahun 2016 nail< lagi di tahun 2017 menjadi 97,42 persen. Rata-rata 

pertumbuhan selama lima tahun yang paling tinggi yaitu Kabupaten Tana 

Tidung sedangkan yang paling rendah adalah Kota Tarakan. 

MALINA BULUNGAN TANA Tl OU NG TARAKA PROVINS I 

KALIMANTA 

2016 2017 2018 2019' 

Gambar 2.12. 

Grafik Angka Melek Huruf Provinsi Kalimantan Utara 2016-2020 

Sumber: BPS Kalimantan Utara dan Data Olahan, 2020 

Angka melek huruf di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan 

yang cukup baik dari tahun ke tahun. Data kabupaten/kota masih banyak 

yang fluktuatif tetapi tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan 

perkembangan yang positif dan diharapkan dapat lebih baik lagi di tahun­ 

tahun berikutnya. 

B. Keaehatan Masyarakat 

a. Angka Harapan Hidup 

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial 

ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup 

penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui 

Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses 
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terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, 

mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh 

pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia 

harapan hidupnya. 

Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata- rata 

tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil 

mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang 

berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu 

lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak 

ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup 

merupakan alat untuk mengevaluasi kinetja pemerintah dalarn 

meningkatkan kesejabteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan 

derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di 

suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan 

program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan 

kalori tennasuk program pemberantasan kemiskinan. 

Tabel 2.22. 

Angka Harapan Hidup IAHH) di Kalimantan Utara 

lndikator !PM Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 

Angka Harapan 
Hidu Tahun 72,43 72,47 72,5 72,54 72,59 

Pertumbuha 

n Rata- Rata 

(%/Tahun) 

0,06 

Sumber: Kabupaten/Kota Dalam Angka Tahun 2016-2020; Provinsi 

Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2016-2021; Berita Resmi 

Statistik - lndeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2020 

Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kalimantan Utara cenderung 

mengalami peningkatan selama periode lima tahun (2016- 2020), yaitu dari 

72,43 pada tahun 2016 menjadi 72,59 pada tahun 2020. Hal ini 

menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan 

meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya dan dalam kurun waktu 

tersebut, secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar O, l persen 

per tahun 

perbaikan 

atau naik 0,06 tahun per 

pembangunan kualitas 
tahunnya. Ini menunjukkan adanya 

kesehatan di Kalimantan Utara. 

Masyarakat semakin menikmati pembangunan di bidang kesehatan. 
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b. Balita Gizi Buruk 

Balita gizi buruk berdasarkan definiai operasional dari juknis profi.l 

keschatan kabupaten/kota merupakan balita dengan status gizi menurut 

berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score <-3 SD dan atau dengan 

tanda-tanda klinis (marasmus, kwasiorkor, dan marasmus- kwasiorkor). 

Persentase balita gizi buruk dih.itung dari banyalmya balita yang berstatus 

gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan 

jurnlah seluruh balita di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama. 

Persentase gizi buruk di Provinsi Kalimantan Utara memiliki tren yang 

menurun kcmudian naik di tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan sclama 

lima tahun adalah scbesar -45,86 pcrsen, tetap negatif meskipun ada 

peningkatan di akhir tahun. Di awal periode (2015) persentase gi,:i buruk 

sebesar 4,55 persen. Persentase kembali menurun menjadi 3,24 persen di 

tahun 2016. Kemudian di tahun 2017 persentase menurun d.rastis menjadi 

0,32 persen, dan tu.run lagi menjadi 0,24 persen. Kondisi ini sebenarnya 

membaik, namun sayangnya di tahun 2019 persentase meningkat menjadi 

0,39 persen, dengan peningkatan jumlah balita gizi buruk yang cukup 

signifikan d.ibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 176 kasus menjadi 296 

kasus. 

Tabet 2.23. 

Persentase Balita Gizi Buruk di Provinsi K.alimantan Utara Tahun 2016- 

2020 

202 
Pertumbuhan 

No Uraian Satuan 2016 2017 2018 2019 Rata-Rata 
0 

1%[Tahun) 
I. Jumlah balita Orang 2.33 235 176 296 n/a -44,91 

gizi buruk 3 
2. Jumlah balita Orang 71.9 73.1 74.4 75.6 n/a 1,75 

27 93 44 76 
3. Persentase balita Persen 3,24 0,32 0,24 0,39 n/a -45,86 

gizi 
buruk 

Sumber: Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 

2021 

c. Angka Kematian Bayi (AKB) 

Kcmatian bayi adalah kematian yang terjadi pada saat setclah bayi lahir 

sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Berdasarkan Petunjuk Teknis 

Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota, kematian neonatal tennasuk 

daJarn kematian bayi. Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya 

kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Data 
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AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program 

pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. 

Tabel 2.24. 

Angka Kematian Bayi di Provinsi Kalimantan Utara Tabun 2015-2020 

Pertumbuh 
No Uraian Kabupate Satua 2015 2016 2017 2018 2019 202 an Rata- 

n/ Kota n 0 rata (0/o 

Tabun 
Malin au Orang 12 26 27 10 24 n/a 18,92 

Jumlah Bulungan Orang 45 41 32 25 37 n/a -4,78 
kemati Tana 

Orang 1 3 9 4 10 n/a 77,83 1 .  an bayi Tidung 
(berum Nunukan Orang 32 53 71 60 48 n/a 10,67 
ur Tarakan Orang 64 61 13 22 30 n/a -17,26 
kurang Prov. 

1 Kalimanta Orang 154 184 152 121 149 n/a -0,82 
tahun} n Utara 

Malin au Orang 1.234 1.589 1.564 1.564 1.699 n/a 8,32 
Bulungan Orang 2.580 2.548 2.548 2.548 2.544 n/a -0,35 

Jumlah Tana 
Orang 400 410  410 410 497 n/a 5,58 2. kelahir Tidung 

an Nunukan Orang 3.747 4.081 4.256 4.256 3.866 n/a 0,78 
hid up Tarakan Orang 3.887 5.254 3. 768 3. 768 3.533 n/a -2,36 

Prov. 
11 .84 13.88 12.54 12.54 12.13 Kalimanta Orang 

8 2 6 6 9 n/a 0,61 
n Utara 

3. Angka Malinau per 
9,72 16,36 17,26 6,39 14,13 n/a 9,78 kcmati 1.000 

an Bulungan per 
17,44 16,09 12,56 9,81 14,54 n/a -4,44 bayi 1.000 

(per Tana per 
2,5 7,32 21,95 9,76 20,12 n/a 68,43 1000 Ti dung 1.000 

Kelahir Nunukan p�r 
8,54 12,99 16,68 14,1 12,42 n/a 9,81 an 1.000 

Hidup} Tarakan per 
16,47 11,61 3,45 5,84 8,49 n/a -15,26 1.000 

Prov. 

Kalimanta 
per 

13 13,3 12,l 9,64 12,3 n/a -1,42 
n Utara 1.000 

Sumber: Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara 

2020 

Angka kematian bayi (AKB), di Provinsi Kalimantan Utara pada lahun 

2016-2020 memiliki trend yang fluktuatif, yaitu dari 13 per 1.000 kelahiran 

hidup, meningkat sedikit menjadi 13,25, kemudian turun menjadi 12,12 dan 

turun kcmbali menjadi 9,64 per 1.000 kelahiran hidup di ahun 2018. Namun 

di tahun 2019, AKB mcningkat kcmbali mcnjadi 12,27. Dalam periode 5 

tahun, kasus kematian tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 184 

kasus kernatian, sedangkan tahun 2019, ada 149 kasus kematian bayi. Bila 

d.ilihat data per kabupaten di tahun 2019, AKB tertinggi justru terjadi di 
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Kabupaten Tana Tidung, yaitu kabupaten dengan kasus kematian bayi paling 

sedikit. Anglea di Tana Tidung bisa tinggi karena jumlab kelabiran hidup di 

sana juga sangat kecil dibandingkan dengan kabupaten lain sehingga 

perhitungan angka kematian yang dihasilkan menjadi besar. 

Dalam 5 tahun terakbtr, Kabupaten Nunukan rnemi1iki total jumlah 

kasus kematian bayi terbanyak meskipun AKB nya bukan yang tertinggi di 

Provinsi Kalimantan Utara, disusul oleh Tarakan dan Bulungan. Namun bila 

melihat nilai AKB dalam 5 tabun terakhir, seteiab Tana Tidung, ada 

Kabupaten Bulungan dan Malinau dengan AKB diurutan kedua dan ketiga 

terbesar. Bila dibandingkan dengan data Nasional, maka AKB di Provinsi 

Kalimantan Utara pada tabun 2015-2018 sudab jauh lebih baik dari Angka 

Kernatian bayi Nasional yang berada pada kisaran 22-24 per 1 .000 kelahiran 

hidup. Namun pada tabun 2019, angka kematian bayi di tingkat nasional 

turun cukup drastis menjad.i 5,53 per 1.000 kelahiranm hidup sehingga posisi 

Kalimantan Utara jauh di atas angka nasional terse but. 

d. Anglea Kematian !bu (AKI] 

Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa 

kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka kematian ibu dihitung per 

100.000 kelahiran hidup, lndikator AKI menjadi salab satu indikator penting 

dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat karena dapat digunakan 

dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan dan persalinan. 

Indikator ini dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, 

pelayanan selarna antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga 

kesehatan yang memiiiki kompetensi kebidanan. 

Tabel 2.25. 

Angka Kematian !bu Per 100.000 Kelabiran Hidup di Provinsi Kalimantan 

Utara Tabun 2015-2020 

Pertumb 

Kabupate uhan 

No Uralan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata n/ Kota 
(O/o 

Tahun 

I.  Jumlab Malin au Orang 3 4 4 0 2 n/a -9,64 
ibu Bulungan Orang 2 2 8 2 6 n/a 31,61 
hamil Tana Orang 0 I 2 0 0 n/a 
yang Tidung 
menmgg Nunukan Orang 6 4 7 1 8 n/a 7,46 
al karena Tarakan Orang 4 4 3 7 5 n/a 5,74 
hamil, Prov. 

bersalin, Kallman ta Orang 15 15 24 10 21 n/a 8,78 
dan nifas n 

Utara 
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Pertumb 

0,78 

8,32 

-2,36 

-0,35 

5,58 

(O/o 

Tahun 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 497 410 410 410 

2.548 2.548 2.548 2.544 

1.589 1.564 1.564 1.699 

5.251 3.768 3.768 3.533 

4.081 4.256 4.256 3.866 

1.23 
4 

2.58 
0 

400 

3.74 
7 

3.88 
7 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

Orang 

uhan 
Kabupate Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata n/ Kota 

Malinau 

Bulungan 

Tana 
Tidung 
Nunukan 

Tarakan 

2. Jumlah 
kelahira 
n hidup 

No Uraian 

160, 98,02 164,5 23,5 206,9 
1 

11 .8  13.88 12.54 12.54 12 .13 
48 2 6 6 9 

3. Angka 
Kematia 

n Ibu per 
100.000 
kelahira 
n hidup 

Prov. 

Kalimanta 
n 

Utara 

Malin au 

Bulungan 

Tana 
Ti dung 
Nunukan 

Orang 

per 
100.000 

per 
100.000 

per 
100.000 

per 
100.000 

243, 
1 

77,5 
2 

0 

251,7 255,8 
3 

78,49 314 

243,9 487,8 

0 117,7 

78,49 235,9 

0 0 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

0,61 

-16,58 

32,07 

6,62 

Tarakan per 102, 7n,l:l 7g,fi2 \RS,R 141 ,S  n/a 
100.000 9 

Prov. per 

Kalimanta 100.000 127 108,1 191 79,7 173 n/a 8,12 
n 

Utara 

Sumber: Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi K.alirnantan Utara 2020 

Berdasarkan label Angka Kematian Ibu di atas, dapat dilihat 

perkembangan AKI di Provinsi Kalimantan Utara dan kondisi masing- masing 

kabupaten/kota tahun 2016-2020. Di tingkat Provnsi, AKI mengalami 

f!uktuasi dari tahun 2016-2020. Angka tertinggi pernah terjadi di tahun 2017 
yaitu mencapai 191,3 per 100.000 kelahiran hidup, atau 24 kasus kematian 

ibu. Angka kematian kembali meningkat cukup drastis di tahun 2019, dari 

yang awalnya di tahun 2018 sebesar 79,7 naik menjadi 173 per 100.000 KH 

(dari 10 kasus kematian menjadi 24 kasus kematian). Bila dilihat rerata 
pertumbuhan dalam kurun waktu 5 tahun, maka terjadi pertumbuha.n angka 
kematian ibu sebesar 8, 12 persen. Jilca dilihat dari data per kabupaten, dalam 

kurun waktu 5 tahun kasus kematian ibu terbanyak terjadi di Nunukan 
meskipun dari data yang ada ka.sus kematian di sana fluktuatif, narnun di 

tahun 2019 terdapat 8 kasus kematian dengan angka kematian sebesar 

206,93 per 100.000 KH. Di Tahun 2019 tersebut, Kabupaten Bulungan 
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memiliki angka kematian tertinggi mencapai 235,85 per 100.000 KH atau 6 

kasus kematian ibu. Kabupaten Tana Tidung pernah mencapai angka yang 

sangat tinggi di tahun 2017 yairu 487,8 per 100.000 KH, namun bila dilihat 

jumlah kasusnya hanya ada 2 kasus kematian. 

AKI di Tana Tidung bisa sangat tinggi karena jumlah sasaran ibu 

bersalinnya hanya sedikit bila dibandingkan dengn kabupaten lain. AKJ di 

Kota Tarakan juga cukup tinggi pada 2 tahun terakhir, yaitu 185, 77 dan 

141,5 secara berurutan tahun 2018 dan 2019. 

e. Persentase Penderita Human Immunodeficiency Virus (HIV) 

HIV/ AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi 

Human fmmunodeficiency Virus (HTV) yang menyerang sistem kekebalan 

tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan 

ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam 

penyakit lain. Prevalensi HIV AIDS dari total populasi ini menunjukkan 

banyaknya jumlah pasien HIV dan AIDS dibandingkan dengan jumlah 

penduduk di daerah tersebut dalam kurun waktu yang sama. Data prevalensi 

HIV AIDS di Kalimantan Utara tahun 2016-2020 dapat dilihat pada label di 

bawah ini. .Jumlah pasien HfV AIDS di Kalimantan Utara memi]iki 

kecendrungan meningkat, dari 142 kasus di tahun 2015 menjadi 204 kasus 

di tahun 2019. Prevalensi HIV AIDS di Kalimantan Utara pun juga memi!iki 

trend yang meningkat, yang awalnya hanya 0,0231 persen naik menjadi 

0,0310 persen di tahun 2019, yangartinya setiap 100.000 penduduk terdapat 

31 penderita HIV AIDS. 

Tabet 2.26. 

Prevalensi HIV / AIDS (Persen) dari Total Populasi di Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2015-2020 

Pertum 
Kabupaten Satuan buhan 

No Uralan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rata� I Kota 
rata (0/o 
Ta bun 

I. Jumlah Malinau Orang 21 14 31 40 34 n/a 12,8 
pasien HIV Bulungan Orang 29 42 33 25 38 n/a 6,99 
dan AIDS Tana Orang 

Tidung I 3 3 0 0 n/a -100 
Nunulcan Orang 8 15 1 1  20 29 n/a 37,98 
Tarakan Orang 83 89 95 80 103 n/a 5,55 
Prov. 

Kalimanta Orang 142 163 173 165 204 n/a 9,48 
n Utara 

2. Jumlah Malinau Orang 75.899 76.606 78.102 79.903 80.822 n/a 1,58 
penduduk Bulungan Orang 128.428 129.892 133.546 136.619 140.527 n/a 2,28 

Tana Oro.ng 21.581 23.568 23.783 24 .190 24 .145 n/a 2,85 
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2016 2017 2018 

Pertum 

�uhan 
2019 2020 Rata­ 

rata (0/o 
Tahun 

Ti dung 
Nunukan 

Tarakan 

Orang 169.772 171.405 175.888 178.975 182.028 n/a 
Orang 217.975 220.297 224.082 228.720 231.013 n/a 

1,76 
1,46 

Prov. 

Kalimanta Orang 613.655 621.768 635.401 648.407 658.535 n/a 1,78 
n Utara 

3. Prevalcnsi Malinau 

HIV/ AIDS Bulungan 

Tana 
Tiduug 
Nunukan 

Tarakan 

Prov. 

Kali manta 

n Utara 

Persen 0,0277 

Peracn 0,0226 

Persen 0,0046 

Persen 0,0047 

Persen 0,0381 

Persen 0,0231 

0,0183 
0,0323 

0,0127 

0,0088 
0,0404 

0,0262 

0,0397 
n n'"l.4'7 
v,v ... . .  

0,0126 

0,0063 
0,0424 

0,0272 

0,050 I 
n n 1 O? 
v,v•vv 

0 

O,OIJ2 

0,035 

0,0254 

0,0421 
n nri'7 
v,v ... , 

0 

0,0159 
0,0446 

0,031 

n/a 
n/a 

n/a 

n/a 
n/a 

n/a 

11,04 
1,61 

-100 

35,6 
4,02 

7,57 

Sumber: Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara; 

Profil Kependudukan dan Catalan Sipil Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 20 i 6-2020 

Bila meliliat prevalensi HIV AIDS per kabupaten/kota tahun 2019, Kola 

Tarakan rnemiliki prevalensi tertinggi yaitu 0,0446 persen (103 kasus), 

kernudian disusul oleh Kabupaten Malinau sebesar 0,0421 persen. 

Kabupaten Tana Tidung memiliki prevalensi O persen karena tidak terdapat 

kasus HIV AIDS di sana. Berdasarkan keterangan dari Dinas Kesehatan 

Kalimantan Utara, k.asus HIV AIDS ini seperti fenomena gunung es, yang 

muncul dipennukaan hanya sedikit, narnun sejatinya ada banyak sekali yang 

tidak terlihat karena rnasih rendahnya deteksi kasus HIV AIDS. Berdasarkan 

Profil Kesehatan Kalimantan Utara 2018, salah satu permasalahan dalam 

upaya pemberantasan HIV adalah metode palacakan kasus yang seharusnya 

tidak hanya dilakukan pada Wanita Tuna Susila di lokalisasi atau tempat 

hiburan berisiko dan sejenisnya tetapi seharusnya juga dilakukan 

pemeriksaan pada pelanggan narnun lebih 85 persen dari pelanggan akan 

menolak dilakukan pengambilan sampel darah karena mungkin ada perasaan 

ketakutan malu jika temyata positif. 

Hal ini juga bcrkaitan dengan faktor etika di masyarakat, sehlngga 

petugas memiliki keterbatasan dalam melacak kasus (survei /pemeriksaan 

darah hanya di kelompok beresiko tinggi saja). Penderita HIV AIDS pun masih 

menjadi stigma sosial di masyarakat. Masalah lain terkait ini adalah pasien 

HIV AIDS tidak teratur menjalani pengobatan serta sex aman belum 

membudaya di masyarakat. Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan 
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negara tetangga, hal ini menjadikan Kalimantan Utara beresiko lebih dalam 

penularan HIV karena merupakan pintu utama tempat transit warga dari 

Malaysia baik dari darat maupun laut, seperti contohnya di Tarakan dan 

Nunukan. 

c.ce 

o.ce 0,0381 

'"' .. ,,,I 
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1015 
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Gambar 2.13. 

Prevalensi HN/AIDS Tahun 2016-2020 di Provinsi Kalimantan Utara 

Sumber: Hasil Analisis 2020 

f. Prevalensi Stunting 

Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang disebabkan oleh 

kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, sehingga mengakibatkan 

gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tinggi badan anak lebih rendah atau 

pendek {kerdil) dari standar usianya. Anak yang mengalami stunting akan 

terlihat pada saat menginjak: usia dua tahun. Kementerian Kesehatan RI 

menyebut stunting adalah anak balita dengan nilai z-skor untuk kategori 

tinggi badan per umur rrs/U) kurang dari - 2SD/standar deviasi (stunted) 

dan kurang dari -3SD (severely stunted). Berdasarkan WHO, stunting adalah 

gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi, 

terserang infeksi, maupun stimulasi yang tak memadai. Balita stunting di 

masa yang akan datang akan mengalami kesulitan daJam mencapai 

perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. 

Tabel 2.27. 

Prevalensi Stunting di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 

Kabupaten I 
Tahun Pertumbuhan 

No Rata-Rata 
Kota 2015 2016 2017 2018 2019 2020 j%LTahunJ 

I. Malinau 22,5 30,5 27 24,6 31,01 n/a 8,35 
2. Bulungan 28,6 30,7 31 ,6 31,2 29,23 n/a 0,55 
;j, Tana ndung :$5 ::S'..l,b :$Y,5 :$7,b 17,Y4 n/a -15,:$Y 
4. Nunukan 40,9 33,2 42,4 30,5 27,71 n/a -9,27 
5. Tarakan 29,3 30,9 32,2 22 22,78 nla -6,1 
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Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

31,1 31,6 33,3 26,9 26,25 18,15 

Pertumbuhan 
Rata-Rata 
1%/Tahun) 

-11,8 

utara 

Prov. Kalim.antan 

Sumber: Data 2015-2017 hasil PSG, Data 2018 hasil RISKESDAS, 

Data 2019 hasil SSGBI 

Prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Utara masih tinggi dalam lima 

tahun terakhir, namun memiliki tren yang menurun dengan rerata 

perturnbuhan -1 1 ,8  persen. Di awaJ periode, data prevalensi stunting 

menunjukkan Provinsi Kalimantan Utara berada di posisi 3 1 ,  1  persen, angka 

tersebut sedikit nail< hingga 2017 menjadi 33,3 persen, namun kemudian 

cenderung turun hingga tahun 2020 menjadi 18,15 persen. Bila d.ilihat sccara 

umum rata-rata pertumbuhan per tahun dalam Lima tahun tcrak.hir di 

masing-masing kabupaten/kota, Kabupaten Malinau memiliki rata-rata 

pertumbuhan stunting tertinggi yang mencapai 8
1
35 persen karena di tahun 

2015 prevalensinya hanya 22,5 persen, namun di akhir periode prcvalensi 

stunting sudah menunjukkan angka 31 persen. Artinya satu dari tiga balita 

di Kabupaten Malinau menderita stunting. 
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Gambar 2.14. 

Peta Sebaran Lokasi Stunting Provinsi Kalimantan Utara 

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian 

Pengembangan, 2021 

C. Keamanan dan Ketertiban 

Angka laiminalitas (crime rate) adalah jumlah tindak lairninal tertangani 

dalarn satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk. Angka kriminalitas ini 
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tentunya salah satunya untuk mengukur rasa arnan masyarakat. lndikator 

ini juga termasuk indikator negatif yang artinya semakin tinggi angka 

kriminalitas menunjukkan semakin ban yak tindak kejabatan pad a 

masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi 

semakin tidak aman. 

Tabet 2.28. 

Angka Kriminalitas di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 

Uraian 
Kabupaten 

Satuan 2016 2017 2018 2019 2020 
I v  ........ 

-u- 

Jurnlah Malinau Kasus 3 1 1  307 142 58 75 
Kejahatan Bulungan Kasus 400 451 239 212 194 
yang Tana 

Kasus n/a n/a n/a n/a n/a Dilaporka Tidung 
n N1_int1kan K�stts 44� 4 1 1  ?.3Q 3�� .351 

Tarakan Kasus 357 366 445 322 379 
Prov. 

Kalimantan Kasus 1510 1535 1033 914 999 
Utara 

Risiko Malin au Kasus n/a n/a 0,16 0,06 0,07 
Penduduk Bulungao Kasus n/a n/a 0,17 0,14 0,13 
Terjadi Tana 

Kasus n/a n/a n/a n/a n/a Tindak Tidung 
Pidana Nunukan Kasus n/a n/a 0, 1 0,14 0,16 
per Tarakan Kasus n/a n/a 0,16 0,11 0,13 
100.000 Prov. 

Penduduk Kalimantan Kasus n/a n/a 0,15 0,11 0,12 
Utara 

Persentas Malinau Kasus n/a n/a 95,77 58,62 76 
e Bulungan Kasus n/a n/a 68,2 69,34 87,11 
Penyelesai T�"1.a. 

Kasus n/a n/a n/a n/a n/a an Tindak Tidung 
Pidana Nunukan Kasus n/a n/a 78,88 94,1 73,5 

Tarakan Kasus n/a n/a 91,91 70,5 73,35 
Prov. 

Kalimantan Ka�u� n/a n/a 8.:ll!=i4 77,7Q 7fi,2R 
Utara 

Selang Malinau 
Kasus n/a n/a 

222084'5 543724'1 420480'0 
Waktu O" 3" O" 

Terjadinya Bulungan 
Kasus n/a n/a 

131949'7 148754'7 162556'7 
Pidana 9" l" O" 

Tana 
Kasus n/a n/a n/a n/a n/a 

Ti dung 
Nunulcan 

Kasus n/a n/a 
152347'8 97937'88 89846'15 

4" 
Tarakan 

Kasus n/a n/a 
70867'41 97937'88 83208'44 

Prov. 

Kalimantan Kasus n/a n/a n/a n/a n/a 
Utara 

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka, 2021 
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Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan angka kriminalitas pada 

tahun 2016 ke 2017 dan ada penurunan angka kriminalitas pada tahun 2017 

ke 2020. Data ini menunjukkan bahwa kinerja penanganan terhadap kasus­ 

kasus kriminalitas sudah meningkat, namun demikian pennasalahan rasa 

aman masih belum sepenuhnya tercipta, lebih-lebih di wilayah perbatasan. 

D. Kemlaklnan dan Keaenjangan di Provins! Kallmantan Utara 

Kem.iskinan merupakan persoalan multid.imensi yang menyangkut aspek 

ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Permasalahan kemiskinan terjadi di 

hampir seluruh daerah di Indonesia. Adapun penyebab terjadinya kemiskinan 

adalah sebagai berikut: 

1 .  U'lj11 per-tnmbrrhart penduduk, dirnana jrrrnlah pendrrdtrk sernakin 

bertambah namun tidak sebanding dengan jurnlah beban 

ketergantungan. 

2. Angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran, dimana 

sebagian besar penduduk yang bekerja merniliki penghasilan yang tidak 

dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

3. Tingkat pendidikan yang rendah, dimana ha! ini berpengaruh pada 

kompetensi dan skill yang dimiliki oleh penduduk dalam dunia kerja. 

4. Distribusiyang tidak merata, dimana secara makro kemiskinan muncul 

karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan surnber daya yang 

meni.mbulkan distribusi pendapatan menjadi tirnpang. 

a. Indeks Gini 

lndeks Gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung dengan 

mr.mhagi penduduk berdaaat-kart tingkat pt>:ndapatannya kemud'ian 

menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-masing kelompok 

penduduk. lndeks Gini secara luas digunakan untuk mengukur ketimpangan 

dan distribusi pendapatan masyarakat. Besaran nilai Indeks Gini berkisar 

antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu {ketimpangan sempuma). 

Capaian lndeks Gini yang semakin mendekati nol dapat diartikan bahwa 

menunjukkan pemerataan pendapatan yang semakin baik. Sebaliknya, 

apabila angka koefisien semakin mendekati satu, maka dapat diartikan 

bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar. Oleh karena Itu, rendahnya 

tingkat ketirnpangan atau semakin meratanya distribusi pendapatan 

merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi di setiap wilayah. 
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Tabel 2.29. 

Nilai lndeks Gini di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 

No Uraian 
Kabupaten/Kot Satua 

2016 2017 2018 2019 2020 
a D 

l.  lndeks Malinau Indeks 0,303 0,311 0,304 0,295 0,289 
Gini Bulungen Indeks Il/R n/a n/a n/a n/a 

Tana Tidung Indeks 0,260 0,270 0,270 n/a n/a 
Nunukan lndeks 0,280 0,284 0,294 0,295 n/a 
Tarakan Indeks 0,280 0,300 0,265 n/a n/a 
Prov. Indeks 0,300 0,308 0,303 0,295 0,300 
Kalimantan 
Utara 
Kriteria Renda Renda Renda Renda Renda 

Ketim�angan h h h h h 
Sumber: RKPD Ka bu paten Tana Tidung Tahun 2021; RKPD 

Kabupaten Nunukan Tahun '>0'11 • 'Oll"PT"'I Kota Tarakan _.., __ , ·�� � 

Tahun 2021; Statistik Indonesia Tahun 2016-2020, Sadan 

Pusat Statistik 

ln,;W,.1 Glni ii l"ro,,lrwl KalrMlun Utan T....., 201t • 2020 

2 

"" "'" 

0 ���������������������������� 
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Gambar 2.15.  

lndeks Gini di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 

Sumber: Bappcdalitbang Provinsi Kalimantan Utara 

Secara umum seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Utara 

menunjukkan nilai indeks gini yang bervariasi dan dalam kurun waktu lima 

tahun terakhir mengalami fluktuasi di hampir seluruh daerah. Data tahun 

2020 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota dan Provinsi Kalimantan 

Utara mem.iliki indeks gini di bawah 0,30. Hal ini mengindikasikan 

pendapatan masyarakat semakin merata. 

b. Persentase Penduduk Miskin 

Kerniskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk 

mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Secara sederhana 

kemiskinan didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana terjadi 



-57- 

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, 

pakaian, tempat berlindung, penclidikan, dan kesebatan. Kemiskinan yang 

sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejabteraan selalu menjacli fokus 

yang bisa diintervensi oleh pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana 

pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang. 

Sadan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan menggunakan 

konsep kebutuhan dasar, dimana kemiskinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 

makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Garis 

kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum 

makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari, yang 

diwak'ili dengan S2 jerris, knmodiras . Sernerrtara if-n , gRris kemiakina n nnn 

makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, 

pendidikan, dan kesehatan, dimana kebutuhan dasar non makanan ini 

diwakili dengan 51 jenis komoditas di perkotaan dan 4 7 jenis komoditas di 

pedesaan. 

Tabel 2.30. 

Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara Tabun 2016-2020 

Satua 
Rata-Rata 

No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuha 
n 

n 1%/Tahun) 
I. Garis Rupia 513.6 552.0 586.0 651.4 723.4 8,96% 

kerniskinan h 14 40 49 16 78 
2. Jwnlab .Jiwe 41 . 12  49.47 so.ss 48.7tl 5!.7Y ti,28o/o 

penduduk 0 0 0 0 0 
mi skin 

3. Persentase Persen 6,23 7,22 7,09 6,63 6,8 2,54% 
penduduk 
miakin 

4. Persentase Persen 93,77 92,78 92,91 93,37 92,85 -0,14% 
penduduk di 

atas garis 
kerniskinan 

Sumber- Kf!limRntRn tltflrR nRlfl_m AngkR, ?.0?.1 

Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, garis kemiskinan 

Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan besaran yang meningkat, dengan 

rata-rata pertumbuhan sebesar 8,96 persen per tahun, dimana pada tahun 

2016 besaran garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 513.614,-/kapita/bulan 

dan meningkat menjadi Rp 723.478,-/kapita/bulan di tabun 2020. Besar 

kecilnye jumlah penduduk miskin eangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, 
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karena penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran per kapita per bulan di hawah garis kemiskinan. 

Secara urnum, jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara 

dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 memiliki besaran yang 

fluktuatif dengan kecenderungan rneningkat, dengan rata- rata pertumbuhan 

sebesar 6,28 persen per tahun. Apabila dilihat kecenderungannya, 

peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalirnantan Utara terjadi 

pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dengan rerata pertumbuhan sebesar 

2,54 persen per tahun. Pada tahun 2016,jumlah penduduk miskin di Provinsi 

Kalimantan Utara sebanyak 41.120 jiwa dan meningkat menjadi 51 .  790 jiwa 

di tahun 2020. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin ini menurun di tahun 

2019 dengan jumlah 48. 780 jiwa atau sebesar -3, 12 persen. 

" 
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Gambar 2.16. 

Grafik Persentase Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk di Atas Garis 

Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 

Sumber: Hasil Olahan, 2021 

Persentase penduduk miskin atau yang disebut juga dengan istilah 

tingkat kemiskinan merupakan besarnya persentase yang membandingkan 

antara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan 

jwnlah penduduk di suatu daerah. Secara umum, dalam kurun waktu tahun 

2016-2020, persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara 

menunjukkan besaran yang tluktuatif dengan kecenderungan meningkat 

dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,53 persen per tahun. Berdasarkan 

kecenderungannya, tingkat kemiskinan Provi.nsi Kalimantan Utara meningkat 

dalam kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2017 yang ditunjuklcan dengan 

besaran rerata pertumbuhan sebeear- 7,S7 per�en per tahun, dimana tingkat 

kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015 adalah sebesar 6,24 

persen dan meningkat menjadi 7,22 persen di tahun 2017. 
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Selanjutnya, pada tahun 2018 dan 2019 tingkat kemiskinan di Provinsi 

Kalimantan Utara mulai melandai dengan rerata penurunan sebesar 4,17 

persen, dimana pada tahun 2019 tingkat kemiskinannya adalah sebesar 6,63 

persen. Kabupaten Bulungan merupakan kabupaten dengan tingkat 

kerniskinan tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara yakni sebesar 9
1
44 persen 

(tahun 2018), sementara Kabupaten Tana Tidung merupakan kabupaten 

dengan persentase penduduk miskin terendah yakni sebesar 4,72 persen 

(tahun 2019). 

Besaran tingkat kemiskinan yang fluktuatif dalarn kurun waktu lima 

tahun terakhir berpengaruh dengan besaran persentase penduduk di atas 

garis kemiskinannya yang berfluktuasi pula. Besaran persentase penduduk 

di atns gRris kemisk+nan Provinsi Kalimanfnn l ltara menunjukkan 

peningkatan pada tahun 2016 dari tahun sebelumnya dengan laju 

pertumbuhan sebesar 0,01 persen, yang kemudian terjadi penurunan di 

tahun 2017 dengan laju sebesar-1,06 persen. dalam kurun waktu tiga tahun 

terakhir, besaran persentase penduduk di atas garis kemiskinan dengan 

konsisten menunjukkan peningkatan dengan rata-rata perturnbuhan sebesar 

0,32 persen per tahun, dimana pada tahun 2019 besaran persentase 

penduduk di atas garis kemiskinannya menunjukkan besaran 93,37 persen 

yang meningkat dari tahun 2017 yang tercatat sebesar 92,78 persen. 

Juml1h P1nduduk Mi11kin 8erda111rkan Kabupat1nJKoll Provinsi K1limantan Uteri Tahun 2020 

e Kabupalen Malinau 

e Kabupaten Bulungan 

Kabupaten Tana Tldung 

Kabupaten Nunukan 

• Kota Tarakan 

.Garnbar 2.17.  

Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi 

Kalirnantan Utara Tahun 2020 

Sumber: Bappedalitbang Prouinsi Kalimantan Utara 

Pada tahun 2020,jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara 

tercatat sebesar 51 .  790 jiwa. Peningkatan ini merupakan darnpak dari 

pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak Maret 2020. 
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2020 

Rata·Rata 

No Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Pertumbuh 

... 

0
/o Tahun 

I. Jumlah Orang 16.748 16.053 18.315 17. 797 15.380 n/a ·0,77o/o 
penganggur 
an terbuka 
usia 

7,55% 

-2,930;0 

(!LO), 

n/a 

4,97 4,49 5,22 5,54 5,69 

International Labour Organization 

G,Oi 

278.44 282.29 330.73 341.19 349.15 
8 6 1 7 7 

konsep 

Orang 

Pc, :sc:11 

Berdasarkan 

engkatan 
kerja 

2. Jumlah 
penduduk 
angkatan 
kerja 

3. Ti11�l 
Penganggur 
an Terbuka 

dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2020 

Sumber:BPS Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Tenaga Kcrja 

punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan 

mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari 

pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), 

dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. 

Pengangguran bukan saja menyangkut permasalahan masalah ekonomi, 

namun terkait juga dengan masalah sosial. Pengangguran juga bukan masalah 

individu, tetapi juga menjadi masalah masyarakat dan pemerintah. Bila angka 

pengangguran cukup besar bukan tidak mungkin menimbulkan kerawanan 

berbagai tindak kriminal, gejolak sosial, kemiskinan, dan Jain sebagainya. 

Tabet 2.31. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016- 

2.1.4. Aspell: Kesempatan Kerja 

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk 

menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Pengangguran 

menjadi penting karena seringkali menjadi isu pengembangan wilayah dan 

menghambat pertumbuhan perekonomian. Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk memantau 

dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena indikator 

tersebut merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh 

pasar kerja. TPT adalah persentase jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah 

angkatan kerja. 
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Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, besaran 

jurnlah penganggur terbuka usia angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara 

memiliki besaran yang .fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang 

ditunjukkan dengan rerata pertumbuhan sebesar -0, 77 persen per tahun. 

Namun apabila dilihat secara r-inrri, pada tahun 2017 terjadi pe:ningkatan jumlah 

penganggur terbuka usia angkatan kerja dengan cukup signifikan yang ditandai 

dengan laju pertumbuhan sebesar 14,09 persen, dimana kenaikannya mencapai 

2.262 orang. Terdapat dugaan bahwa meningkatnya jurnlah pengangguran 

tersebut seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang tidak didukung 

oleh tersedianya lapangan kerja baru. Meskipun pada tahun 2017 terjadi 

peningkatan yang cukup signifikan, namun dalam kurun waktu dua tahun 

tet-akhir- hese rart jnrnlah pr.ngs:ingg11r ter+urka 11si::1 e ngkatan kerja meru mjukke n 

kecenderungan menurun dengan rerata pertumbuhan sebesar -8,36 persen per 

tahun, sehingga pada tahun 2019 jumlah penganggur terbuka usia angkatan 

kerja di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak l 5.380 orang dan merupakan 

besaran dengan jumlah terkecil dalam lima tahun terakhir. 

Gambar 2.18.  

Grafik Perkcmbangan Tingkat Pcngangguran Terbuka ITPT) Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 

Surnber: Hasu Olahan, '.20'.21 

Dalam lima tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi 

Kalirnantan Utara menunjukkan kondisi yang semakin membaik, hal tersebut 

dapat dilihat dari besarannya yang semakin menurun dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar -2,93 persen per tahun. Pada tahun 2016, besaran 

tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 5,69 

persen dan terus menunjukkan kondisi yang semakin membaik hingga pada 

tahun 2019 indikator tingkat pengangguran terbuka menunjukkan besaran 

4,49 persen. Turunnya TPT menandakan berkurangnya jumlah pengangguran 

di Provinsi Kalimantan Utara. Kondisi ini dipengaruhi oleh semakin terbukanya 
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kesempatan kerja sehingga banyak tenaga kerja terserap dalam dunia kerja, 

baik di instansi pemerintahan (baik Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga 

Kontrak), lapangan- lapangan kerja di bidang industri, pertanian, dan bidang 

lainnya. Namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan persentase TPT 

sebesar 4,97 persen dikarenakan kodisi nasional yang mengalami pandemi 

Covid-19 yang belum usai. 
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Gambar 2.19. 

Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran 

Terbuka Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020 

Sumber: Bappedalitbang Provinsi Ka!imantan Utara 

lndikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan 

besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu 

wilayah. TPAK di Provinsi Kalimantan Utara merniliki besaran yang fluktuatif. 

Pada tahun 2015, TPAK menunjukkan besaran 65,23 persen. Namun, pada 

tahun setelahnya menurun sebesar 2,64 persen menjadi 63,51 persen. 

Selanjutnya, terdapat peningkatan yang cukup signifikan yang terjadi di tahun 

2017 menjadikan TPAK di provinsi ini berada pada besaran 71,60 persen. Pada 

kurun waktu berikutnyayaitu tahun 2018 sampai dengan 2019, TPAK Provinsi 

Kalimantan Utara terus mengalami penurunan hingga menjadi 66,51 persen 

pada Agustus tahun 2020. Pada tahun 2015: Tingkat Pengangguran Terbuka 

{TPf) tercatat sebesar 6,01 persen dan terns menunjukkan kondisi yang 

semakin membaik hingga pada tahun 2019 mencapai 4 ,40 persen. Namun, pada 

tahun 2020 TPT di Provinsi K.alimantan Utara mengalami peningkatan hingga 

menjadi 4,97 persen. Peningkatan TPT ini merupakan dampak dari panderni 

COVID-19 yang melanda Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia. 



-63- 

2.1.5. Aspek Pembangunan lnfrastrulrtur 

A. Panjang Jalan 

Total panjang jalan di Provinsi K.alimantan Utara mengalami penurunan 

dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan adalah sebesar 5,46 

persen per tahun. Pertumbuhan panjang jaJan yang rendah salah satunya 

disebabkan karena kendala dalam pembebasan lahan. Pada tahun 2017, total 

panjang jalan provinsi Kalimatan Utara memiliki total tertinggi yaitu sebesar 

3.956,57 km, kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi 3.908,48 km dan 

pada tahun 2019 sebesar 3.901,43 km. 

Berdasarkan Data Dasar Prasarana Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 

2019 berdasarkan Pelaporan Survei Kondisi Jalan Per 31 Desem her 2019 

Kondisi Ja1an Per Ruas di Provinsi Kalimant.an Utara memiliki 50 ruas jalan 

yang terdiri dari akses menujujalan nasional, provinsi, dan kabupaten. Akses 

menuju jalan nasionaJ terdapat 22 ruas, akses menuju jalan provinsi 

sebanyak 21 ruas, dan akses menujujalan kabupaten ada 7 ruas. 

Tabel 2.32. 

Total Panjang Jalan dengan Kondisi Jaringan Jalan di Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2016-2020 

Panjang Tiap Tahun Pertumbuh 
Kabupaten 

202 
an 

No 
/kota 2015 2016 2017 2018 2019 Rata- Rata 

0 
1%lTahunl 

I. Kondisi 1.349, 1.246, 878,87 968,30 948,29 -8,44 
Baik 25 04 6 4 2 n.a 

� V�-"';�; 645,54 O'l'l t::'l 1 , , n 1 n, n 1 nAn 
�. � ... v�u • .u.;:u vvv,vv ... . ......  ;,, .1..v.1.v, .1..v,v, 

n.a 12,68 
Sedang 4 1 14 89 87 

3. Kondisi 458,75 543,71 567,36 529,89 641,44 n.a 8,74 
Rusak 1 I 6 3 

4. Kondisi 662,92 1.391, 1.399, 1.270, 
Ruaak 700,22 

18 39 8., 
n.R 1 n,07 

Be rat 

5. Total 
Panjang 3.153, 3.286, 3.956, 3.908, 3.901, Jalan Prov. 

87 30 57 48 43 
n.a 5,46 

Kalimantan 
Utara 

Sumber: Bi dang Bina Marga Din as Pekerjaan Um um, Penataan 

Ruang, Perumahan dan Kawasan Pennukiman, 2020 
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- Panjang jalan kondisi baik 

Proporsi panjangjaringan jalan provinsi dalam kondisi baik 

Gambar 2.20. 

Grafik Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalarn konclisi baik Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 

Sumber : Hasil Olahan 2021 

Grafik menunjukkan bahwa adanya fluktuasi rnengenai panjang jalan 

kondisi baik dan proporsi panjangjaringanjalan dalam kondisi baik Provinsi 

Kalimantan Utara dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Pada tahun 2016 ke 

tahun 2017 terjadi penurunan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi 

baik sebesar 0,05. Peningkatan pada tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 0,03; 

lebih kecil clibandingkan peningkatan pada tahun 2016 ke tahun 2017. 

Proporsi panjang kondisi jalen dengan kondisi haik secara keseluruhan 

memiliki kecenderungan menurun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 

2019 dengan rata- rata pertumbuhan sebesar -13, l 8 persen per tahun. 

Tabel 2.33. 

Rasia Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2016-2020 

No Uraian Kabupaten Satuan 2015 2016 2017 2018 
! Kote. 

Rata-Rata 

2019 2020 
Pertumbuha 

n 

0.lo/Tabua. 
1. Jwnlah Malinau Ian 325,32 325,32 1.043, 1.043, 1.043, n/a 33,82 

panjang 20 20 20 
jalan Bu1ungan Ian 454.89 454.89 454.89 454.89 454.89 n/a 0 

l l l l l 

Tana Tidung km 324,37 324,37 324,37 324,37 324,37 nja 0 

Nunukan Ian 416.42 416.42 416.42 416.42 416.42 n/a 0 
7 7 7 7 7 

Tarakan Ian 148.20 280.64 280.64 232.55 225.50 n/a 11,06 
9 7 6 8 4 
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Rata-Rata 

No Uraian ;tatup•ten Satuan 2015 
I Kota 

2016 2017 2018 2019 2020 Pertumbuha 
ll 

% Tahun 

Nuuukau kii1/ 10 

OOjiwa 
Tarakan km/ 10 

00 jiwa 
Prov. km/ 10 
Kalimantan 00 jiwa 

Tana Tidung 
Nunukan 

panjang 
jalan Bulungan 
dengan 
jumlah Tana Tidung 
pendud 

1,78 

2.85 
1,76 

3,62 

9,46 

1,46 

1,59 

2,28 

5,46 

. �, 

- I, I .,) 

-2,77 

-2,23 

31,73 

2,29 11/tJ. 

0,98 n/a 

5,92 n/a 

3,24 n/a 

12,9! n/a 

13,43 n/a 

6,03 

1,02 

3,33 

13,06 

13,41 

1,25 

6,23 

3,41 

13,64 

4,25 

3,50 

13,76 

0,68 1,27 

5, 14 5,29 

4,29 

3,54 

15,03 

3.153, 3.286, 3.956, 3.908, 3.901, n/a 
87 30 57 48 43 

75.889 76.606 78.102 79.903 80.822 n/a 
128.42 129.89 133.54 136.61 140.52 n/a 

8 2 6 9 7 

21.581 23.568 23.783 24.190 24.145 n/a 
169.77 171.40 175.88 178.97 182.02 n/a 

2 5 8 S 8 
217.97 220.29 224.08 228.72 231.01 n/a 

5 7 2 0 3 
613.65 621.76 635.40 648.53 658.53 n/a 

5 8 1 5 5 

km 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

Jiwa 

km/10 
OOjiwa 

km/10 
00 jiwa 
km/10 
00 jiwa 

Tarakan 

Prov. 

Kalimantan 
Utara 
Malinau 

uk 

3 Rasio 

Prov. 
Kalimantan 

Utara 
2. Jumlah Malinau 

pendud Bulungan 
uk 

Utara 

Sumber Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan 

Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020 

Profit Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2016- 2020, Hasil Olahan 2020 

Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menginformasikan 

mobilitas pada wilayah tersebut, meskipun belum mencerminkan kepadatan 

jalan dan tingkatan jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 atau lebih. 

Pada tabel terlihat jika rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dari 

tahun 2015 sampai dengan 2019 memiliki keadaan tluktuatif dengan rata­ 

rata pertumbuhan sebesar 3,62 persen per tahun. 

B. Air Mlnum 

1.  Persentase Penduduk Berakses Air Minum PDAM 

Persentase ini untuk mengukur jumlah penduduk yang memiliki akses 

terhadap air minum POAM. Air minum mcnurut Permen PUPR Nomor 29 

Tahun 2018 termasuk dalam salah satu jenis pelayaan dasar yang diatur 

dalam pasal 4 ayat !2) huruf a pad a SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota. Penerima dari pelayanan dasar sebagairnana dimaksud 
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dalam pasal 4 ayat (2) huruf c pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah 

kabupaten/kota terdiri atas a) rumah tangga, terutama yang diprioritaskan 

pada masyarakat miskin dan tidak mampu dan berdomisili pada daerah 

rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum;dan b) 

rumah tangga yang ter-maauk dalam wi1ayah pe:layanan pengelolaan air 

limbah domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat 

miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran 

air li.mbah domestik dan dekat badan air. Penyelenggara sistem penyediaan 

air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah 

pada masing-masing pemerintah kabupaten/kota. 

Tabel 2.34. 

Persentase Penduduk Berakses Air Minum PDAM di Provinsi Kalimantan 

Utara Tahun 2016-2020 

Pertumbuh 
Kabupaten 

Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
an Rata- 

I Kota Rata 
% Tahun 

Malinau Pelanggan 6.903 7.561 8.893 10.018 10.326 12.416 10,59 
Bulungan Pelanggan 8.058 8.474 9.084 11.478 12.088 14.300 10.67 
Tana Pelanggan n/a n/a n/a 913 931 1093 1.97 
Tidung 
Nunukan Pelanggan 6.990 7.554 9.551 11.596 14.011 14.182 18,99 
Turakan Pe!:1.'1f;SCU1 17.227 22.122 20.482 26.175 30.335 36.556 15,19 

Prov. Pelanggan n/a n/a n/a 60.180 67.691 78.547 12,48 
Kalimantan 

Utara 

Malinau Jiwa 77.492 79.489 81.193 82.901 84.609 82.510 3,92 
Bulungan Jiwa 138.227 130.759 131.610 132.414 133.166 151.844 0,27 
Tana Jiwa 21.891 22.963 24.128 25.342 26.607 25.584 7,22 
Tidung 
Nunukan Jiwa 177.607 182.971 187.582 192.235 196.918 199.090 4,27 
Tarakan Jiwa 235.565 241.069 245.490 249.891 254.262 242.786 3,56 

Prov. Jiwa 650.782 657.251 670.003 682.783 695.562 701.814 3,26 
Ksdimantan 

Utara 

Malinau Pers en 8,91 9,51 10,95 12,08 12,20 15,05 6,42 

Bulungan Pers en 5,83 6,48 6,90 8,67 9,08 9,42 10,37 
Tana Pers en 0 0 0 3,60 3,50 4,27 -5,20 
Tidung 
Nunukan Pers en :.i,Y4 4, l;j 5,09 b,03 'I, l z ·, . 1  :2 14,1'.l 

Tarakan Pers en 7,31 9,18 8,34 I0,47 11,93 15,06 11,24 
Prov. Pers en 0 0 0 8,81 9,73 I I, 19 8,51 
Kalimantan 

Utara 

Sumber: BPS Kabupaten/Kcta Provins! Kalimarrtan Utara 2016-2020; 

BPS, Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2016-2021; 

BPS, StatistikAir Bersih 2013-2018, Hasil Olahan 2021 
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Rata-rata persentase pertumbuhan penduduk yang berakses air minum 

PDAM untuk Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 8,51 persen dengan 

pertumbuhan terbesar ada di Kabupaten Nunukan kemudian diikuti oleh 

Kabupaten Bulungan. Rata-rata penduduk yang mengakses air PDAM 

meningkat 12,48 persen per tahun di Provinsi Kalimantan Utara. Ha] ini 

mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan yang sejalan antara penduduk 

yang mengakses air minum PDAM dan pertumbuhan persentase penduduk 

yang terlayani akses air minum PDAM. 

2. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum 

La.yak, Perkotaan dan Pedesaan 

Badan Pu sat Sti:1tistik {BPS) menyebuf-kan hRhWR {ndikator air mirrum 

layak mulai tahun 2011 menggunakan rumus yang mencakup air minum 

utama dan air mandi/cuci. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air 

minum yang terlindungi meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant 

umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur 

terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal IOmeter 

dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. 

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum 

layak, perkotaan dan perdesaan adalah jumlah penduduk yang memiliki 

akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan dibagi 

dengan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara yang dinyatakan 

dalam bentuk persentase. 

Tabel 2.35. 

Tabel Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air 

Minum Leyak, Pe-rkotae n dan Pedeaaan di Provinsi Kalimarrfan Utara Tahun 

2016-2020 

Kabupate Pertumbuha 
No Uraian Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 n Rata-Rata n I Kata 

0k/Tahun 
1. JumJah Butungan % 77,72 71,61 73,90 77,13 78,22 77,44 76,00 

penduduk Tana 
% 88,34 81,66 87,91 80,41 78,68 81,23 83,04 dengan Tidung 

akses Nunukan % 83,59 82,31 84,14 91,98 91,63 90, 12 87,29 
terhadap Tarakan % 95,50 95,57 93,75 96,40 98,13 98,98 96,39 
sumber air Malinau 
min um 
yang 
terlindungi % 66,05 62,67 66,88 75,36 68,04 80,76 69,96 
dan 
berkelanjut 
en 

2. Jumlah Bulungan 
Jiwa 

129,38 132,53 135 79 138,87 142,12 
n/a 2,38 eenduduk 1 3 ' 8 l 
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No 
Kabupate 

n I Kota 
!:;OlG 

............. 

41V.&.' 

Pertumbuha 

(%/Tahun) 
Tana 

Jiwa 21,891 23,497 25,084 26,892 28,926 n/a Ti dung 
Nunukan 

Jiwa 177,60 185,49 193 39 201 58 209,92 n/a 7 9 ' ' 2 
Tarakan 

Jiwa 
235,56 244,18 253,02 262,02 270,89 

n/a 5 5 6 5 4 
Malinau 

Jiwa 
82,50 

0 
3. Proporsi Bulungan % 77,72 71,61 73,9 77,13 78,22 n/a 

rum ah T11n11 
87,91 •78,bts n/a tangga Tidung 

o/o 8ts,3"l 81,bb 8U,41 

d�ngan Nunukan % 83,59 82,31 84,14 91,98 91,63 n/a 
akses Tarakan % 95,5 95,57 93,75 96,4 98,13 n/a 
berkelanjut Malinau 
an 
terhadap 
air minum 
la yak, % 

perkotaan 
dan 

erdesaan 

Sumber: BPS Oalam Angka 2020 Untuk Perencanaan Pembangunan, 

Survei Sosial Ekonomi Nasional Dinas Pekerjaan Umum, 

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman 

7,22 

2,38 

2,38 

0,16 

-2,85 

2,32 
0,68 

Indikator ini digunakan untuk. memantau akses penduduk terhadap 

sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa air berkualitas 

menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak 

berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Proporsi 

rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, 

perkotaan dan perdesaan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 cenderung 

mengalami peningkatan. Terjadi penurunan pada tahun 2015 ke tahun 2016, 

namun kembali meningkat pada tahun 2017. Rata-rata pertumbuhan untuk 

proporsi rumah tangga dengan akses yang berkelanjutan per tahun adalah 

sebesar 0,96 persen. 

C. Jaringan lrigasl 

Menurut BPSDM Kementrian PU dan Perumahan Rakyat, pengertian 

irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi 

untuk menunjang pertanian yangjenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi 

rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Jaringan 

irigasi adalah suatu saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang 

merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, 

pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. 
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Tabel 2.36. 

Rasia Jaringan lrigasi di Provinsi Kalimantan Utara Tabun 2016-2020 

Kabupat Rata·Rata 
202 Pertumbuha No Uraian en I Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 

0 Kota D 

o/o/Tahun 
I. Panjang Malinau m n/a n/a n/a 20.400 24.138 n/ a 12,32 

saluran Bulunga m 4.977 7.799,34 1 . 1 1 1 ,37  n/a n/a n/a -52,75 
irigasi n 

Tana m n/a n/a n/a 20,723 6.450 n/a -68,88 
Tidung 
Nunuka m n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/e. 
n 
Tarakan m n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Prov. m 4.977 7.799 14.687 41.123 30.588 n/a 57,45 
Kalimant 
an 
Utara 

2. Luas Malinau Ha 3.081 4.840 4.840 3.081 1.706 n/a -13,74 
lahan Bulunga Ha 6.560 10.944 10.944 6.560 5.881 n/a -26,82 
budidaya n 
pertanian Tana Ha 624 206 206 624 179 n/a -26,82 

Tidung 
Nunuka Ha 3.962 4.490 4.490 3.962 4.145 n/a 1 , 14 
n 
Tarakan Ha 9 40 40 9 9 n/a -4,34 
Prov. Ha 14.236 20.520 20.520 14.236 11.920 n/a -4,34 
Kalimant 
an Utara 

3. Rasia Malinau m/Ha n/a n/a n/a 6,62 14,42 n/a 117,78 
jaringan Bulunga m/Ha 0,76 0,71 1,34 n/a n/a n/a 32,97 
irigasi n 

Tana m/Ha n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Tidung 
Nunuka m/Ha n/a n/a n/a 5,23 1,56 n/a -70,25 
n 
Tarakan m/Ha n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Prov. m/Ha 0,35 0,38 0,72 2,89 2,57 n/a 64,55 
Kalimant 

an Utara 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan 

Kawasan Pennuk:iman 

Tabel menunjukkan peningkatan mcngenai rasio jaringan irigasi di 

Provinsi Kalimantan Utara dari tabun 2015 sampai dengan tabun 2019. Pada 

tahun 2015 rasio jaringan irigasi 0,35. Tahun 2016 rasio jaringan irigasi 

meningkat menjadi 0,38 yang kemudian terjadi peningkatan tahun 2017 

sebesar 0,716. Pada tahun 2018 dan 2019 terjadi peni.ngkatan yang signifikan 

yaitu masing-masing pada angka 2,889 dan 2,566. 

Jaringan irigasi yang ada pada lahan pertanian dibedakan menjadi 3 

jenis, yaitu untuk jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Jaringan 

irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan 
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utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, 

bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. 

Jaringan irigaasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari 

saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan 

bagisadap, dan bangunan pelengkapnya. Jaringan irigasi tersier adalah 

jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam 

petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran 

pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya. 

Jaringan irigasi ini dibedakan berupa kewenangan pengelolaan seperti 

jaringan irigasi utama yaitu meliputi jaringan primer dan sekunder yang 

merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah pusat mengembangkan 

luasnya lebih dari 3.000 Ha, daerah irigasi lintas negara, lintas provinsi dan 

strategis nasional. Kewenangan pemerintah pusat dalam mengembangkan 

dan mengelola sistem irigasi primer dan sekunder mecangkup luasan 1.000 

sarnpai dengan 3.000 Ha, pada daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota. 

Sedangkan saluran irigasi tersier diserahkan kepada petani melalui P3A, 

pemerintah hanya bertanggung jawab dengan batas pengelolaan saluran 

tersier berjarak batas 50 m dari bangunan sadap tersier. 

Panjang saluran irigasi primer dan sekunder yang ad.a di Kalimantan 

Utara menu.rut data Sidara Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 meliputi 

11 .110,47 m jaringan primer dan 22.853,00 m jaringan sekunder. Tahun 

2019 untuk panjang jaringan primer adalah 13.241,00 m dan 23.460,00 m 

jaringan sekunder. Totaljaringan irigasi pada tahun 2018 sebesar 33.963,47 

m dan tahun 2019 sebesar 36.701 m. Perubahan total panjangjaringan irigasi 

dari tahun 201 A kt: tahun 201 q tetj adi perringkatan sebeaar- 2. 7::\7 ,S::l m. 

Tabet 2.37. 

Panjang lrigasi yang Dibangun di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016- 

2020 

No 
Dae rah 

Pembangunan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Ir! as! 

l. D.I.R Tanjung SaJuran Primer meter n/a n/a 2.350 n/a n/a n/a 
Buka SP! 

2. D.l.R Sajau Saluran meter n/a n/a 12.337 n/a n/a n/a 
Hilir Sekundcr 

3. D.l.R Saluran meter n/a n/a n/a 6.749 n/a n/a 
Seimenggaris Sekunder 

4. D.l.R Saluran Primer meter n/a n/a n/a 950 n/a n/a 
Sinuaian SaJuran meter n/a n/a n/a 3.305 n/a n/a 
Pantai Sekunder 
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Pembangunan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

5. D.I.R Kunyit SaJuran 
Sekunder 

meter n/a n/a n/a 6.113 n/a n/a 

6. D.I.R Krayan SaJuran Primer meter 
7. D.I.R Krayan meter 

n/a 
n/a 

n/a 
n/a 

n/a 4.206 
n/a n/a 

n/a 
n/a 

n/a 
n/a 

8. D.I KaJlamok SaJuran Primer meter n/a n/a n/a 3.031 3.791 n/a 
SaJuran meter n/a n/a n/a 4.060 7.416 n/a 
Sekunder 

9. D.I.R SaJuran Primer meter n/a n/a n/a 3.934 3.000 n/a 
Bengalun 8aluran meter n/a n/e n/a Q.::\7S 10.201 n/a 

Sekunder 
Sumber: Paparan FGD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, 

Perumahan dan Kawasan Permukiman 2020 

Pembangunan irigasi pada satuan daerah yang ada di Provinsi 

Kalimantan Utara tersebar pada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan, 

Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan memiliki 

6 daerah irigasi, Kabupaten Malinau memiliki 2 daerah irigasi dan Kabupaten 

Buhrngan memiliki 2 dae-re h irigasi. Peraebar-an daer-ah irigRsi hehrm 

menjangkau Kota Tarakan dan daerah irigasi pada Kabupaten Malinau dan 

Ka bu paten Bulungan masih terpusat/ dekat dengan pusat kota. 

Jembatan direncanakan untuk. mudah dilaksanakan serta memberikan 

manfaat bagi pengguna lalu lintas sesuai dengan pokok- pokok perencanaan. 

Jembatan yang mcrupakan bagian dari jalan sangat cliperlukan dalam sistem 

jaringan transportasi darat yang menunjang pembangu.nan pada daerah 

tersebut. Klasifikasijembatan ditinjau dalam berbagai macam, yaitu menurut 

material yang digunakan, stru.ktur konstruksi, fungsi dan kegunaan, sifat­ 

sifat jembatan, dan sebagainya. 

Jembatan pada Provinsi Kalimantan Utara cligunakan sebagai sarana 

penghubung kawasan pennukiman, perkembangan usaha pada sektor 

pertanian, industri, perdagangan maupun jasa, pen.ingkatan kelancaran arus 

laJu lintas, peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) dan ativitas 

pereknnornian . .Iernbatan merupa'kan pra�arana pe:nting karena wilayah di 

Provinsi Kalimantan Utara dilalui oleh sungai. Berikut merupakan daftar 

jembatan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. 
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Tabel 2.38. 

Jumlah dan Jenis Jembatan yang Ada di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 

2016-2020 

Dimensi 

No. Nama 
NamaRuas Leba Jumlah Keterangan 

Jemb:::.t::.::. D .. -� .. -- !:!cnt.u:. ... _,,_ ..... &, 

r 

Kabu11aten Malinau 
1 Jembatan Long Nawang - 60 7 1 Membuka Daerah 

Sei. Nawang Long Nawang Perbatasan dan 
Terisolir 

2 Jembatan Long Nawang - 60 7 1 Membuka Daerah 
Sei. Batas Negara Perbatasan dan 
Pengean Terisolir 

Kabu11aten Bulungan 
1 Jembatan Mangku padi - 140 7 3 Mendukung Daerah 

Sei. Pindada Potensial 
Mangkupad 
i 

2 Jembatan Pindada - 140 7 3 Mendukung Daerah 
Sei. Kampung Potensial 
Pindada Baru 

3 Jembatan Gunung 30 7 1 Mendukung Daerah 
Bara tan Scriang - Long Potensial 

Beluah 
4 Jembatan Gunung 

Long Sarn Sericng T ........ "' An 7 l Mendukung Dncrnh LJV�•E, •v 

Beluah Potensial 
5 Jembatan Long Bduah - 520 7 10 Membuka Daerah 

Sei. Kayan Long Peso Terisolir 
6 Jembatan Trans 

Sei. Sajau II Kalimantan 60 7 1 Mendukung Daerah 
(Sp. 3 Tanah Potensial 
Kuning)- 
Tanah Kuning 

Bulungan -Tarakan 
7 Jembatan Koridor 30 7 1 Mendukung Status 

Sci. Ancam Bulungan - Jalan Lebih Tinggi 
I Tarakan Ruas 

An cam 
8 Jembatan Koridor 25 7 I Mendukung Status 

Sci. Ancam Bulungan - Jalan Lebih Tinggi 
II Tarakan Ruas 

An cam 
9 Jembatan Koridor 30 7 1 Mendukung Status 

Sei. Bulungan - Jalan Lebih Tinggi 
Seka talc I Tarakan Ruas 

1'. ... ncam 
10 Jembatan Koridor 20 7 1 Mendukung Status 

Sei. Bulungan - Jalan Lebih Tinggi 
Sekatak ![ Tarakan Ruas 

An cam 
Kal:,11n,-ten Tana Ttdun,, 

Kabupaten Nunukan 
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Dimensl 

No. 
iiama 

NamaRuas Leba Jumlait Keterangan 
Jembatan Panjang r Bentan 

g 

11 Jembatan Coastal Road 30 20 1 Mendukung Daerah 
Sei. Jepun Nunukan Potensial 

12 .Jembntan ,...,.. ........... 1 o ....... � 
50 20 3 ••.,. .... � •• 1 ... , ...... n ... .,. ...... l-. 

....................... .................. .............................. 6 ...................... 

Sei. Nunukan 

Sedadap 
13 Jembatan Lingkar Pulau 30 7 1 Mendukung Daerah 

Sei. Banjar Nunukan 

I 

14 Jembatan Lingkar Pulau 25 7 1 Mendukung Daeradh 
Sei. Banjar Nunukan 

II 

15 Jembatan Lingkar Pulau 25 7 1 Mendukung Daerah 
Sci. Banjar Nunukan 

llI 

16 Jembatan Lingkar Pulau 25 7 1 Mendukung Daerah 
Sei. Banjar Nunulcan 
IV 

Kota Tarakan 

Sumber: Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, 

Perumahan dan Kawasan Pennukiman, Data DD-2 

Survei 2019 

Data mengenai jembatan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sebagian 

besar masih dalam tahapan pembangunan dan rencana. Jembatan yang ada 

di Provinsi Kalimantan Utara berfungsi untuk menghubungkan ru.as-ruas 

jalan. Tabel menunjukkan bahwa adanya keterhubungan ruas jalan antar 

kabupaten/kota karena adanya jembatan. Konstruksi bangunan bawah dan 

atas didominasi oleh pilar beton dan rangka baja. Panjang jembatan berkisar 

antara 25 sarnpai dengan 140 meter tergantung dari lebar sungai dan 

konstruksi tanah. 

Beberapajembatan di Provinsi Kalimantan Utara belum terbuat dari pilar 

beton dan rangka baja, seperti jembatan yang ada pada daerah perbatasan 

Provinsi Kalimantan Utara yaitu di Kecamatan Krayan yang didominasi oleh 

jembatan kayu. Jembatan yang tidak permanen dan tidak memiliki 

konstruksi yang mantap menyebabkan suatu saat akan terjadi terputusnya 

akses apabila terjadi luapan sungai pada saat musirn hujan. 

2.1.6. Aspek Lingkungan Hldup 

A. R11Rng Te-rbrrka HijRtl 

Indikator rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah her 

HPL/HGB merupakan indikasi kcmampuan suatu daerah untuk 
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menyediakan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang 

sehat bagi penduduk di daerah tersebut. Sernakin tinggi nilai indikator hal ini 

menandakan semakin tinggi kemampuan daerah terse but untuk 

menyediakan lingkungan yang nyaman bagi penduduk. 

Tabel 2.39. 

Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB di 

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 

No Uraian 
Kabupaten/ 

Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 v .... + .. 
............. 

I. Luas Malinau Hektar n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Ruang Bulungan Hektar 97,2 97,2 97,2 101,9 101,93 n/a 
Terbuka 3 
Hijau Tana Tidung Hektar n/a n/a n/a n/a 4.595,5 n/a 

I) 

Nunukan Hektar n/a n/a n/a n/a 488.102 n/a 
Tarakan Hektar n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Prov. Hektar 97 97 97 102 492.800 n/a 
Kalimantan 

Utara 
2. Luas Malinau Hektar n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

wilayah Bulungan Hektar n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ber HPL Tana Tidung Hektar n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Nunukan Hektar n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Tarakan Hektar n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Prov. Hektar n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Kalimantan 
Utara 

3. Luas Malinau Hektar n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
wilayah Bulungan Hektar n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
berHGB Tana Tidung Hektar n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Nunukan Hektar n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Tarakan Hektar n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Prov. Hektar n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Kalimantan 

Utara 
4. Rasia Malinau Ha/Ha n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

RTH per Bulungan Ha/Ha n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
satuan Tana Tidung Ha/Ha n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
luas Nunukan Ha/Ha n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
wilayah Tarakan Ha/Ha n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ber HPL Prov. Ha/Ha n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Kali man tan 
Utara 

5. Rasia Malinau Ha/Ha n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
RTH per Bulungan Ha/Ha n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
satuan Tana Tidung Ha/Ha n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
luas Nunukan Ha/Ha n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
wilayah Tarakan Ha/Ha n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
ber HGB Prov. Ha/Ha n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Kalimantan 

Utara 
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup 
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Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau 

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 

tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja 

ditanam. Ruang terbuka hijau dapat digolongkan menjadi dua kepemilikan, 

yaitu n1ang terbuka hijau privet dan ruang terbuka hijau publik. Ruang 

terbuka hijau privat adaJah RTH milik institusi tertentu atau orang 

perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas sedangkan 

ruang terbuk hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh 

pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan 

masyarakat umum. 

Luasan RTH publik sebesar 200/o dari luas wilayah kota merupakan 

persentase apakah suatu kabupaten/kota telah menyediakan setidaknya 20°/n 

ruang terbuka hijau dari suatu wilayah tersebut. Ruang terbuka hijau yang 

tersedia akan memberikan ruang yang cukup bagi kawasan konservasi untuk 

kelestarian hidrologis, kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan 

kolarn retensi, penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan kawasan 

perkotaan, tempat rekreasi dan olahraga masyarakat, clan manfaat lain yang 

dapat diperoleh. 

Tabel 2.40. 

Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/ Kawasan 

Perkotaan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 

No Uraian 
Kabupaten Satua 

2015 2016 2017 2018 2019 
202 

I v ... + .. ,,. o I ••v- 

1. Luasan Malinau 
Hektar n/a n/a n/a n/a 

1.420,2 
n/a RTH 3 

Publik Bulungan 
Hektar 97,2 97,2 97,2 101,93 

1.467,6 
n/a yang 0 

tf"rsf"rli� rt; TATIA 
Hektar n/a n/a nia nia 

4 .,Q_,5 
n/a akhir Tidung 0 

tahun NunuJcan Hektar n/a n/a n/a n/a 2.979 n/a 
pencapaia Tarakan Hektar n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
nSPM Prov. 

Kalimanta Hektar n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
n Utara 

2. Luasan Malinau Hektar 85.241 85.241 85.241 85.241 85.241 n/a 
RTH Bulungan Hektar 278.514 278.514 278.514 278.514 278.514 n/a 
Publik Tana 

Hektar 96.572 96.572 96.572 96.572 96.572 n/a yang Tidung 
scharusny Nunukan Hektar 27.684 27.684 27.684 27.684 27.684 n/a 
a tersedia Tara.kan Hektar 502 502 502 502 502 n/a 
di wilayah Prov. 
kota I Kalimanta Hektar 

1.509.3 1.509.3 1.509.3 1.509.3 1.509.3 
n/a kawasan n Utara 54 54 54 54 54 

perkotaan 
3. Malinau Pcrscn nLa nLa nLa nLa 1,67 nLa 
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No Uralan Kabupaten Satua 
2015 2016 2017 2018 2019 

202 

i Kota D 0 

Luasan Bulungan Pers en 0,03 0,03 0,03 0,04 0,53 n/a 
RTH Tana 

n/a Publik Tidung 
Pers en n/a n/a n/a 4,76 n/a 

sebesar Nunukan Pers en n/a n/a n/a n/a 10,76 n/a 
20�{; dari Tarakan Peraen 11/a il/i:t. i1/a 11/a � 11/a u 

luas Prov. 
wilayah Kalimanta 
kota / n Utara Pers en n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
kawasan 
oerkotaan 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Hasil Olahan 2021 

Ruang terbuka hijau di Provinsi Kalimantan Utara masih berkisar antara 

O sampai dengan 1 1  persen. Hal ini dtsebabkan karena perhttungan untuk 

ruang terbuka hijau barn mencakup RTH Tepian Sungai Kayan 1 1 ,  75 Ha, 

taman kota dan taman warga, serta hutan kota seluas 90,2 Ha di Kabupaten 

Bulungan. Pada Kabupaten Nunukan perhitungan mencakup taman kota, 

hutan kota, jalur hijau jalan, sempadan pantai dan tempat pemakaman 

umum. Pada Kabupaten Malinau RTH baru mencangkup RTH Sempadan 

Sungai sepanjang 576,35 Ha, pemakaman, daerah resapan air seluas 743,18 

Ha, serta taman kota seluas 81,5 Ha. Kabupaten Tana Tidung mencangkup 

Pemakaman seluas 0,36 Ha, taman kota 0,43 Ha, Taman kecamatan 0,06 

Ha, hutan kota seluas 3,28 Ha dan taman kelurahan 0,44 Ha. Selain karena 

masih sectikit fasilitas sehingga perhitungan belum maksimal, diketahui 

bahwa wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara memiliki luasan 

wilayah yang luas dengan hutan yang masih terjaga sehingga perlu adanya 

penyesuaian mengenai perhitungan ruang terbuka hijau untuk daerah 

pt:rkntaan. 

B. Pengelolaan Sampah dan Llmbah 

Menurut BPSDM PU. pengertian sampah perkotaan adalah sarnpah non 

B2 [sampah berbahaya) dan non 83 [bahan berbahaya beracun) yang berasal 

dari perumahan, kantor, sekolah, rumah sakit dan sejenisnya, gedung­ 

gedung umum lainnya, pasar, pertokoan, bioskop, restoran, pabrik/industri, 

penyapuan jalan, taman, lapangan, pemotongan hewan, kandang hewan, 

pongkaran bangunan, dan instalasi pengolahan sampah. Pada pengelolaan 

sampah di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, 

kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya 

menurut PP Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga wajib menyediakan fasilitas 
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pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R atau Ternpat 

Pengelolaan Sampah Reuse (menggunakan kembali), Reduce (mengurangi), 

dan Recycle (daur ulang). 

Tabel 2.41. 

Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan di Provinsi 

Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 

No Uraian Kabupaten/ Satuan 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kota 

1 .  Volume Malinau m' n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
sampah di Bulungan m' n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
perkotaan Tana Tidung m' n/a n/a 1.057,55 5.024 7.556 n/a yang . Nunukan m' n/a n/a n/a n/a 1.349,80 n/a mengalamt Tarakan 

m' 17.196,24 17.822,95 20.140,72 27.944,40 30.097,48 n/a gun a 
ulang, Prov. m' 17.196,24 17.822,95 21.198 32.968 39.003 n/a 
rlsu1r Kalirnantan 

ulang, Utara 

pengelolaa 
n sampah 
sebelum 
masuk 
TPA 

2. Total Malinau m' n/a n/a n/a n/a 16 . 1 10 n/a 
volume Bulungan m' 74.460 74.460 274.371 97.090 84.920 n/a 
sarnpah Tana Tidung m' n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Nunukan m' n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Tarakan m• 214.953.0 22.818,81 58.018.20 69.971.52 23.488.60 n/a 

6 
Prov. m' 289.413,0 297.279 532.389 367.062 342.519 n/a 
Kalimantan 6 
Utara 

3. Tersediany Malinau Pers en n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
a fasilitas Q,,i.,...,,..<>n 

Pers en "'· ",. ",. n/a « t  «  n / o  ---··e,-· .. , - .. , - -·, - .. , - .. , - 

pengurang Tana Tidung Persen n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
an sampah Nunukan Pcrscn n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
di Tarakan Persen 5 6 7 8 9 n/a perkotaan 

Prov. Persen 8 8 8,22 12,21 17,45 n/a 
Kalimantan 

Utara 
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara 

Volume sampah terus meningkat karena pertumbuhan penduduk pada 

Kecamatan Tanjung Selor dan Tanjung Palas. Peningkatan volume sampah 

tersebut juga tidak didukung dengan sarana/ tern.pat penanganan sampah 

karena tidak tersedia dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Pada tahun 2019 

sudah dibangun sarana/ tempat pengurangan sampah (TPS3R) sebanyak 3 

unit, akan tetapi TPS3R tidak berjalan sesuai harapan clikarenakan kendala 

dalam pengelolaan TPS3R. Ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di 

perkotaan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 meningkat untuk 

persentase meskipun terjadi kendala pada penyediaan TPS3R. Pengurangan 
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tersebut akan mengurangi beban TPA dalam mengelola volume sampah yang 

masuk mengingat menurut paparan saat FGD dengan Dinas Lingkungan 

Hidup TPA regional belum tersedia di Provinsi Kalimantan Utara. 

Pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2008 adalah kegiat.an berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan 

penanganan sarnpah. Pola pengelolaan persampahan berdasarkan undang­ 

undang tersebut dimulai dari pembatasan tirnbulan sampah, pendaur ulang 

sampah dan penggunaan sampah kembali. Rasia tempat pembuangan 

sampah untuk melihat ketersediaan tempat pembuangan pada setiap 1000 

penduduk. Rasio tersebut dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 2.42. 

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Menurut 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 

No Uraian 
Kahupaten/Ko Satua 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
ta D 

I. Jumlah Malinau m' n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
daya Bu1ungan m' 37.712 37.712 37.712 35.478 35.478 n/a 
tampung Tana Tidung m' n/a n/a 59,6 59,6 50 n/a 
TPS (m') 

Nunukan m' n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Tarakan m' 606 622 560 480 480 n/a 
Prov. m' n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
Kalimantan 
Utara 

2. Jumlah Malin au Jiwa 75.889 76.606 78.102 79.903 80.822 n/a 
penduduk Bulungan Jiwa 128.42 129.89 133.54 136.61 140.52 n/a 

8 2 6 9 7 
Tana Tidung Jiwa 21.581 23.568 23.783 24.190 24.145 n/a 
11.1 •• _._,. __ ,: ... _ , ,:;:n ..,.., 

171.40 1  '7,:: QO ! 73.97 1 0'1 (V'l - ,_ 
........... �. v,,....a • u.:.. . • •  .. ..... .....  .., ................ "I a 

2 5 8 5 8 
Tarakan Jiwa 217.97 220.29 224.08 228.72 231.01 n/a 

5 7 2 0 3 
Prov. Jiwa 613.65 621.76 635.40 648.40 658.53 n/a 
Kallman tan 5 8 1 7 5 
Utara 

3. Rasia Malinau m'/ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
tern pat Jiwa 
pembuanga Bulungan m'/ 293,64 290,33 282,39 259,69 252,46 n/a 
n sampah Jiwa 

ITPSI per Tana Tidung m'/ n/a n/a 2,44 2,46 2,09 n/a 
satuan Jiwa 
penduduk Nunulcan m'/ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Jiwa 

Tarakan m'/ 2,57 2,55 1,4 1,63 0,92 n/a 
Jiwa 

Prov mJ/ n/P n/P n/P n/8 n/A. n/P. 
Kalimantan Jiwa 
Utara 

Sumber: Din as Lingkungan Hidup, Profil Kependudukan dan 

Catalan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020, 

Hasil Olahan 2020 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa rasio tempat pembuangan pada 

Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan belum terinventarisasi. Rasia 

tempat pembuangan sampah yang tinggi adalah pada Kabupaten Bulungan 

dengan rata-rata rasio daya tampung volume tempat pembuangan sampah 

adalah 27�;70 m.:l pet 1000 penduduk. Rata-rata daya tampung volume 

tempat pembuangan sampah pada Kota Tarakan dalam kurun waktu 5 tahun 

sebesar m3 per 1000 penduduk. Kabupaten Tana Tidung merniliki rata-rata 

daya tarnpung volume tern pat pembuangan sampah sebesar m3 per 1000 

penduduk. 

Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah 

sesuai peraturan perundangan (sector industri). Menurut Peraturan 

Perner-inf-ah Nomor 1 0 1  TRh11n 2014 tentRng Pengelolaan Ltrnba h Bab an 

Berbahaya dan Beracun, pengelolaan lirnbah 83 meliputi pengurangan, 

penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,pengolahan, 

dan/atau penimbunan. Jumlah limbah 83 yang terkelola dan proporsi limbah 

83 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) di Provinsi 

Kalimantan Utara tahun 2016 sampai dengan 2019 dan trendnya hingga 

tahun 2026. 
1aoo 
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Gambar 2.21. 

Jumlah Limbah B3 yang Terkelola 

Volume limbah B3 yang terkelola dari tahun 2016 hingga 2019 

cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena telah 

adanya peningkatan kegi.atan sector industry dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan izin di lapangan oleh pihak yang berwenang. 

Pada grafik trend mengenai pertambahan jumlah limbah B.':\ yang 

terkelola dan proporsi limbah 83 yang diolah sesuai peraturan perundangan 

(sector industr).di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan adanya 
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peningkatan namun. Pada tahun 2026 menunjukkan prediksi volume 

sampah yang tertangani sebanyak 1638,8 ton. Capaian jumlah limbah B3 

yang terkelola dan proporsi lirnbah 83 yang diolah sesuai peraturan 

perundangan {sektor industri) di Provinsi Kalimantan Utara secara normal 

akan mr.ningkat de:ngan pr.ningkatan pembjrnbi'ngan dan _rw.ngawasan oleh 

DLH. Untuk memenuhi target nasional, akses berkelanjutan terhadap 

peningkatan jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang 

diolah sesuai peraturan perundangan jsektor industri) di provinsi Kalimantan 

Utara tidak diperlukan upaya tambahan. 

C. Potensl dan Ketahanan Bencana di Provins! Kallmantan Utara 

Kalimantan Utara mempunyai potensi bencana hidrometeorologi 

khususnya bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan dengan level 

tinggi. Selain itu provin-si ini memilik:i potensi gempa dan tsunami 

dikarenakan berbatasan dengan Selat Ma-kassar. Berdasarkan Indeks Risiko 

Bencana Indonesia (IRBI) 2020
1 

Provinsi Kalimantan Utara memiliki indeks 

risiko tinggi dengan nilai indeks 153,62. Ancaman bencana di Provinsi 

Kalimantan Utara terdiri dari tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran 

hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim, abrasi, serta cuaca ekstrim. 
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Gambar 2.22. 

Nilai Indeks Risiko Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020 
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Tabel 2.43. 

Nilai lndeks Risika Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020 

Kabupaten/ Kela a 
No 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Risiko Kota 

2020 

1 Bulungan 184 40 184 40 184 40 184 40 184 40 !84 40 Tinggi 
2 Tana Tidung 174.80 174.80 174.80 174.80 174.80 174.80 Tinggi 
3 Nunukan 173.20 173.20 173.20 169.32 169.32 169.32 Tinggi 
4 Malinau 124.40 124.40 124.40 124.40 124.40 124.40 Sedang 
5 Kota 132.40 131 .38 122.90 1 15 . 18  1 15 . 18  115.18 Sedang 

Tarakan 
•catatan : Nilai indeks risika yang tidak mengalami perubahan 

disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang 

konstan 

Kawasan rawan bencana alarn terdiri atas: kawasan rawan tanah 

longsor, rawan gelombang pasang, rawan dampak kebakaran hutan/lahan, 

dan rawan banjir. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kabupaten 

Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana 

Tidung, dan Kata Tarakan. Kawasan rawan gelombang pasang terdapat di 

Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan 

KntA Tarnkarr. KAWA�An rawan darnpak kehakar-an hutan tr.rrlApAt di 

Kabupaten Bulungan, Kata Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung. Kawasan rawan banjir terdapat di 

Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten 

Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Kawasan rawan banjir meliputi kawasan 

yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana 

alam banjir. 

Berdasarkan dokumen Percepatan Penyusunan RTRW Provinsi 

Kalimantan Utara 2017-2037 dan materi teknis RTRW Pravinsi Kalimantan 

Utara 2017-2037, maka daerah ini mempunyai potensi bencana antara lain 

gempabumi, tsunami, likuifaksi, gerakan tanah (tanah longsor), banjir, 

gelombang ekstrem/abrasi, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana 

kekeringan. 

a. Gempa Bumi 

Berdasarkan peta rawan gempa bumi (Kementerian Pekerjaan Umum, 

Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2014), menggunakan skala MMI 

(Modified Mercali Intencity) yang menunjukkan tingkat kerusakan akibat 

gernpabumi, maka sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Utara 

mempunyai kisaran <4 MMI yang tersebar di bagian barat wilayah (sekitar 75 
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persen), sedangkan di bagian timur wilayah mendekati garis pantai sekitar N­ 

V MM!, daerah dekat pantai bervariasi dari V-Vl MM! hingga VI-VII MM! dan 

beberapa tempat sampai VII-VID MM! (lihat Peta Rawan gempabumi). Pulau 

Tarakan sendiri berkisar VII-VIII MM!, Pulau Bunyu dan Pulau Nunukan 

berkisar V-VT MMT hingga Vl-VTT MMT
1 

aedangkan Pulau Sebafik berkiaar TV­ 

V MM! hingga V-VI MM!. Adanya aktivitas patahan yang merupakan sumber 

terjadinya gempabumi di Provinsi Kalimantan Utara perlu dilakukan 

pengam.atan dan pemetaan struktur patahan terhadap patahan patahan baru 

atau berumur muda (kurang I 00.000 tahun) untuk menentukan patahan 

tersebut aktif atau tidak. 

Patahan-patahan besar di Provinsi Kalimantan Utara seperti sesar naik 

Lurnbia, sesar na.ik Long Berang, sesar geser Pagean, sesar geser Pa kine, sesar 

geser Tanjung Redep, dan sesar normal Tanjung Redep, dan beberapa sesar 

normal yang terdapat di bawah Laut Sulawesi secara umum terjadi setelah 

Miesen Tengah hingga Miesen Akhir akibat tarikan (rifting antara Pulau 

Kalimantan dan Pulau Sulawesi) yang hingga sekarang sudah tidak aktif lagi 

(Webinar Potensi Tsunami di Laut Sulawesi, 2020). Pusat gempabumi tektonik 

di wilayah Kalimantan- Sulawesi yang tergolong aktifhingga sekarang adalah 

pertemuan antara Kerak Pasitik (Subkerak Filipina] dengan Kerak Sulawesi 

Utara yang zona subduction-nya berada di laut sebelah utara Sulawesi dan 

sesar Palu-Karo yang memanjang barat laut-tenggara. 

Gempa tektonik di kedua zona ini dapat menyebabkan reaktivasi sesar­ 

sesar lama yang telah disebut dalam uraian terdahulu, menjadi pemicu 

gerakan massa (tanah longsor) dan pemicu tsunami di kawasan pantai 

Kalimantan Utara ataupun di Sulawesi bagian barat. Perlu pengamatan dan 

pemetaan struktur patahan y:::ing terdapat di aebef ah timur KotA 1'arakan yang 

berarah barat laut-tenggara yang diduga merupakan patahan aktif dan muda 

karena memotong batuan Fonnasi Sajau (TQps) yang berumur Plistosen Atas. 
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Berdasarkan peta Peta Risiko Gempabumi (BNPB, 2016-2020), wilayah 

yang mempunyai risiko sangat tinggi dengan penyebaran luas antara lain, 

Kata Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, sebagian kecil 

Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau. Oleh karena itu, 

peningkatan mitigasi untuk Kata Tarakan, Kabupaten Bulungan dan 

Kabupaten Nunukan menjadi prioritas utama. 
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Gambar 2.23. 

Peta Risiko Gempa Bumi Provinsi Kalimantan Utara 

Sumber: Sadan Nasional Penanggulangan Bencana dan Hasil Olahan, 

2020 

b. Tsunami 

Secara geologis Provinsi Kalimantan Utara, tidak didapatkan patahan 

aktif berskala besar yang dapat menjadi sumber gempabumi tektonik. 

Patahan berskala besar terbentuk pada kurun waktu Miosen Tengah hingga 

Miesen Akhir, seperti telah diuraikan pada bahasan gempabumi. Namun 

demikian patahan-patahan normal juga terjadi kurun waktu tersebut, baik 

ditemukan di darat maupun di dasar laut antara Pulau Kalimantan dan Pulau 

Sulawesi, sebelah timur Delta Mahakam dan sebelah barat Pulau Sulawesi 
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(Webinar, Potensi Tsunami di laut Sulawesi, 2020), yang hingga saat ini tidak 

tergolong patahan aktif. Pemicu terjaclinya tsunami adalah gempa tektonik 

yang disebabkan oleh patahan aktif Palu-Koro dan megathrust dari zona 

subduksi antara sublempeng Filipina yang bergerak ke arah selatan terhadap 

Lempeng Sulawesi Utara. Gempabumi tektonik yang terjadi di kedua tempat 

tersebut dapat memicu sesar sesar lama mengalami reaktivasi dan memicu 

terjadinya tanah longsor di daratan atau longsoran bawah taut dalam skala 

besar sehingga menirnbulkan gelombang tsunami. Gelombang tsunami ini 

sangat berpengaruh tehadap kawasan pantai baik di Kalimantan Utara, 

Kalimantan Timur, maupun Sulawesi bagian barat. 

Berdasarkan Peta Risiko Tsunami (BNPB, 2016-2020), maka seluruh 

wilayab parrtai yang ada di Kota Tar-akari, Kahupaten 811h1ngRn
1 

Kabvrpaten 

Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan mempunyai risiko sangat tinggi. Oleh 

karenanya peningakatan mitigasi tsunami di wilayah tersebut perlu 

ditingkatkan. 
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Gambar 2.24. 

Peta Risiko Tsunami Provinsi Kalimantan Utara 

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Hasil Olahan, 

2020 
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c. Likuifaksi 

Likuifaksi selain erat kaitannya dengan gempabum.i, umumnya terjadi 

pada suatu daerah yang lapisan sedimennya belum mengalami litifikasi, 

dominan terdiri dari pasir dan lanau dengan ketebalan masing masing cukup 

be sar [lebih dari 10 meter) dan jenuh air, biasanya muka air tanahnya 

dangkal (kurang dari I meter). Bila terjacti gempabumi yang cukup besar 

dengan skala M 7 atau lebih besar, maka air tanah yang ada dalarn pasir dan 

lanau akan keluar ke permukaan tanah, sehingga terjadi defonnasi sedimen 

dan terjadi kekosongan pori an tar buti.r sedimen, selanjutnya air yang keluar 

akan mengisi kembali yang disertai dengan amblesan (subsidence) sehingga 

bangunan atau kehidupan yang ada di atasnya akan turut ambles dan 

tertimbnrt sedimen kembali. 

Peta potensi likuifaksi Provinsi Kalimantan Utara mendesak untuk 

dilakukan pemetaan, terutama wilayah yang dahulu merupakan hasil 

endapan delta, seperti kawasan pantai Pulau Tarakan dan kawasan pantai 

pulau- pulau di sebelah selatan Pu.lau Tarakan, kawasan pantai Pulau 

Nunukan dan kawasan pantai Pulau Sebatik. Oleh karena itu perlu 

ditingkatkan usaha rnitigasi likuifaksi di wilayah tersebut. Khusus Pulau 

Tarakan diusulkan mendapat prioritas utama terkait sering terjadinya 

gempabumi yang ctiduga dari sesar aktif. 

d. Gerakan Tanah [fanah Longsor) 

Berdasarkan peta gerakan tanah (tanah longsor) yang disusun oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2014), 

sekitar 65,74% dari seluruh total wilayah Provinsi Kalimantan Utara 

me:mpunyai potensi atau krrawanan te:rhadap gerakan tannh. Gerakart tanah 

sangat dipengaruhi kestabilan lereng yang sangat bergantung oleh beberapa 

faktor, yaitu faktor internal dan faktor ekstemal. Faktor internal lereng antara 

lain besamya lereng, komponen penyusun lereng, struktur geologi yang ada 

pada lereng tersebut, sedangkan faktor ekstemal antara lain tutupan lereng 

(vegetasi), intensitas dan besamya curah hujan, kondisi muka air tanah, 

getaran a tau gempabumi. Gerakan tanah terjadi jika gaya pendorong melebihi 

gaya penahan pada suatu lereng. 

Di Provinsi Kalimantan Utara terdapat lima kelas kerawanan gerakan 

tanah yaitu a) sangat stabil (sangat rendah); b) stabil (rendah);c) sedang; d) 

tinggi; dan e) sangat tinggi. Kerawanan gerakan tanah dengan kelas sangat 

rendah sebesar 11 ,  72°/o dari seluruh luas total provinsi dan terdapat di 

lereng-lereng lembah sungai di wilayah kabupaten clan kota. Kerawanan 
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gerakan tanah dengan kelas sangat rendah ini tidak pemah terjadi. 

Kerawanan gerakan tanah dengan kelas rend ah sebesar 0, 79°/o dari seluru.h 

luas wilayah provinsi, dan meliputi sebagian wilayah dari Kabupaten 

Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau, dan gerakan 

tanah ini sangat jarang terjadi. Kerawanan gerakan tanah dengan kelas 

sedang sebesar 12.70% dari luas wilayah provinsi, terjadi pada lembah, tebing 

jalan dan lereng yang biasanya terjadi pada musim hujan, tersebar di 

sebagian wilayah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten 

Tana Tidung. 

Pada daerah lereng yang pemah mengalami gerakan tanah, akan terjadi 

gerakan tanah kembali akibat curah hujan yang tinggi. Kerawanan gerakan 

tanah dengan kf'!IRS tinggi sebesar 65,74°/fl dar-i lua s wilayab prnvinai, 

sedangkan kerawanan gerakan tanah dengan kelas sangat tinggi sekitar 9,05 
0/o dari luas wilayah provinsi. Keduanya terjadi pada kawasan yang sering 

mengalami gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah yang lama dan gerakan 

tanah yang baru masih aktif bergerak akibat curah hujan yang tinggi, 

biasanya terjadi pada kerelengan yang cukup terjal, bail< terjadi secara alami 

maupun terpicu oleh aktifitas penambangan bahan galian. 

Berdasarkan Peta Risiko Tanah Longsor {BNPB, 2016-2020), maka 

hampir seluruh wilayah Kabupaten Malinau, sebagian dari wilayah 

kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan mernpunyai resiko sangat 

tinggi. Oleh karena itu, wilayah tersebut harus menjadi prioritas mitigasi 

bencana tanah longsor. 

.I'..> 

Gambar 2.25. 

Peta Risiko Tanah Longsor Provinsi Kalimantan Utara 

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Hasil Olahan, 2020 
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e. Banjir 

Berdasarkan Peta Rawan Banjir Provinsi Kalimantan Ut.ara IDokumen 

RPJPD Provinsi Kalimantan Urara 2005-2025), terdapat di lima wilayah yaitu 

Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, sebagian kecil Kabupaten 

Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kata Tarakan. Banjir besar terjadi pada 

periode tahunan, lima tahunan, atau sepuluh tahunan dengan jumlah debit 

air melebihi kapasitas daya tampung sungai. Di samping faktor curah hujan, 

banjir juga disebabkan oleh berkurangnya daya tampung sungai karena 

sedimentasi akibat erosi maupun longsoran sedimen yang masuk ke badan 

sungai, sedangkan di dacrah perkotaan sedimentasi juga disebabkan oleh 

pembuangan sampah yang sembarangan. 

Selanjuf-nya, berrtasar-kan Peta Risi kn Banjir fBNPB, 201 li-2020), lnk;:isi 

risiko banjir wilayahnya agak berlawanan dengan lokasi resiko tan.ah longsor 

yang hampir seluruhnya terjadi di bagian timur Provinsi Kalimantan Utara. 

Adapun wilayah dengan risiko banjir tinggi-sangat tinggi dan luas menempati 

Kabupaten Nunukan dan sebagian menempati Kabupaten Bulungan dan 

Kabupaten Tana Tidung. Oleh karenanya wilayah ini menjadi prioritas 

rnitigasi bcncana banjir di Provinsi Kalimantan Utara. 
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Gambar 2.26. 

Peta Risiko Banjir Provinsi Kalimantan Utara 

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Hasil Olahan, 2020 
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f. Gelombang Ekstrem / Abrasi 

Berdasarkan Peta Risiko Gelombang Ekstrem/Abrasi (BNPB, 2016- 

2020), lokasi risiko gelombang ekstrem/abrasi wilayahnya terdapat di pantai 

atau pinggiran muara sungai yang sudah masuk ke laut, dengan risiko tinggi, 

sehingge mengakibatkan berkurangnya luas dan volume daratan. Di Provinsi 

Kalimantan Utara d.ilaporkan abrasi terjadi di Kabupaten Nunukan, tennasuk 

kawasan Pulau Sebatik dan Pulau Nunukan, Kabupaten Bulungan, 

Kabupaten Tana Tidung dan Kata Tarakan. Perlu dilakukan pemetaan untuk 

membuat peta kerawanan abrasi di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan 

Peta Risiko Gelombang Ekstrem/ Abrasi (BNPB, 2016-2020), maka Kabupaten 

Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung mempunyai risiko sedang, sedangkan 

daerah lainnya mempunyai risiko rendah. Oleh karena itu, Kabupaten 
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Bulungan dan Tana Tidung perlu mendapat prioritas dalam mitigasi bencana. 

Gambar 2.27. 

Peta Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi Provinsi Kallman tan Utara 

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Hasil Olahan, 2020 

g. Kebakaran Hulan dan Lahan 

Bencana kerusakan hutan di provinsi ini terjadi, selain karena kegiatan 

illegal logging, karena kebakaran hutan. Pada musim kemarau, suhu udara 

di beberapa wilayah ini bahkan mencapai 34,SOC hingga 39,SOC. Berbagai 

kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hutan adalah 

pembukaan lahan untuk perladan.e:an dan perkebunan. baik perkebunan 
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rakyat maupun perkebunan besar. Pembakaran merupakan cara termudah 

untuk membersihkan lahan, terlebih pada musim kemarau, tetapi jilca tidak 

terkendali akan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas. 

Perlu dipetakan wilayah yang merupakan kawasan baru bagi pembukaan 

perkebunan atau per-ladangan dan titik-titik api (hot spot) yang dipr::rkirakan 

akan muncul. Kebakaran hutan sering terjadi di wilayah Kabupaten 

Nunukan, Bulungan, Malinau dan Tana Tidung. 

Berdasarkan Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (BNPB, 2016- 

2020). maka wilayah terluas dengan risiko tinggi-sangat tinggi terdapat di 

Kabupaten Nunukan dan Tana Tidung, dan sebagian di Kabupaten Bulungan. 

Dengan demikian, prioritas mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan 

perlu menjadi prioritas utama di wilayah tersebut. 
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Gambar 2.28. 

Peta Risiko Kebakaran Hulan dan Lahan Provinsi Kalimantan Utara 

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Hasil Olahan, 2020 

h. Bencana Kekeringan 

Bencana kekeringan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 

a) curah hujan yang sangat kecil di musim kemarau; 
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b) Mata air sebagai sumber bagi aliran air permukaan/sungai sangat 

kecil debitnya; 

c) Banyaknya waduk atau embung untuk menampung air permukaan; 

d) Kemiringan sungai dan lebar sungai. 

Berdasarkan Peta Risiko Bencana Kekeringan {BNPB, 2016-2020)i 

wilayah dengan risiko bencana kekeringan tinggi-sangat tinggi terdapat di 

sebagian wilayah Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tana Tidung dan sebagian 

kecil Kabupaten Malinau. Prioritas utama untuk mitigasi bencana kekeringan 

terutama di wilayah Kabupaten Nunukan, Bulungan, dan Tana Tidung, 

antara lain dengan meningkatkan retensi air dengan membangun waduk atau 

embung, perbaikan lahan loitis atau reboisasi dalam jangka panjang. 
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Gambar 2.29. 

Peta Risiko Kekeringan Provinsi Kalimantan Utara 

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Hasil Olahan, 2020 

Berdasarkan infonnasi yang diperoleh saat FGD, SOM aparatur 

kebencanaan tidak memiliki latarbelakang pengetahuan dan ketrampilan 

yang memadai tentang kebencanaan. Hal ini narnpak dari tingkat pendidikan 

12,5 persen berpendidikan S2, 15,63 persen berpendidikan SI, 12,5 persen 
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berpendiclikan 03, 9,38 persen berpendidikan SMA dan 50 persen 

berpendidikan di bawah SMA. 

Secara organisasi terdapat 3 bidang, yakni (1) bidang pencegahan dan 

kesiapsiagaan, (2) bidang kedarnratan dan logistik, dan (3) bidang rehabilitasi 

dan rekonstruksi. Namun selama tahun 2016-2020 program mitigasi bencana 

terbatas hanya pada pendidikan dan latihan serta sosialisasi kebencanaan 

kepada masyarakat. Program mitigasi belum disusun untuk setiap jenis 

bencana, baik sebeleum, saat terjadi bencana maupun pasca bencana dengan 

mengacu pada peta risiko bencana untuk setiap jenis bencana, serta 

pemilihan lokasi desa tangguh bencana untuk setiap jenis bencana. Selain itu 

selama lima tahun terakhir (2016-2020) anggaran untuk penanggulangan 

bencana Prnvinsi Kafirnanta n l Itara rata-r-ata sebe-sar- Rp g milyar-, narnu n 

pemanfaatannya kurang proporsional dan optimal. Anggaran 

penanggulangan bencana untuk porsi belanja barang (non kebencanaan) jauh 

lebih besar dibanding porsi untuk penanggulangan bencana yang 

berlangsung selama 2015 - 2019. 

2.2. Kondiai Sumber Daya Kelitbangan 

2.2.1 Kel:mb�g� 

Sesuai dengan Peraturan Gubemur Provinsi Kcpulauan Riau Nomor 60 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Perangkat Daerah, lembaga yag memiliki tugas dan fungsi 

pelaksanaan kelitbangan di tingkat provinsi adalah Badan Perencanaan 

Penelitian dan Pengembangan. 

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas 

pnkok mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis dalam 

penyusunan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian rencana pembangunan 

daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang memuat 

penyusunan rencana pembangunan di bidang sosial, budaya dan pemerintahan; 

perekonomian,SDA, infrastruktur dan kewilayahan; melakukan perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah; penelitian dan pengembangan; 

data dan analisis pembangunan; serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan yang diserahkan Gubemur sesuai dengan lingkup tugasnya. 

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: 

1) pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi keuangan, umum dan 

kepcgawaian, pcrcncanaan dan evaluasi; 
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2) perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan 

pengendalian serta pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan 

daerah di bidang sosial, budaya dan pemerintaban; 

3) perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan 

pengendalian serta pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan 

daerah di bidang ekonomi, SDA, infrastruktur, dan kewilayahan; 

4) perumusan kebijakan teknis fasililasi, koordinasi, pembinaan dan 

pengendalian serta pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan 

pernbangunan daerah; 

5) perumusan kebijakan teknis dan koordinasi penelitian dan 

pengembangan; 

6) pelakaan aan sebagian kewertartgan dan t11g::i.s tr.knis tertenf-u di hidang 

data dan analisis pembangunan; 

7) perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan 

rencana pembangunan jangka panjang daerah; 

8) perumusan kebijakan teknis dan koorclinasi pelaksanaan penyusunan 

rencana pembangunan jangka menengah daerah; 

9) perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan 

rencana pembangunan tahunan daerah; 

10) pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah 

kabupaten/kota; 

11) perumusan kebijakan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian 

dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan 

kabupaten/kota; dan 

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh gubemur. 

Secara spesifik, penyelenggaraan kelitbangan diamanatkan kepada Bidang 

Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penelitian dan pcngcmbangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Pcnelitian dan 

Pengembangan rnempunyai fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan 

pemerintahan provinsi; 

b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan 

pengembangan pemerintahan provinsi; 

c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi; 



-93- 

d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah 

provinsi; 

e. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah; 

f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan 

pengernba'ngan di provin si; 

g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian pengembangan dan 

pendataan lingkup pernerintahan provinsi; 

h. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah 

provinsi; dan 

1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. 

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri 3 [tiga] sub bidang yaitu: 

a. Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan; 

b. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan; 

c. Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi 

-­ , .......... 11 

rl.llM1'4illltAJI, PUll:LJTIIJII 

DU PQl'GDIIM.'fGNI 

Gambar 2.30. 

Bagan Struktur Organisasi Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan 

Sumber : Data Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara 

Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang yang dipimpin oleh Kepala Bad an 

membawahi Bidang Kesekretariatan, Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah 

dan Pengendalian Pembangunan, Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah. 

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Sosial Budaya dan 

Pemerintahan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan. 
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2.2.2 Sumber Daya Kelitbangan 

Sumbec daya manusia Kelitbangan menurut Pennendagri No. 17 Tahun 

2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintahan Daerah terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan 

tenaga lainnya. Jabatan fungsional keahlian yang dimaksud adalah pejabat 

fungsional peneliti, perekayasa, anaLis kebijakan dan pejabat fungsional lain 

yang terkait fungsi kelitbangan. Tenaga lain yang dimaksud adalah pegawai 

negeri sipil yang diangkat dalam jabatan administrator, pengawas dan 

pelaksana atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) yang 

menyelenggarakan fungsi kelitbangan. Dalam melaksanakan tugasnya pejabat 

fungsional peneliti mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Dart Refor-maai Birokras i Republik lnrinneaia Nnmnr .14 Ta+urn 2018 

Tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Peraturan Kepala Lembaga llmu 

Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis 

Jabatan Fungsional Peneliti. 

Sumber daya kelitbangan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Bappelitbang Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 

(satu) orang sekretaris. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang 

Provinsi Kalimantan Utara memiliki 3 {tiga) sub Bagi.an yaitu Bagian 

Perencanaan, Bagi.an Keuangan, serta Bagi.an Umum dan Kepegawaian. Rincian 

jumlah personil pelaksana kelitbangan yaitu 4 (empat) pejabat struktural yang 

terdiri atas I (satu) kepala bidang dan 3 (tiga) kepala sub bidang. 

Stiuktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan 

Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara memililri 5 bidang, yaitu ; 

Bidang Prasarana dan Pengembangan wilayah; 

1 .  Bidang Pengkajie n Perencane an Daerah dan Pengendalian 

Pembangunan; 

2. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

3. Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan; 

4. Bidang Penclitian dan Pengembangan. 

Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah terdiri atas 3 (tiga) subbidang 

yaitu: 

l.  Sub Bidang Pengembangan Wilayah 

2. Sub Bidang Pembangunan, Keciptakaryaan, dan Sumber Daya Air 

3. Sub Bidang Pembangunan Infrastruktur Konektivitas 

Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan 

terdiri atas sub bidang : 
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Pengkajian Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan 

2. Sub Bidang Monitoring Pengendalian clan Evaluasi Pembangunan 

3. Sub Bidang Data dan Transparansi Perencanaan 

Bid ana Pe:re:konomian dan Strmbe-r Dava Alam te:rdiri atas sub bidanc : 
- " - 

1.  Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemaritirnan 

2. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam 

3. Sub Bidang Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup 

Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan terdiri alas sub bidang : 

I.  Sub Bidang Kcsejahteraan Rakyat 

2. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Sumber Daya Manusia 

.l. S11h BirlRng Pemer-intab an dan A�rRh1r 

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas sub bidang : 

I. Sub Bidang Dokumentasi dan Publikasi 

2. Sub Bidang Penelitian Sumber Daya 

3. Sub Bidang Pengembangan Teknologi 

Tabel 2.44. 

Fonnasi Personil Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Poslai/Kedudukan 

Kepala Bappeda dan Litbang 
Sekretaris Bappeda dan Litbang 
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan 
Pengendalian Pembangunan 
Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan 
Wilayah 
Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan 
Kepala Sub Bagian Perencanaan 
Pit. Kepala Bidang Sosial, Budaya, dan Pemerintahan 
Kasubbag. Umum dan Kcpegawaian 
Kcpala Sub Bagian Kcuangan 
Kepala Sub Bidang Pengcmbangan Wilayah 
Kepala Sub Bidang Monitoring Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan 
Kepala Sub Bidang Data dan Transparansi 
Perencanaan 
Kepala Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif 
,.,i,. .... v ; ... 
............... �·�.._. .. 

Kepala Sub Bidang Pengembangan Pariwisata dan 

Lingkungan Hidup 
Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya 
Alam 

KepaJa Sub Bidang Pengembangan Budaya dan 
Sumber Daya Manusia 
Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Publikasi 

Golongan 

JV d  
JV b  
JV  c  

JV  b  

JV b  

JV  b  
lll d 

Ill d 

JV a 

111 d 
DI d 

Ill c 

ill c 

JV a 

JV a 

Ill b 

llI c 

Ill c 

llld 

Jumlah 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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Poslsl/Kedudukan 
Kepala Sub Bidang Penelitian Sumber Daya 
Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi 
Kepala Sub Bidang Pengkajian Perencanaan dan 
Penganggaran Pembangunan 
Kepala Sub Bidang Pembangunan Keciptakaryaan 
dan Sumber Daya Air 

Kepala Sub Bidang Pembangunan lnfrastruktur 

Golongan J11mlah 

IIld I 

IIl d  I  

III b I 

[lib I 

llI b I 

Sumber: Data Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara 

2.2.3 Pendanaan Kelltbangan 

Pembiayaan penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Utara, saat ini masih menggunakan surnber pendanaan 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah IAPBD) Provinsi Kalimantan 

Utara. 

2.2.4 Kerjasama Kelltbangan 

Kerjasama kelitbangan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara yaitu kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, serta 

lembaga atau komunitas terkait lainnya. Kerjasama yang dilakukan meliputi 

pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan inovasi. Kerjasama pelaksanaan kegiatan 

kelitbangan sebagian besar dilakukan dengan perguruan tinggi negeri (PTN) 

yang berada di Provinsi Kalimantan Utara yang telah difonnalkan melalui 

kesepakatan/ MOU dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam 

pelaksanaannya menggunakan bentuk kerjasama swakelola dengan instansi 

pemerintah lain sesuai dengan peraturan barang jasa yang berlaku, selain itu 

pula dilakukan bentuk kerjasarna kolaborasi tim pelaksana kelitbangan dan 
inovasi. 

Selain dengan PTN, kerjasama dilakukan dengan perguruan tinggi swasta, 

kornunitas-kornunitas, akademisi, pakar/ praktisi, baik yang terikat secara 

administrasi dalam bentuk kontrak/ perjanjian kerjasama atau pun tldak 

terikat. Berikut daftar MOU yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara dengan PTN; PT'S serta stakeholder kelitbangan Jainnya. 
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Tabet 2.45. 

Daftar MOU Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan PTN, 

PTS, serta pemangku kepentingan kelitbangan lainnya Tahun 2013-2017 

Tanggal Tanggal PTN, PTS, atau 

No 
Awai Akhir Pemangku Nomor Kesepakatan 

Keaepakata Kesepakau. Kepentingan Beraama 
n n Kelitbangan 

2013 

11  Oktober 1 1  Oktober Universitas 415.4/01/HKMORG/X/20 
2013 2017 Mulawannan 13,3410/UN17/DT/2013 

2 1 1  Oktober 1 1  Oktober Universitas Gajah Nomor: 180/07 /HK - 
2013 2017 Mada Org/l/2014, 

Nomor: 129[P[HT[2014 

2014 

7 Febrttar-i 7 F,-hn1i:1ri lrvs+i+ut Trknnlnej Nnmnr · 

2014 2018 Bandung 415.42/22/Hk.Org/201 
4, 

Nomor: 001/11.A/DN/2014 
2 18 Februari 18 Februari U niversitas Nomor: 415.42/31/Hk- 

2014 2018 Kaltara Org/2014, 24/Yapenas - 
Kaltara /11/2014 

3 18 Februari 18 Februari Universitas Nomor: 415.42/44/Hk- 
2014 2018 Borneo Tarakan Org/2014, 

Nomor: 

004/UN51/MoU/2014 
4 19 Februari 19 Februcri Pemerirrtah Ncmcr : 

2014 2015 Kabupaten 120.23/32Hk.Org/2014, 
Bulungan Nomor: 180/56/HK- 

V/2014 
5 19 Februari 19 Februari Pemerintah Kota Nomor: 

2014 2015 Tarakan 120.23/33/Hk.Org/20 l 
4, 

Nomor: l 97 /03- 
Ks/ll/2014 

6 19 Februari 19 Februari Pemerintah Nomor; 

2014 2015 Kabupaten 120.23/35/Hk.Org/201 
Nunulcan 4, 

Nomor: 
I 97 /8/ll/HK/2014 

7 19 Februari 19 Februari Pemerintah Nomor: 
2014 2015 kabupaten 120.23/34/Hk.Org/201 

�.1:::tlina.u � 

Nomor: 
3/PKS/ 180/HK/ll/2014 

8 19 Februari 19 Februari Pemerintah Nomor : 

2014 2015 Kabupaten Tana 120.23 /36/ Hk.Org/201 
Ti dung 4, 

Nomor: 
180/04 /MoU /Huk-Org- 
KTT/ll/2014 

9 26 Februari 26 Universitas 26/UNIO/DN/2014; 
2014 Juni2018 Brawijaya Malang 415.42/ 16 5/BH0/2014 
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Tanual Tanual PTN, PTS, atau 

No 
Awai iuu:Lir Pemangku iiomor Kesepaitatan 

Kesepakata Kesepakata Kepentlngan Bena.ma 
D D Kelitbangan 

10 4 Maret 4 Maret Universitas Nomor: 

2014 2019 Indonesia 415.42/ 44/Hk.Org/201 
A 

. .  

Nomor: 
6/HKB/R/UI/2014 

1 1  5  Maret 5 Maret Institut Pertanian Nomor: 

2014 2018 Bog or 05/TI3/K3M/2014, 
Nomor : 415.42/Hk- 

Org/2014 
12 13 Mei 2014 13 Mei Universitas Nomor: 

2019 Hasanuddin 17501 /UN4 /PM.05/201 
Makasar 4; 

Nomor: 415.42/116/hk- 
org/2014 

13 26 Juni 26 Juni Universitas Islam Nomor: 

2014 2018 N egeri Maulana UN.03/HM.Ol /2400/201 
Malik Ibrahim 4· 

• 

Malang Nomor: 
415.42/ i66/BHU/�Ul4 

14 17 17 Pemerintah Nomor: 

Desember Desember Provinsi Jawa 37 /P2KTrans/I/2015; 
2014 2015 Timur Nomor: 

4 75. l /2287 / 106.07 /20 I 
A·  

. .  

Nomor: 
66lDSTKTlSK[Xlll2014, 

2015 

1 7 April 2015 7 April Institut Teknologi Nomor: 197 /02/BH0/2015; 
2020 Sepuiuh Nomor i6jMoUjITSt'2015 

Nopember 
2 20 20 Pemerintah Nomor: 474.31/32/Bansos 

September September Provinsi Jawa Nomor: 197 /54.4/BHO 
2015 2016 Barat /2015 

3 22 22 Pemeri ... ntah Norr::.or:119/9536 
September September Provinsi Daerah Norn or: 

2015 2016 Jstimewa 197 /54.3/BH0/2015 
Yo akarta 

2016 

26 Mei 2016 26 Mei Perusahaan l l!.L..2�.tt j Nt\..�"tU / KO- 

2021 Perseroan WBC!00000/2016 
(Persero) PT Nomor: 198/506.1/SETDA 

Telekomunikasi 
Indonesia Tbk 

� 25 Juli 2016 �- 
D,.I.,; T nh\..,..,.... ... , ................. - � 

�- 
..... cu ..... ......... .......  �  ........ ........ � .... . .  

September Kerja Samarinda 002/DSTKT/VJI/2016; 
2016 nomor: 8!5A/BLK- 

SMD/VJl/2016 
3 25 Oktober 25 Oktober Gubemur Jawa Nomor: 475/048/2016, 

20 16 20 16 Tengah Nomor: 

198/ 180/BHO/X/2016 
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Tanggal Tanggal PTN, PTS, atau 

No 
Awal A.iurir Pemangku iiomor Kesepa&atan 

Kesepakata Kesepakata Kepentingan Beraama 

D D Kelitbangan 

2017 

1 3 Mei 2017 3 Mei 2019 PT. Indonesia Nomor : TPKR- 
Asahan U U 1 / M U U / V / 2 V l l ;  

Aluminium Nomor: 
(Persero) 198/91/HK/V/2017 

2 1 Agustus 1 Agustus PT. Wijaya Karya Nomor: 
2017 2019 (Persero) Tbk 198.1/11/HK/VIll/2017; 

Nemer: 

PS.01.03/ A.DIR.11378/2 
017 

3 2 November 2 November PT. Bank Nomor: 

2017 2018 Pcmbangunan 198/72/HK/XJ/2017; 
Dae rah Nomor: 

Kalimantan Timur MoU-l 19/PW34/3/2017; 
dan Kalimantan Nomor: 054/PRJ/BPD- 

Utara PSTLXIL20I7 

Potenai dan Permaaalahan 

Berdasarkan hasil identifi.kasi melalui diskusi terfokus dan telaahan 

dokumen terkait, maka dapat d.itarnpilkan potensi kelitbangan pada Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut : 

kelitbangan serta inovasi di Provinsi Kalimantan Utara; 

• Tingginya kebutuhan kelitbangan dari Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; 

• Adanya motivasi dari ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam 

mencari solusi dari permasalahan Provinsi Kalimantan Utara melalui 

pelaksanaan kelitbangan, khususnya dalam hal inovasi; 

• Kemudahan sinergitas antara Urusan litbang den Urusan Perencanaan di 

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dengan menerapkan hasil-hasil 

kelitbangan dalam perencanaan pembangunan; 

• Adanya penguatan kebijakan kelitbangan satu pintu di Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Utara. 

• Tersed.ianya database online basil kelitbangan (e-litbang) 

Sementara itu, permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Provinsi 

Kalimantan Utara adalah sebagai berikut: 

• Belum terbentuknya Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu dan 

Dewan Riset Daerah sesuai dengan amanah Peraturan Perundang- 
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• Terbatasnya jumlah pejabat fungsiona! peneliti dalarn berbagai bidang 

kepakaran 

• Belum adanya tenaga penduk:ung kelitbangan yang diperlukan untuk 

melaksanakan fungsi administrasi kelitbangan 

• Belum teraedianya pejahat fungsion.e.J perekayasa d.e.n analis kebijakan 

sesuai dengan amanah Peratu.ran Perundang-Unclangan ; 

• Belum tersedianya media publikasi di media cetak dan OJS (openjoumal 

system) untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemanfaatan hasil­ 

hasil kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara; 

• Minimnya publikasi ilmiah hasil-hasil kelitbangan Provinsi Kalimantan 

Utara; 

• Be1um opnmalnya p.emeofeetan hasil-hasll kelubangan sebagai 

rekomendasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; 

• Belum optima!nya koordinasi kegiatan kelitbangan antar Perangkat 

Daerah di lingk:ungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara; 

• Terbatasnya pagu anggaran yang dialokasikan daerah dalam mendukung 

kegiatan kelitbangan; 

• Belum tersedianya bank data yang lengkap dan ak:urat sebagai 

pendukung kegi.atan kelitbangan Provinsi Kelimantan Utare: 

Belum tersedianya aturan di tingkat pemerintah kota yang memayungi 

pengadaan barang danjasa kelitbangan dengan lembaga litbang non pemerintah 

dan perguruan tinggi swasta. 

Peluang dan Tantangan 

Adapun peluang yang berasal dari ekstemal Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara yang dapat mempengaruhi kegiatan Kelitbangan adalah 

sebagai berik:ut : 

• Tersedianya perguruan tinggi negeri dan akademisi kompeten yang 

berkualitas di Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung kegiatan 

kelitbangan di Provinsi Kalimantan Utara; 

• Potensi sumber daya manusia yang kreatif, produktif serta komunitas 

beragam yang dapat mendukung kegiatan kelitbangan di Provinsi 

Kalimantan Utar'e ; 

• Provinsi Kalimantan Utara memiliki akesibilitas dan kondisi geografis yang 

strategis; 

• Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat yang mendukung 

pengembangan kelitbangan, dimulai dari Undang-undang hingga 

Peraturan Menteri; 
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•  Terbukanya kerjasama kelitbangan dengan pemerintah kota/kabupaten 

lainnya. 

• Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat; 

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kelitbangan di 

Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut : 

• Tuntutan berbagai stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan, 

sehingga litbang diharapkan dapat memberikan rekomendasi perumusan 

kebijakan yeng implementat'f dan tepat sasaran untuk menjawab 

berbagai tantangan dan persoalan 

• Munculnya isu dan persoalan lintas wilayah yang memerlukan koordinasi 

multisektoral dalam upaya penyelesaiannya. 
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BABill 

ARAB KEBIJAKAN KELITBANGAN 

3.1. Arab Kebijakan Pembangunan Daerah 

Arl:Ul Kebijakan al.laiah ruiuuean kerungka pikir al.au kerartgka kerja urrtuk 

menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis 

daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pcnjabaran strategi. Arah 

kebijakan merupakan pengejawantahan dari stratcgi pembangunan daerah 

yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran 

pembangunan. 

Secara normatif arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang 

menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. 

b. Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada 

pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. 

Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala 

daerah ke dalam rencana kerja yang actionable. Segala sesuatu yang secara 

langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka 

clianggap strategis. Perencanaan strategik clidukung oleh keberhasilan kinerja 

dari implementasi perencanaan operasionaJ dengan kerangka sebagairnana 

clijelaskan dalam bagan berikut. 
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Kerangka Perencanaan OperasionaJ 

3.1.1.Viai dan Milli 

Bagian ini mcnjclaskan visi dan misi dacrah sesuai dcngan Rencana 

Pemhengunan .Tangka Panjang Daerah Prnvinsi Kalimantan Utara Ta+urn 200,c;- 

2025. 
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Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 

periode tahun 2021-2026 berpijak pada: (1) tekad yang kuat dan bulat untuk 

mewujudkan secara nyata cita-cita dan harapan masyarakat Kalimantan Utara 

serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat; (2) visi pembangunan Jangka 

Paniane- Daet-ah Prnvinsi Kalimantan Utara oeriode 200S-202S: dan l�l c-.anaian 
., .., . . ' . . 

kinerja pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara. 

Cita-cita dan harapan serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat 

adalah keinginan/dambaan yang kuat akanperubahan, kemajuan dan 

kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dimana hal ini sangat terkait dengan 

pembcntukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Daerah Otonomi Baru. 

Selanjutnya Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi 

Kelimante n Ut ara Tahrrn 200S-202S yRng mendaaar-i visi , misi, t11j11Rn dan 

sasaran RPJMD Provinsi Kalirnantan Utara periode tahun 2021-2026 adalah 

"Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Wilayah Perbatasan Menjadi 

Beranda Terdepan NKRI yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, Adil dan Beradab" 

yang clidukung oleh Misi sebagai berikut: 

1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Bermoral dan 

Berahlak Mulia. 

2) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

yang Ramah dan Berkelanjutan. 

3) Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing. 

4) Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan berkeadilan. 

5) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. 

6) Mewujudkan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan 

Utara 

Sedangkan, capaian kinerja pembangunan Provinsi Kalimantan Utara 

sampai dengan tahun 2020 menunjukan masih clitcmukan beberapa inclikator 

tujuan dan sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan. Sehingga 

capaian kinerja pembangunan dimasa yang akan datang harus diproyeksikan 

secara benar dengan mempertimbangan berbagai aspek pendukungnya, dengan 

harapan proyeksi capa.ian pembangunan tersebut dapat direalisasikan dalam 

rangka mewujudkan cita-cita dan harapan untuk berubah, maju dan menjadi 

lebih sejahtera. 

A. Vis! Daerah 

Memperhatikan cita-cita dan harapan masyarakat Kalimantan Utara, 

memperhatikan visi pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
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2025, memperhatikan capaian kinerja 

pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara dan hasil analisis 

permasalahan serta isu strategis daerah, maka visi Gubernur dan Wakil 

Gubemur terpilih telah memiliki keselarasan, sehingga visi pembangunan 

Provinsi Kalimantan Utara dalam RPJMD Tahun 2021 -2026 adalah: 

"Terwujudnya Provinsi Ka1imantan Utara yang Berubah, Maju, dan 
Sejahtera". 

Visi tersebut merniliki substansi nilai-nilai (values) atau pokok- pokok 

visi yang menjadi dasar pijakan untuk menjabarkan misi pembangunan. 

Adaprm poknk-pokok vis! pr.mhAng11n;:1n dalam RP.IMO Provinsi Kalimarrtan 

Utara tahun 2021 - 2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.1 .  

Tabel 3 .1 .  

Perumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 

2021-2026 

Pokok­ 
pokok Vlai 
BERUBAH 

MAJU 

Penjabaran 

Adalah suatu kondisi kehidupan pada berbagai lini dalam 
rangk» mernbangun daerah yang diawali dari ]ini paling 
bawah, dengan perubahan paradigma dalaro konsep 
membangun daerah melalui sinergisitas antara pemerintah, 
masyarakat, dan swasta dalam tata kelola yang efisien, 
efektif, dan produktif dengan pemberdayaan sumberdaya 
daerah berbasis komunitas pada Kabupaten/Kota sebagai 
pilar provinsi; terwujudnya peran aktif segenap stakeholder 
secara terpadu dan ha.rmonis dalarn mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara 
otonom. 
Suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan 

meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya 
ekonomi desa dan kelurahan serta daerah yang 
mengandalkan pada kegiatao yang produktif, bernilai 
tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan 
kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pad 
peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah 
dan kopcrasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang 
modem, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; 
terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan 
yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan 
kemitraan usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan 
usaha besar yang ad.ii dan sating menguntungkan. 

SEJAHTERA Suatu kondisi Provinsi Kalimantan Utara secara terus­ 
menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama 
pangan dan g::zl, pendidlkan, kesehatan, air bcrsih, 
pendidikan, perurnahan, dan pekerjaan; berkembangnya 
nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai 
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Penjabaran 

keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang 
rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan 
bebas dari segala bentuk gangguan, konflik, dan tindak 
kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, 

pengelolaan sumberdaya, pelayanan publik, 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

B. Mid Daerah 

Misi merupakan rurnusan pemyataan mengenai upaya-upaya atau 

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

Berdasarkan pengertian terse but serta berlandaskan pada makna visi 

Provinsi Kalima.ntan Utara, make ditetapkan misi Provinsi Kalimantan Uta.re 

2021- 2025 sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut: 

I) Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai 

melalui pcnyelcnggaraan pemerintahan yang baik; 

2) Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata 

Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara 

profesional, efisian, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran 

3) Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, 

cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produkti.fitas dan berdaya 

saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan 

berwawaskan; 

4) Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam 

dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang 

berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh , terarah, 

terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan llmu Pengetahuan dan 

Teknologi; 

5) Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, 

pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan 

mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan 

pembangunan; 

6) Mt>::wujurlken perringkafan e:konomi yang berdaya saing, clan 

mcngurangi kcscnjangan antar wilayah serta meningkatkan 

ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat 

melalui sektor perdagangan,jasa, industri, pariwisata, dan pertanian 

dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang 
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berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar 

kabupaten/kata; 

7) Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis 

dengan berbagai latar betakang budaya dalam kerangka semangat 

Kebhirteke an di provinsi Kalimantan Utara; 

8) Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi 

terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah; 

9) Mewujud.kan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial 

dalam pembangunan; 

10) Mcwujudkan pcrlindungan dan pcmbcrdayaan Kapcrasi dan UMKM; 

11)  Mcningkatkan kinerja Pembangunan dan lnvcstasi Daerah dcngan 

melibatkart Pr.ngi1sah::1 darr invr.stor Lnk::11 sr.rtA Nastonal , 

12) Memberi bantuan pengembangan sektorproduktif dan potensi 

strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk 

LokaJ masing-masing Kabupaten/Kota; 

13) Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/ Komunitas dalam 

upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi 

Bantuan Keuangan kcpada Kabupatcn/Kota scbagai pilar 

provinsisesuai kemampaun APBO setiap Tahun. 

14) Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB scbagai !bu Kata Pravinsi 

Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; 

Kata Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten 

Apo Kayan. 

Visi mcrupakan tujuan/harapan/cita-cita yang diinginkan. Sedangkan 

m.isi mcrupakan langkah atau penjabaran apa yang akan dilakukan untuk 

mewujudkan viei. Oleh karenarrya viai dan misi rnerrriliki ker+kaif an yang erat. 

Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari keterkaitan pokok-pokok m.isi dan visi 

pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 - 2026, scbagaimana 

diuraikan dan disajikan pada Tabet 3.2. 

Tabet 3.2. 

Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi Pembangunan Provins 

Kalimantan Utara 2021-2026 

Pokok­ 
pokok Visi 
BERUBAH 

Penjabaran 

(11)  Meningkatkan kinerja pembangunan dan investasi 
daerah dengan melibatkan pengusaha dan investor 
lokal serta nasional 

(13) Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan 
RT /Kcmunitas dalam upaya gcrukcn mcmbangun 
desa menata kota, scrta memberi bantuan keungan 
kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai 
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Penjabaran 

kemampuan APBD setiap tahun 
(5) Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktir 

pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir, dan 
perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan 
.-.�A,,1..+;r.+ ,t,..,.,.,,,L-, ..1 1 ....., �.-.,..1,..,, .... 
.... .., � ....u & . 

pembangunan 
(14) Mewujudkan Tanjung Seier menjacli DOB sebagai 

Ibukota Provinsi Kalimantan Utara serta beberapa 
DOB yang telah diusulkan yaitu: Kota Sebatik, 
Kabupaten Kabudaya, Kabupatcn Kerayan, Kabupaten 
Apo Kayan 

(8) Mewujudkan ketahanan energi dan pengembangan 
PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan 
potensi daerah 

MAJU (I) Mewujudkan Kalimantan Utara yang aman, nyaman, 
dan darnai melalui penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik 

(2) Mewujudkan sistem pemerintahan provinsi yang 
clitopang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota 
scbagai pilar utarna secara profcsional, efisicn, efektif, 
dan fokus pada sratem pengangguran yang 
bcrbasiskan kinerja 

(4) Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber 
daya alam dengan nJlai tarn bah tinggi dan berwawasan 
lingkungan yang berkelanjutan secara efisien, 
terencana, menycluruh, tercruh, terpadu, den 
bertahap dengan berbasiskan llmu Pengetahuan dan 
Teknologi 

(6) Mewujudkanpeningkatan ekonomi yang berdaya saing, 
dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta 
meningkatkan ketahanan pangan dengan berotientasi 
pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, 
jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti 

luas dengan pengembangan infrastru.ktur yang 
berkualitas dan merata serta meningkatkan 
konektivitas antar Kabupaten/Kota. 

( I 0) Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan 
koperasi dan UMKM. 

(12) Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan 
potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui 
pengembangan produk lokal masing-masing 
KabupateniKota 

SEJAHTERA (3) Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia 
yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakh.lak mulia, 
produktifitas, berdaya saing dengan berbasiskan 
pendidikan wajib belajar 16 tahun dan berwawasan. 

{7} Mewujudkun kunlitua kerukuncn kehidupcn beragcma 
dan ctnis dengan berbagai latar belakang budaya 
dalam kerangka semangat kebhinckaan di Provinsi 
Kalimantan Utara 

(9) Mewujudkan peningkatan dan kualitas kesetaraan 
eender dan milenial dalam oembaneunan 
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3.1.2.Arah Kebijakan clan Strategi Jaogka Paojaog Pembaogunan Daerah 

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, maka perlu dirumuskan dan 

ditetapkan strategi, arah kebijakan dan program-program pembangunan yang 

terencana , terpadu dan terukur dengan memper-hittrngkan lingkungan strategts, 

dukungan kelembagaan dan ketersediaan sumber pembiayaan. Berkenaan 

dengan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Provinsi 

Kalimantan Utara didesk:ripsikan sebagai berikut. 

Strategi dan arah kebijakan Provinsi Kalimantan Utara 2021- 2026 

dirumuskan dan ditetapkan untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran 

pembangunan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan 

memperhafikan 11n1sRn wajib pemerirrtah daerah, pemerm he n atartdar 

pelayanan minimal, agenda dan prioritas pembangunan nasional, serta 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara terencana, terpadu dan 

terukur dengan memperhitungkan kapasitas perangkat daerah Provinsi 

Kalimantan Utara. 

Misi 1 "Mewujudkan Kalimantan Utara yang aman, nyaman, dan damai melalui 

.nenyelenggaraan pemerintuhan yang baik" bertujuan untuk menjaga 

kondusifitas wilayah, dengan sasaran : 

1. Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah 

2. Meningkatnya kualitas penanganan bencana 

Hal ini dilakukan melalui strategi peningkatan ketangguhan pemerintah 

daerah dan masyarakat dalam mengantisipasi dan menangani gangguan 

keamanan dan bencana, melalui arah kebijakan : 

• Meningkarkan ketenterarnan den ketertiban 1..1m1..Lrn 

• Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keterampilan Pemerintah 

Daerah dan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana dan 

penanggulangan bencana 

Mi•i 2 • Mewujud.kan Sistem Pemeri.ntahan Provinsi yang ditopang oleh Tata 

Kelola Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai pilar utama secara profesional, 

efisien, efekti.f, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja" 

bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, 

akuntabel dan inovatif, dengan sasaran : 

1 .  Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan profesionaJ, 

efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan 

kinerja. 
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Hal ini dilalrukan melalui strategi peningkatan efisiensi, transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan 

daerah, dan pengawasan internal Pemerintahan Daerah, melalui arah 

kebijakan: 

• Meningkatkan inovasi daerah 

• Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, 

dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan 

• daerah berbasis elektronik 

• Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 

Misi 3 "Mewujuclkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, 

kreatif, inovatif, berakhJak mulia, produktif dan berdaya saing dengan 

berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan kebangsaan" 

bertujuan untuk Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dengan 

sasaran: 

• Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 

• Meningkatnya kualitas Pendidikan dan Kebudayaan Masyarekat 

• Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat 

Hal ini dilakukan melalui strategi : 

> Peningkatan layanan Kesehatan ibu, anak dan balita serta perbaikan 

gizi masyarakat 

)> Peningkatan pengendalian penyakit dan pembudayaan perilaku hidup 

bersrih ctan sf"hat 

> Penguatan sistem kesehatan 

> Penyelenggaraan Pendidikan yang merata, berkualitas dan terjangkau 

> Pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan 

> Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja 

) Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja 

Misi ketiga ini dilakukan rnelalui arah kebijakan : 

• Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak 

• Meningkatkan status gizi masyarakat 

• Meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif 
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•  Meningkatkan pelayanan keterjangkauan, ketersediaan SDM, fasilitas 

kesehatan, dan alat kesehatan. 

• Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai 

standar 

• Menyediakan dan mendistribusikan tenaga pendidik dan 

kependidikan yang berkualitas 

• Meningkatkan sarana dan prasarana serta aksesbilitas pendidikan 

• Meningkatkan layanan pendidikan vokasi / kejuruan 

• 

• Mengembangkan literasi digital 

• Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin 

• Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat rniskin secara 

tepat sasaran 

• Meningkatkan kualitas penanganan dan pembinaan Pemerlu 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta pemberdayaan Potensi 

dan Sumber Ke�rjaj,trr.A�_n �ns.ial {�KS) 

• Meningkatkan mutu, keahlian, dan keterampilan tenaga kerja 

• Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan peluang berwirausaha 

Mlai 4 "Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan 

nilai tambah, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien; 

terencana, menyeluruh, terarah, terpadu dan bertahap dengan berbasiskan ilmu 

pengetahuan dan teknologf' bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan 

hidup, dengan sasaran : 

1. Terwujudnya pembangunan rendah karbon 

2. Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan 

Hal ini dilakukan melalui strategi : 

>" Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan ik.lim 

l> Peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

Misi keempat ini dilakukan melalui arah kebijakan : 

• Meningkatkan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim baik sektor 

lab.an, energi, transportasi dan pengolahan limbah 

• Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya 

penurunan emisi GR__'I( 
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•  Mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran dan 

kerusakan pesisir dan laut, pencem.aran dan kerusakan lahan 

gambut, serta pengendalian tutupan lahan 

• Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya 

pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai 

tam bah 

• Meningkatkan Pemanfaatan jasa ek.osistem, hasil hutan kayu dan non 

kayu secara berkelanjutan 

Mia! 5 "Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, 

pedalaman, perkotaan, pesisir, dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi 

den prnduktifitas daerab dalam r-angka pemere tae n pembarrgurran" berrujue n 

untuk Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, dengan 

sasaran: 

l. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan 

2. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar 

Hal ini ctilakukan melalui strategi : 

Peningkatan kuaJitas infrastruktur dan layanan transportasi 

Pr.ningkRtAn K11AlitRs dnn fungsi infrasf-rukttrr daear 

Misi kelirna ini ctilakukan melalui arah kebijakan : 

• Meningkatkan kondisi kemantapan ja1an provinsi 

• Meningkatkan Meningkatkan konektivitas 

berkeselamatan yang terpadu dan terintegrasi multi moda 

• Meningkatkan mutu, layanan dan akses air bersih, sanitasi dan 

telekomunikasi 

• Menata lingkungan pcrumahan dan permukiman di kawasan 

perkotaan menjadi Jebih nyaman dan bersih 

Mlsi 6 "Mewujudkan peninqkaicui ekonomi yang berdaya sainq, pertumbuhan 

ekonomi yang mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan 

ketahanan pangan dengan berorientasi pada. kepentingan rakyat melalui sektor 

perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan 

pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan 

konektiuitas antar kabupaten/ kota" bertujuan untuk Mewujudkan ekonomi 

daerah yang berdaya saing, dengan saearan : 

1. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, 

perdagangan, jasa , mdtrstr-i, pariwisata 

Hal ini dilakukan melalui strategi : 

transportasi 
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Peningkatan produktivitas dan produksi komoditas unggulan pertanian 

Peningkatan produktivitas dan produksi komoditas unggulan perikanan 

Pengembangan industri pengolahan berbahan baku lokal 

Penguatan layanan jasa dan perdagangan 

Mengt>mhRnekRn inrh1stri kep::1riwis::it::.::1n rl::1n ekonorni kre-atif �("rRrR 

terintegrasi 

Misi keenam ini dilakukan melalui arah kebijakan : 

• Meningkatkan Produktivitas dan produksi Petemakan, Perkebunan , 

Tanaman Pangan dan Hortikultura 

• Meningkatkan Ketersediaan, Akses, Distribusi, kearnanan dan 

penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam 

• Meningkatkan Pengamanan Sumberdaya Perikanan 

• Meningkatkan Produksi Perikanan tangkap dan Perikanan Budidaya 

• Meningkatkan Nilai Tambah Produk Perikanan 

• Meningkatkan Produksi dan Kualitas lodustri Unggulan 

• Akselerasi Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan lndustri 

• Meningkatkan Jaringan Distribusi Perdagangan, Pengendalian Harga 

dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok, serta perlindungan konsumen 

• Mewujudkan SD!\-! dan Kelembagaan Pariwisata serta Ekoncmi kreatif 

yang unggul dan berdaya saing 

• Mengembangkan Destinasi Wisata dan Produk ekonomi kreatif yang 

bernilai tarnbah dan berdaya saing 

• Meningkat.kan Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis 

kemitraan dan teknologi digital 

Misi 7 "Mewujudkan kualitas kerukunan dan kehidupan beragama, etnis dan 

latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di Provinsi 

Kalimantan Utara' bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang 

harmonis, dengan sasaran : 

I .  Meningkatnya toleransi antar umat beragama 

Hal ini dilakukan dengan strategi peningkatan kerukunan hidup beragama, 

bermasyarakat, berbangsa dan bemegara melalui arah kebijakan : 

• Meningkatkan ketentraman dan kerukunan an tar umat beragama 

• Meningkatkan nilai-nilai toleransi dan kebhinnekaan dalam 

kehidupan bennasyarakat, berbangsa dan bemegara 

Mia! 8 •Mewujudktm. ketahanan energi dan pengembangan PLTA serta 

mengembangkan energi terbarukan dengan pemanjaatan potensi daerah", 
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bertujuan untuk Mewujudkan ketahanan energi daerah, dengan sasaran : 

1.  Meningkatnya aksesibilitas terhadap penggunaan listrik dan Energi Baru 

Terbarukan 

Hal ini clilakukan dengan strategi Peningkatan infrastruktur dan layanan 

kr.tenagalistrikan aerta pengembe ngan Energi Barn Tr.rbarukan, mr.lalui arah 

kebijakan: 

• Meningkatkan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta 

fasilitasi energi baru terbarukan 

• Akselerasi pembangunan PLTA sebagai salah satu sumber energi baru 

terbarukan 

Mial 9 .. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan milenial dalam 

pembangunan"' bertujuan untuk Mewujudkan kesetaraan gender dan milenial 

dalam pembangunan, dengan sasaran : 

l .  Meningkatnya Pcngarusutamaan Gender 

2. Meningkatnya pcran serta pemuda dalam pembangunan 

Hal ini dilakukan dengan strategi : 

Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan 

Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda 

Misi kesembilan ini clilakukan melalui arah kebijakan : 

• Meningkatkan Peran dan Kualitas Kelembagaan pengarusutamaan 

Gender (PUG) 

• Meningkatkan Peran Gender da!am semua sektor pembangunan 

• Meningkatkan Ketahanan Keluarga serta peran dan perlindungan 

perempuan dan anak 

• Akselerasi Peran dan Kemandirian Pemuda dalam Pembangu.nan 

Misi 10 "Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM" 

bertujuan untuk Mewujudkan ketahanan ekonomi kerakyatan, dengan sasaran 

1. Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM 

Hal ini dilakukan dengan strategi : 

Pengembangan inovasi dan peningkatan daya saing produk Koperasi dan 

UMKM 

Inkubasi koperasi dan UMKM 

Misi kesepuluh ini dilakukan melalui arah kebijakan : 

• Mt-ninekRtkRn FRsilitRsi KPmitrR::.n, .lRrine:::in Pernasar-an, TPknnlogi 

serta akses Permodalan Koperasi dan UMKM 



-114-  

•  Meningkatkan kapasitas dan daya saing Koperasi dan UMK.M 

Miai 11 "Meningkatkan kinerja pembangunan dan inuestasi daerah dengan 

melibatkan pengusaha dan inuestor lokal serta nasionar bertujuan untuk 

Mewujudkan iklim Investast yang kondusif, dengan easaran : 

1.  Meningkatnya Kepastian hukum berinvestasi 

Hal ini dilakukan dengan strategi Peningkatan daya saing investasi, melaJui 

arah kebijakan: 

• kebijakan Mengembangkan Sistem Perizinan dan Non Perizinan yang 

terintegrasi berbasis teknologi informasi. 

• Meningkatkan iklim penanaman modal, kualitas kerjasama dan 

pfplrti,rites promcsi P"'nAnRTTIAn modal. 

Miai 12 "Memberi. bantuan pengembangan sektor produkti.f dan poten.si strategis 

di setiap desa dan kelurahan melalui pengembangan produk lokal masing-masing 

Kabupaten/ Kata• bertujuan untuk Mewujudkan pemerataan pendapatan an tar 

wilayah yang berkeadilan, dengan sasaran : 

1. Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat 

HAI i n i dilakrrkan rlr.ne-An str::1tr.Pi Aksr.lr.rnsi neneemhanvan rtrnduk lokal 
... .... . ... ... . 

Kabupaten/Kota, melalui arah kebijakan : 

• Mengembangkan produk unggulan kawasan perdesaan berbasis 

pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, dan 

pariwisata. 

Mlsl 13 "Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam 

upaya geraka.n memhangun deso menata lcnta sertc memheri. han.tuan keuangan 

kepada Kabupaten/ Kata sebagai pilar prouinsi sesuai kemampuan APBD setiap 

tahun" bertujuan untuk Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas, 

dengan sasaran: 

l. Meningkatnya kemandirian desa 

Hal ini dilakukan dengan strategi Sinergi dan kolaborasi pembangunan 

perdesaan, melalui arah kebijakan : 

fW"mh::1ne,1n::1n 

RT/Komunitas 

• Meningkatkan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya 

manusia perdesaan yang unggul 
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Miai 14 "Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Jbukot.a Prouinsi 

Kalimantan Utara serta beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu Kota Sebatik, 

Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan• bertujuan 

untuk Mewujudkan Percepatan pembentukan DOB, dengan sasaran : 

1 .  Mt-ningkatnya Pengernbangan Wilayah Administrasi Kecarnatan untuk 

pemenuhan Syarat Pembentukan DOB yang diusulkan 

Hal ini dilakukan dengan strategi Akselerasi Pembentukan Wilayah 

Kecamatan dalam Usulan DOB, melalui arah kebijakan : 

• Pembentukan kawasan khusus Ibukota Provinsi Kalimantan Utara 

sebagai persiapan menjadi DOB 

• Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wilayah 

Arah kebijakan tahunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

merupakan panduan yang mengarahkan perumusan stratcgi dalam rangka 

mencapai tujuan dan sasaran setiap tahapan dalam kurun waktu 2021 sampai 

dengan tahun 2026. Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk merasionalkan 

pilihan strategi sehingga rencana pembangunan memiliki tema/fokus. 

PP.nPkAnAn tPmR/fnk11s sr.tiAp tarurn selama per-iode RP.IMO har-ns mr.miliki 

kesinarnbungan dalam rangka mencapai visi, rnisi, tujuan, dan sasaran yang 

telah ditetapkan. Tema/fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Utara adalah 

sebagaimana disajikan pada Gambar 3.2 . 

. •:•. 
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Gambar3.2. 

Tema/Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 

Pcnjabaran tema/fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Utara tahun 

2021 - 2026 adalah sebagai berikut: 
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1. Tema Pembangunan Tahon 2021 

Tahun 2021 adalah masa transisi pemerintahan di Provinsi Kalimantan 

Utara, oleh karenanya Gubemur clan Wakil Gubemur terpilih harus 

melakukan langkah awal untuk mengkonsolidasikan seluruh kebijakan agar 

pembangunan yang akan dilakukan memperoleh dukungan yang maksimal. 

Selain itu, tahun 2021 merupakan masa transisi pemulihan pandemi Covid- 

19, sehingga harus dirumuskan sejak dini berbagai upaya dan langkah 

untuk memulihkan kesehatan dan memulihkan ekonomi pasca Covid-19. 

Berdasarkan hal tersebut, maka tema/fokus pembangunan Provinsi 

Kalimantan Utara pada tahun 2021, adalah "Konsolidasi Kebijakan 

Pembangunan Daerah dalarn Rangka Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan". 

2. Tema Pembangunan Tahon 2022 

Pada tahun 2022 "Memantapkan Pemulihan Ekonomi Dan Kesehatan 

Untuk Pertumbuhan Yang Inklusif" dijadikan tema/fokus pembangunan. 

Pemulihan ekonomi dan kesehatan menjadi dua ha! yang tidak dapat 

dipisahkan dalam menjaga ketahanan hidup pasca pandemi. Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Utara secara sinergi baik dari tingkatan paling bawah 

hingga ke tingkat provinsi har-us tetap memperhatikan dua hal tersebut 

yakni faktor ekonomi dan kesehatan. Pemerintah bersama masyarakat 

harus terns menggerakkan ekonomi dengan menjalankan segala aktivitas 

dengan protokol kesehatan di tatanan kehidupan era baru. Mendorong 

peningkatan konsumsi masyarakat menjadi perhatian pen ting agar ekonomi 

semakin membaik. Pemulihan perekonomian daerah dimulai dari 

memberikan insentif kepada usaha-usaha sektor primer, UMKM dan 

knpere si yang mertrpakan usaha terdampe k parrderni r.nvid-lQ, st':hingga 

dapat mendorong masyarakat dan dunia usaha menciptakan lapangan 

kerja. Layanan kcschatan ditingkatkan, baik pelayanan di rumah sakit, 

puskesmas maupun di unit Kesehatan lainnya. Sementara itu, pada tahun 

ini dilakukan akselerasi/percepatan dan transpormasi pembangunan 

melalui Gerakan Kaltara Rumah Kita. 

3. Tema Pembangunan Tahun 2023 

Terna Pada tahun 2023 yang menjadi tema/fokus pembangunan adalah 

"Pengembangan Industri Dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri 

Berbasis Sumber Daya Lokal". Terna ini mengisyaratkan bahwa 

pernbangunan daerah Provinsi KaJirnantan Utara pada tahun 2023 harus 
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diarahkan pada pengembangan clan pengua tan industri secara luas, 

meliputi: 

1) industri primer, seperti pertanian, perkebunan, 

petemakan, perikanan, kchutanan dan pertambangan; 

2) industri pengolahan; 

3) industri ketenagalistrikan; 

4) industri perdagangan dan jasa; 

5) industri pariwisata dan ekonomi kreatif; 

6) industri kecil dan menengah, dan industri lainnya. 

Karena, industri- industri tersebut merupakan industri yang menopang 

hajat hirh1p masyar-akat srk::1lig,1s sr.h::1g::1i inrtuatri y;:ing mrnriomng 

terjad.inya peningkatan pertumbuhan ekonom.i Kalimantan Utara serta 

dapat memberikan nilai tarnbah sesuai dengan rantai nilai industrinya. 

Selain itu, pengembangan dan penguatan industri-industri tersebut berarti 

mendorong terjadinya peningkatan investasi. Namun, peningkatan investasi 

dalam industri harus didukung oleh pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur. 

4. Tema Pembangunan Tahun 2024 

Pada tahun 2024 tema/fokus pembangunan "Peningkatkan 

Keanekaragaman Industri Dan Perdagangan Produk Unggulan Daerah". 

Pada tahun 2024 hasiJ-hasil nyata pelaksa.naan program dan kegiatan 

pengembangan dan penguatan industri pada tahun 2023 oleh seluruh 

perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalirnanlan Utara, Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan terus dilaksanakan agar 

Kalimantan Utara scmakin mengalami perubahan dan kemajuan dan 

kcscjahtcraan masyarakatnya scmakin tinggi. Pclaksanaannya diarahkan 

pada upaya untuk scmakin mcningkatnya keanekaragaman industri dan 

melahirkan industri-industri unggulan daerah yang mcmbcri.kan nilai 

tambah tinggi. lndustri unggulan yang menghasilkan produk-produk yang 

semakin baik harus diikuti dengan kemampuan melaksanakan perdagangan 

produk/komoditas unggulan daerah dari bidang pertanian, perkebunan, 

perikanan, dan kelautan, petemakan, pertambangan, tidak terkecuali 

produk unggulan industri pcngolahan, industri ketenagalistrikan, industry 

kecil clan menengah serta industri pariwisata berskala intemasional. 

Dimana peningkatan keanekragaman industri dan perdagangan komoditas 

unggulan daerah didukung oleh inovasi teknologi, kreativitas ekonomi, 



- 1 18-  

kualitas sumberdaya manusia, infrastruktur yang memadai dan tata Kelola 

pemerintahan yang mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi. 

5. Tema Pembangunan Tahun 2025 

Pada tahun 2025 tema/fokus pembangunan adalah "Pemantapan 

Industri Dan Penlagangan Komoditas Unggulan Daerah". Pada tahun 2025 

dipastikan sebagian besar target dari tujuan dan sasaran sesuai visi dan 

misi Provinsi Kalimenten Utare 2021-2026 dapat tercapai , yang mr.mastikan 

semakin meningkatnya manfaat dan hasil nyata pelaksanaan program dan 

kegiatan seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalirnantan Utara, 

Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan bagi 

perubahan, kemajuan dan rakyat dan kemajuan daerah. Hal tersebut 

didukung oleh semakin mantapnya kualitas inovasi industri daerah dan 

kemajuan perdagangan produk unggulan industri yang ctidukunh kualitas 

sumberdaya manusia, kuantitas dan kualitas infrastruktur dan tata Kelola 

pemerintahan yang baik. Dengan konctisi semakin tingginya pertumbuhan 

serta pemerataan ekonomi. 

6. Tema Pembangunan Tahun 2026 

Pada tahun 2026 ini di harapkan semua prioritas pembangunan sudah 

dapat diselesailcan, dimana semua target yang ditetapkan dapat tercapai 

secara tuntas. Dalam hal ini ditandai dengan perubahan dan kemajuan 

berbagai sektor pembangunan dan mantapnya kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karenanya tema pambangunan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 

2026 ini adalah "Perwujudan Perubahan, Kemajuan Dan Kesejahteraan 

Masyarakat", 

Dcngan mempertimbangkan sinergi rencana pembangunan dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta rencana pemindahan lbu Kota 

Negara kc Kalimantan, maka arah kebijakan pengembangan wilayah 

Provi.nsi Kalimantan Utara 202L-2026 adalah untuk mendukung 

pengembangan kawasan strategis dalam rangka pengembangan ekonomi, 

penguatan sosial budaya, pengelolaan surnberdaya alam, dan penguatan 

daya dukung lingkungan serta mengembangkan Pusat Kegiatan Strategis 

Nasional (PKSN) di Long Nawang, kawasan strategis nasional, yaitu Kawasan 

Perbatasan darat RI dengan Serawak Malaysia, Heart of Borneo (HoB) sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008. 
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Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan strategis 

Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas: 

1) Kawasan Perbatasan; 

2) Kawasan Industri dan Pelabuhan Intemasional Tanah Kuning - 

Mangkupadi; 

3) Kawasan Hutan Kayan Mentarang; dan 

4) Kawasan Lum bung Pangan (Food Estate). 

Sedangkan berdasarkan Peta Kawasan dan Kegiatan Prioritas Nasional 

di Provinsi Kalimantan Utara, kegiatan prioritas nasional di Provinsi 

Kalimantan Utara meliputi KIP! Tanah Kuning, Pusat Kegiatan Nasional 

(PKN) Tarakan dan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor yang saat ini 

dimasukan dalam kebijakan sebagai Kawasan Khusus Tanjung Selor Ibu 

Kola Provinsi Kali.manta Utara. 
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Peta Kawasan dan Kegiatan Prioritas Nasional di Provinsi Kalimantan Utara 

Secara rinci arah kebijakan pembangunan Kawasan strategis Provinsi 

Kalimantan Utara dan Kawasan dan Kegiatan Prioritas Nasional di Provinsi 

Kalimantan Utara adalah sebagaimana yang tersaji pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. 

Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis dan Kegiatan Prioritas 

Nasional di Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 

Kawasan Arah Kebljakan 
Kawasan Perbatasan 
Kabupaten Malinau - 
Kabupaten Nunukan 

1. Mempercepat realisasi pembangunan jaringan 
jalan, listrik dan telckomunikasi wilayah 
perbatasan 
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Kawaaan 

2. 
3. 
4. 
5. 

Kawasan Industri dan 1. 
Pelabuhan 
Intemasional Tanah 
Kuning -Mangkupadi 2. 

3. 

Kawasan Hutan Kayan 1. 
Mentarang 

2. 

Kawasan Sen tra 1. 
ProduksiPangan (Food 
Estate) 
Kota Baru Mandiri 1. 
(KBM) Tanjung Selor 
(Kawasan Khusus Ibu 
Kota Kaltara) 2. 

Pusat Kegiatan Nasional 1. 
(PKN) Tarakan 

Arah Keb!Jakan 
Mempercepat peningkatan kualitas SOM 
Memperkuat kesadaran politik kedaulatan NKRI 
Meningkatkan pelayanan lintas batas negara 
Memperkuat kerjasama ekonomi dan 
perdagangan antar 
negara 
Mempercepat realisasi industri pengolahan 
kelapa sawit 
serta produk turunan 
Meningkatkan industri berbahan baku mineral 

Pelabuhan Intemasional 
Mempercepat realisasi investasi sarana 
prasarana wisa ta 
alam 
Meningkatkan dukungan negara maju dalam 
pelestarian 
Taman Nasional Kayan Mentarang 
Mempercepat pembangunan sarana prasarana 
pertanian unggulan daerah 

Pembentukan kawasan khusus Tbukota Provinsi 
Kalimantan Utara sebagai persiapan menjadi 
DOB 

Memfasilitasi dan mengkoordinasikan 
pcmbentukan wilayah kecamatan dalam usulan 
uOB 

Meningkat fungsi Kota Tarakan dalarn melayani 
kegiatan skala nasionaJ, bcberapa provinsi dan 
internasional 

Selain itu, arah kebijakan pengembangan kewilayahan Provinsi 

Kalimantan Utara dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan 

wilayah desa/kelurahan, wilayah kecamatan, kawasan perkotaan, dan 

kabupaten/kota. 

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Desa/Kelurahan 

Dengan memperhatikan pelaksanaan Gerakan Desa Membangunan yang 

telah dilaksanakan di Kabupaten Malinau, maka strategi pembangunan 

wilayah desa/kelurahan di Kalimantan Utara diarahkan untuk: 

1) Mendukung pelaksanaan Gerakan RT Bersih dan Gerakan Desa 

Membangun; 

2) Peningkatan kemandirian, kesejahteraan dan kemajuan kehidupan 

sosial, budaya dan ekonomi di desa/kelurahan; 

3) Peningkatan ketahanan pangan; 

4) Pengembangan inovasi dan keunggulan desa/ kelurahan; 

5) Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim; serta 
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6) Peningkatan konektivitas antar desa/kelurahan. 

Arah kebijakan pembangunan wilayah desa/kelurahan antara lain adalah: 

l) Meningkatkan kapasitas aparat desa/kelurahan; 

2) Memberdayakan masyarakat desaykelurahan; 

3) Membangun prasarana dasar tingkat desa/kelurahan; 

4) Membangun prasarana ekonomi pedesaan; 

5) Mengembangkan ekonomi kreatif pedesaan; dan 

6) Memperluas kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan 

tingkat desa/kclurahan. 

Pembangunan Kawasan pedesaan/kelurahan ini dilaksanakan dengan 

memperhatikan kemandirian desa, terutama diprioritaskan pada desa­ 

desa/kelurahan yang statusnya "Sangat Tertinggal" clan "Tertinggal". Namun 

demikian, tidak berarti pembangunan pada desa-desa atau kelurahan dengan 

dan tertinggal di Provinsi K.alimantan Utara menyebar hampir pada seluruh 

Kabupaten/Kota di daerah ini. 
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Gambar 3.4. 

Peta Sebaran Desa TertinggaJ dan Sangat Tertinggal Provinsi Kalimantan 

Utara 

Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kecamatan 

Strategi pembangunan wilayah kecamatan diarahkan untuk: 

1) Mendukung pelaksanaan Gerakan Revitalisasi Kecamatan; 

2) Pengembangan kawasan strategis pusat pengembangan kegiatan lokal 
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yang unggul dan berdaya saing; 

3) Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah desa/kelurahan; 

4) Peningkatan ketahanan pangan; 

5) Pengembangan inovasi dan keunggulan kecamatan; 

fi) Peningkatan ketanggu'han terhadap bencana dan perubahan ikhm; serta 

7) Meningkatkan konektivitas an tar desa/kelurahan dan an tar kecamatan. 

Arah kebijakan pembangunan wilayah kecamatan antara lain adalah: 

1) Meningkatkan kapasitas aparat kecamatan; 

2) Membangun prasarana dasar wilayah kecamatan; 

3) Membangun prasarana ekonomi kecamatan; 

4} Mengernbangkan r.knnomi kreafif tingk:=1t kecamatarr; dan 

5) Memperluas kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan 

tingkat kecamatan. 

Arah Kebijakan Penataan Kawasan Perkotaan 

Strategi pembangunan kawasan perkotaan diarahkan untuk: 

1) Mendukung pelaksanaan Gerakan Menata Kota; 

2) Pengembangan kawasan strategis pusat pengembangan kegiatan 

perkntaan; 

3) Peningkatan koordinasi pembangunan kawasan pusat kegiatan 

perkotaan; 

4) Pengembangan inovasi dan keunggulan perkotaan; dan 

5) Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim; 

serta 

6) Peningkatan konektivitas antar kawasan pusat kegiatan perkotaan. 

Arah kebijakan pembangunan kawasan perkotaan antara lain adalah: 

1) Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah kota; 

2) Membangun prasarana dasar perkotaan; 

3) Membangun prasarana ekonomi perkotaan; 

4) Mengembangkan ekonomi kreatif perkotaan; dan 

5) Memperluas kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku 

kepentingan perkotaan. 

Arah Kebijakan Penguatan Pembangunan Kabupaten/Kota 

Strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota diarahkan untuk: 

1) Pengembangan sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi 
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untuk menunjang seluruh kegiatan pembangunan wilayah; 

2) Pengembangan pusat-pusat permuki.man dan pusat- pusat kegiatan 

yang berwawasan lingkungan melalui pembangunan prasarana dan 

sarana penunjang; (3) pengembangan pertanian dan perkebunan serta 

industri pengolahannya sebagai penghasil utama komoditas unggulan 

kabupaten; 

3) Pengelolaan sumberdaya hutan dan pertambangan serta sumberdaya 

alam potensial lainnya dengan memperhatikan daya dukung 

lingkungan; 

4) Pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan 

penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah. 

Secara umum, arah kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten/Kota 

adalah: 

11) Meningkatkan kualitas SDM; 

12) Memperkuat ketahan pangan; 

(3) Meningkatankan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi SDA daerah 

dan kearifan lokal; 

(4) Meningkatan infrastruktur yang mendukung peningkatan akses, 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; 

(5) Memantapkan pelayanan dasar; 

16) Memantapkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik; 

(7) Menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakatyangaman dan tertib; 

(8) Menguatkan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, menengah (UKM) 

dan koperasi melaJui dukungan teknologi inovatif dan kreatif; 

(Q) Mr.ningkatkAn irtfraarrukf-ur- smart city; 

(10) Mengembangkan sektor perdagangan danjasa; dan 

111)  Mcningkatkan kualitas lingkungan hidup. 
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Terkait dengan pelayanan dasar bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Utara harus menangani secara serius pennasalahan Stunting 

yang tersebar pada 4 (empat) kabupaten di wilayah ini, yakni Kabupaten 

Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana 

Tidung. Oleh karenanya arah kebijakan meningkatan kualitas sumber daya 

manusia melalui layanan kesehatan hams menjadi prioritas pembangunan di 

daerah ini. 
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Gambar 3.5. 

Peta Sebaran Lokasi Stunting Provinsi Kalirnantan Utara 

Tabet 3.4. 

Arah Kebijakan Pernbangu.narr Wilayah Kabupaten/Kuta Provinei 

Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 

Wllayah Arah Kebljakan 

Kabupaten 1 .  Menciptakan ketahanan pangan daerah selain untuk 
iiulungan kebuluhan pangan secara mandiri juga menjadi 

penyangga bagi ibu Kata 
Negara 

2. Pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat melalui 
peningkatan energi baru terbarukan (EBT) 

menengah 
(UKM) dan koperasi yang memanfaatkan digitalisasi 

4. Meningkatkan kualitas SOM menjadi tenaga kerja yang 
terampil, 
ahli dan professional 

5. Membangun sarana prasarana transportasi yang mampu 
menumbuhkan ekonomi masyarakat dan pusat 
pertumbuhan 
ekonomi baru 

6. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang 
dapat 
meningkatkan nilai tarnbah ekonomi 
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ekspor, menegendalikcn periainun, menctabilkan harga 

Arah Kebijakan 

Menciptakan sistem pemerintahan yang efisien dan efektif 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
transparan 
Memantapkan sarana dan prasarana serta 
meningkatkan SOM 

serta perlindungan konsumen 
Meningkat daya tarik destinasi dan pemasaran 
pariwisata alam 
dan lingkungan 
Mengembangkan inovasi ekonomi kreatif 
Mengembangkan dan meningkatkan kinerja koperasi dan 
UMKM 
Meningkatkan kond.isi kualitas jalan dan jembatan serta 
irigasi 
Meningkatkan ketersediaan air bersih konsumsi domestik 
Mcngembangan fasilitas perdagangan pasar tradisional 
Meningkatkan peran lembaga/instansi pusat dan 
swasta dalam 
pembangunan infrastruktur kewilayahan 
Meningkatkan sarana prasarana pelayanan 
kesehatan daaar sesuar standar 
Membangun drainase lingkungan perumahan/ 
pennukiman 
Membangu.n sarana prasarana sanitasi 
perumahan/permukiman 

Memantapkan pengelolaan, mengembangkan kurikulurn, 
dan pengendalian penyclengaraan Pendiclikan oleh 
masyarakat 
Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana 
pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan 
Memantapkan perencanaan dan penempatan tenaga 
kerja dengan pelatihan dan penguatan Kerjasama dengan 
indutri 
Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan 
masyarakat 
Meningkatkan ketahanan pangan 
Meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana 
Meningkatkan cakupan Jayanan dan perlindungan 
terhadap perempuan korban kekerasan 
Menguatkan kerukunan umat beragama, budaya politik 
dan fasthtasi penanganan konfhk 

Meningkatkan produksi dan produktivilas pertanian, 
perkebunan, 
petemakan dan perikanan 
Mengembangkan sarana distribusi perdagangan dan 

Meninglcatkcn janglcauun !a:;•:1,.91.;m infcrmaai digital 
Mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air, 
pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, pencemaran 
dan kerusakan lahan gambut, serta pengendalian 
tutupan lahan 

24. Meningkatkan par-tistpaai masyarakat dan dunia usaha 
dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang 
berkelanjutan dan memiliki nilai tambah 

25. Memantapkan dan meningkatkan perencanaan, evaluasi, 

Wllayah 
7. 

Kabupaten I.  
Malin au 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 

9. 

10. 

1 1 .  

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 
17. 
18. 

19. 

20. 

21 .  

22. 
23. 
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Arah Kebijakan 

kualitas pelaporan serta pembinaan dan pegawasan 
penyelenggaraan pembangunan clan pemerintahan 
daerah 
Meningkatkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan 
aset daerah sesuai standar 
Meningkatkan WBK cian WBBM 
Meningkatkan kualitas SDM 
Meningkatkan infrastruktur pemenuhan pelayanan dasar 
dan mendukung pertumbuhan ekonomi 
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah 

Menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang 
aman, tertib dan tentram 
Meciptakan tata kelola pemerintahan yanag baik melalui 
pelaksanaan agenda reformasi birokrasi 
- MP.ningk::1tkAn kP.tP.rRP.rl1::1Rn darr kt1::1liti:1s stAnrlAr 

pengelolaan dan standar sarana prasarana sekolah, 
utamanya pemberian dukungan pembiayaan/ 
beasiswa, ketersediaan internet, perlengkapan dan bus 
sekolah 

- Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan pemerataan 
pendidik dan tenaga kependidikan sesuai Standar 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

2. Memastikan upaya perwujudan standar kesehatan 
masyara.kat dengan fasilitas kesehatan jteraJcreditasi) dan 
tenaga kesehatan (spesialisasi) yang didukung sistem 
inJormasi terintegrasi Meningkatkan pelayanan 
penanganan/pemulihan kesehatan COVID-19, kesehatan 
ibu hamil, pencegahan stunting dan penyakit menular 
lainnya 

3. - Meningkatkan kualitas infrast:ruktur dasar 

huni 
- Meningkatkan sarana prasarana utilitas daerah, 

khususnya sarana perhubungan, jaringan 
listrik/penerangan maupun layanan telekomunikasi 

4. - MPninPk::itk;:in nrnrl11ktifit::is sf"ktnr 11nPV11l::in nPrt::ini::in � . ........ . 

terpadu daerah, bantuan sarana dan prasarana 
pcrtanian, khususnya pctani dan nclayan scrta 
pengembangan balai benih 

· Memberdayakan dan meningkatkan produktivitas 
dunia usaha, industri, mengembangkan sektor UMKM 
dan kepariwisataan daerah sesuai potensi lokal yang 
dimiliki daerah 

5. - Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, 
khususnya bagi PMKS, penyelenggaraan jaminan 
sosial dan peningkatan keberdayaan masyarakat 

- Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, 
penyediaan Balai Latihan Kerja, dan akses terhadap 
dunia kerja 

6. Menyelenggarakan pembangunan dengan tetap mengacu 
dan mernpedomani pengendalian pencemaran dan 
peruaalcm linglrungcn hidup 

7. Mendorong upaya membangun desa secara integratif 
antara daerah dengan desa, (RPJMD dengan RPJMdes), 

26. 

27. 
Kabupaten 1. 
Nnnukan 2. 

3. 

4. 

5. 

Kabupaten 1. 
Tana 
Ti dung 
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WUayah Arab Kebijakan 
dan peningkatan kapasitas teknologi informasi di setiap 
des a 

8. - Menguatkan tata kelola kclembagaan dan sistem 
pemerintahan dengan perangkat digital dan digitalisasi 
birokrasi 

- Meningkatkan kuaiitas pengeioiaan keuangan, 
penggalian potensi pendapatan dan pengelolaan serta 
pemanfatan aset daerah 

-Transformasi pelayanan publik terpadu berbasis 
teknologi infonnasi, integrasi layanan daerah hingga 
............. ..; + i. ,,1 ,,1 ;.,,,1 , � .... 
t' � t' J . 

Kot a 

Tara.kan 

masyarakat atas layanan publik 
9. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga 

keamanan dan kenyamanan lingkungan 
1. - Mengembangkan mutu dan meningkatkan kualitas 

kesehatan 
- Meningkatkan pemberdayaan kesehatan masyarakat 

dan pengendalian penduduk 
2. - Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta 

peningkatan partisipasi pend.idikan masyarakat 
khususnya yang tidak mampu 

- Optimalisasi pendidikan dasar dan pemenuhan tenaga 
pendidikan yang berkualitas 

3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan 
kemudahan usaha mikro 

4. - Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah 
Mcningkntkan akuntabllitas perangkat daerah dan 
profesionalisme ASN 

- Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis 
telrnologi infonnasi 

5. Pengembangan dan Pembangunan Ruang Terbuka Kata 
Memerluas dan pemerataan jaringan air bersih skala 
lokal dan regional 

6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana 
perkotaan 

7. - Pengembangan Perurnahan untuk Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah 

- (MBR) 
- Meningkatkan prasarana, sarana,utilitas 

um um kawasan 
• permukiman kumuh 

8. Merencanakan dan meningkatkan kualitas tenaga 
kerja serta 
memperluas kesempatan kerja 

9 - Mengembangkan dan membangun pertanian dalam arti 

luas 
- Membangun dan mengembangkan sektor industri 

sumber daya lokal 
- Meningkatkan pengelolaan potensi dan destinasi wisata 
- Meningkatkan kemudahan investasi 

10. Mengendalikan pencemaran lingkungan, mengelola 
persampahan dan mr.ningkatkan kuafitas mitigasi dan 
penanggulangan bencana 

1 1 .  Optimalisasi keamanant ketertiban, dan ketentraman 
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Arah Kebijakan 
masyarakat serta meningkatlcan tolcransi keagamaan 

Prioritas pembangunan Provinsi Ka1irnantan Utara pada periode RPJMD 

tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut: 

a. Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan 

Prioritas Pembangunan PLTA Sungai Mcntarang dan Sungai Kayan 

merupakan pelaksanaan dari misi "Mewujudkan ketahanan Energi dan 

pengembangan PLTA serta mengembangkan energi terbarukan dengan 

pemanfaatan potensi daerah". Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan 

Sungai Kayan cliarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik 

untuk rumah tangga, perkantoran dan industri yang terus meningkat 

khususnya di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau bahkan dapat 

mendukung penyecliaan listrik di Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten 

Nunukan dan Kota Tarakan. 

Pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan akan 

membawa dampak berganda terhadap kinerja pembangunan daerah 

terutama peningkatan investasi, pengembangan industri, perluasan 

kesempatan kerja, pertumbuhan ekonorni, peningkatan nilai tambah dan 

pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perluasan 

jaringan listrik juga akan mendukung peningkatan jangkauan pelayanan 

kesehatan, Pendidikan dan pemerintahan. 

Pembangunan PLTA juga mendukung pengembangan energi listrik baru 

dan terbarnkan di Kalimantan Utara. Langkah yang diperlukan antara lain 

adalah pelaksanaan survai lapangan, perencanaan, perijinan, pembebasan 

Iahan, pencarian investor {penanarn modal), pembangunan waduk dan 

saluran air, pembangunan jalan akses, pembangunan pembangkit listrik, 

jaringan transmisi dan jaringan distribusi. Langkah lain yang diperlukan 

adalah rekrutmen tenaga kerja konstruksi, rekrutmen tenaga kerja 

kelistrikan, pelatihan tenaga kerja kelistrikan, perdagangan, transportasi, 

operasionalisasi PLTA. 

Pembangunan PLTA akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan 

terutama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah 

Pusat, masyarakat, pengusaha a tau penanam modal, BUMN, perguruan 

tinggi, media dan mitra pembangunan. Organisasi perangkat daerah yang 

terlibat dalam pembangunan PLTA antara lain Bappeda, Dinas Perkerjaan 

Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, 
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Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan UKM, dan yang lainnya. 

b. Pembangunan Kawasan lnduatrl dan Pelabuhan lntemallional (KIPI) 

Prioritas Pembangunan Kawasan Tndustri dan Pele bu+tan lrrternaaional 

merupakan pelaksanaan dari misi "Meningkatkan kinerja Pembangunan dan 

Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta 

Nasional" dan "Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya 

Alam dengan nilai tambah, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, 

secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan 

berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi". 

Pembartgnrtan Kawaaan Inrhrsrri dan Petabrrhsm lnfernaaiona! <ti Desa 

Tanah Kuning dan Mangkupadi diarahkan untuk pengembangan industri 

pengolahan skala besar yang mengubah bahan baku daerah menjadi barang 

setengah jadi dan barang jadi seperti smelter alumunium berbahan baku 

bauxit, pabrik minyak nabati dan minyak non nabati berbahan baku CPO, 

dan lainnya. Selain itu, pembangunan Pelabuhan lntemasional Tanah 

Kuning- Mangkupadiyang di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten 

Bulungan diarahkan untuk menjadi jalur pembuka distribusi dan 

perdagangan barang antarwilayah dari dan menuju Kalimantan Utara, dan 

sekaligus mendukung pengembangan investasi. 

lntegrasi pembangunan Kawasan lndustri dan Pelabuhan lntemasional 

(KIP!) dalam suatu wilayah diharapkan akan meningkatkan daya tarik 

investasi daerah; meningkatkan efisiensi dan insentifpengembangan industri; 

mendukung pengendalian dan pengawasan dampak industri terhadap 

lingkungan; dan menguaf kan konek+ivites atar wilayah tr.rutama layanan 

distribusi dan alih muat angkutan laut dalam jumlah besar dengan 

jangkauan pclayanan yang luas sebagai bagian dari simpul jaringan 

transportasi laut intcmasional. 

Langkah yang dilakukan dalam pengembangan KIP! antara lain adalah 

pelaksanaan pra konstruksi, konstruksi, pasca konstruksi dan operasi yang 

meliputi studi kelayakan, penyiapan rencana induk (master plan) dan 

rencana bisnis (bisnis plan), perijinan, pembebasan tanah, dan 1 mnbilisasi 

peralatan, kegiatan rekru.tmen tenaga kerja, pembukaan dan pematangan 

lahan, pembangunan sarana prasarana, pembangunan pabrik, pembangunan 

infrastruktur pelabuhan, dan pembangunan infrastruktur pendukung. 

Langkah yang diperlukan adalah penyiapan kelembagaan pengelola 

kawasan, penyiapan infrastruktur pendukung di luar kawasan, promosi 
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kawasan industri, layanan operasional pusat uji dan sertiftkasi, 

operasionalisasi penyed.iaan utilitas, operasionalisasi SOM, dan 

operasionalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), fasilitasi pengelolaan 

dan kerjasama antarlembaga dan international, serta aglomerasi 

pengernbangan usaha lain di luar kawasan industri seperri per-hotela n, 

perumahan, pertokoan, pendidikan, transportasi dan telekomunikasi dan 

lain- lain. 

Penyiapan pembangunan KIPI perlu dukungan kerjasama dan kemitraan 

dari berbagai pemangku kepentingan baik perangkat daerah Provinsi 

Kalirnantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, kementerian/lembaga, 

BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, 

media, pe:rgt1n1:1n tinggi dart perne ngkn kepent+ngan lairmya. 

Pembangunan KIPI ini juga akan mendongkrak capaian kinerja 

pembangunan daerah dari berbagai indikator, seperti perturnbuhan industri, 

pertumbuhan ekonomi, PDRB, pertumbuhan investasi (penanaman modal), 

tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat kesenjangan pendapatan, 

kondisi jalan, dan tingkat akses infrastruktur dasar, dan lain-lain. 

c. Pembangunan PLTA Sungai Mentarang daa Sungai Kayan Penguatan 

Ketahanan Pangan Daerah dengan Pemhangunan Pertanian dalarn arti 

luas, dan Jamiman Perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Petani 

Tambak di setiap Kabupaten/Kota. 

Pricr'itas pembangunan ini merupakan pelaksanaan dari misi 

"Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan 

ekonomi yang mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan 

ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui 

sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas 

dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan mcrata 

meningkatkan koncktivitas antar kabupaten/kota•. 

RevitaUsasi pembangunan pert.anian Kalimantan Utara dalam arti luas 

tennasuk perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, 

petemakan, serta perikanan sungai dan laut diarahkan untuk 

mengoptimalkan potensi wilayah kabupaten/kota bagi kemajuan dan 

kemandirian perekonomian daerah; meningkatkan rantai nilai produksi, 

pengolahan dan perdagangan hasil pertanian; menjamin pemenuhan 

kebutuhan pangan bagi penduduk yang jumlahnya terus bertambah; 

menguat.kan ketahanan daerah; serta memasok bahan pangan bagi daerah 

lain. 

serta 
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Langkah yang akan dilakukan dalam revitalisasi pembangunan 

pertanian antara lain meningkatkan pasokan dan mutu benih clan bibit 

unggul, meningkatkan kapasitas petani, nelayan dan petani tambak; 

memperluas akses petani terhadap permodalan dan insentif pertanian; 

membangun prasarana dan sarana pertanian; me-nerapka'n pertarrian modern 

dengan mengembangkan manajemen agroindustri dan memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; memperluas jaringan promosi, pemasaran dan 

perdagangan berbasis teknologi informasi; serta meningkatkan kerjasarna 

dan kemitraan investasi pertanian. 

Revitalisasi pembangunan pertanian perlu dukungan kerjasama dan 

kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik perangkat daerah 

Prrwirrsi Kalima ntan Utara, perangkat daerah Pemer-infah Kah11pi:1tf':n/Kot::i 

kementerian/lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, 

dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan 

lainnya. 

d. Penguatan Konektivitaa Kawasan Perbataaan, Pedaleman dan Daerah 

Terpencil dalam Membangun Desa Menata Kota di setiap 

Kabupaten/Kota. 

Prioritas pembangunan ini merupakan pelaksanaan dari misi 

"Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, 

pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan 

mobilisasi dan prod.uktifitas daerah dalam rangka pemerataan 

pembangunan". Penguatan konektivitas antarkawasan terutama perbatasan, 

pedalaman dan daerah terpencil diarahkan untuk membangun infrastruktur 

darat, Ie ut , sungei, udara dan tP.knolngi infnrmasi; rnerringkaf kan aks�s 

transportasi, komunikasi dan informasi bagi masyarakat desa terutama yang 

tinggal di daerah perdesaan pedaJaman, perbatasan dan daerah terpencil; 

menurunkan biaya dan memberikan kelancaran dan kemudahan 

pengangkutan dan perdagangan barang, dan mobilitas penduduk; mendorong 

kemajuan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi desa/kelurahan; menata 

dan meningkatkan akses transportasi penduduk yang tinggal daerah kumuh, 
. . . 

p1nggiran sunga1 dan peststr di kawasan perkntaan; meningkatkan 

keterkaitan sosial ekonomi desa-kota; serta memperluas jaringan promosi 

wisata alam, wisata sosial dan wisata budaya. 

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah perbaikan dan 

pembangunan dermaga sungai, pelabuhan Jaut, bandar udara dan terminal; 

pengadaan prasarana dan sarana angkutan sungai, darat dan laut; penataan 
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sistem danjalur lalu lintas sungai, laut dan darat; peningkatan keterkaitan 

dan keterpaduan antannoda transportasi; pengembangan dan perluasan 

jaringan internet untuk mendukung konektivitas digital; serta perluasan 

kerjasama dan kemitraan investasi dalam pengembangan transportasi 

sungai, darat dan laut. 

Penguatan konektivitas antarkawasan terutama perbatasan, pedalaman 

dan daerah terpencil perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai 

pemangku kepentingan baik perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, 

Pemerintah Kabupaten/Kota, kementerian/lembaga, BUMN, pelaku usaha 

swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi 

dan pemangku kepentingan lainnya. 

e. Pembangunan In&astrulrtur Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota. 

Prioritas Pembangunan lnfrastruktur Desa dan Kelurahan Di 

Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan misi "Mewujudkan peningkatan 

pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan 

perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalarn 

rangka pemerataan pembangunan" dan "Mewujudkan pembangunan yang 

berbasiskan RT/Komunitas dalam llpaya gerakan membangun desa menata 

kota serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar 

provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun". Pembangunan 

infrastruktur desa dan kelurahan diarahkan untuk meningkatkan akses 

masyarakat desa/kelurahan terhadap pelayanan dasar, mendorong 

pengembangan ekonomi desa/kelurahan berbasis produksi dan wisata 

desa/kelurahan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, mengurangi 

kesenjangart pettdapef an , mewujudkan keadile n sostel, dan rne-mper+ua s 

kesempatan masyarakat desa/kelurahan untuk menikmati kehidupan yang 

lebih baik dan bennartabat. 

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah membangun 

Puskesmas, fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), prasarana dan 

sarana sanitasi dan air bersih, fasilitas sumur dan MCK, jalan, jembatan, 

jaringan listrik, dennaga, perangkat dan jaringan internet, jaringan irigasi 

atau drainase, prasarana dan sarana perumahan dan pennukiman, pasar, 

tempat-tempat ibadah, dan lainnya. 

Pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan perlu dukungan 

kerjasama dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik 

Pemerintah Desa/Kelurahan, kecamatan, perangkat daerah Provinsi 

Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha swasta, 
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organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan 

pemangku kepentingan lainnya. 

f. Pembangunan Ekonoml melalui Dlversifikasi Prodnk dan Keunggulan 

Komparatif di setiap Kabupaten/Kota. 

Prioritas Pembangunan Ekonomi melalui Diversifikasi Prociuk dan 

Keunggulan Komparatif di setiap Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan 

dari misi "'Memberi bantuan pengembangan scktor produktif dan potensi 

strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal 

masing-masing Kabupaten/Kota". Pembangunan ekonorni Kalimantan Utara 

diarahkan untuk membangun dan memperkuat rantai nilai produksi- 

prngnlah;:in-prrrlag::1ng::in hrrh;:isis pada setor rl;:in komoditaa yang rnenjarf i 

keunggulan daerah baik berupa keunggulan komparatif yang didasarkan 

pada kondisi geostrategis dan potensi sumber daya daerah seperti hutan, 

tambak, cadangan gas dan mineral; keunggulan kompetitif berbasis efisiensi 

dan inovasi dan keunggulan kolaboratif berbasis inovasi dan kolaborasi 

pelaku ekonomi; serta pengembangan pariwisata terpadu. 

Pembangunan ekonoml Kalimantan Utara diarahkan pada peningkatan 

produktivitas, efisiensi, diversifikasi dan daya saing sektor ekonomi utama 

seperti pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; 

perdagangan besar dan eceran, restoran dan perhotelan, dan industri 

pengolahan; serta peningkatan mutu dan promosi pariwisata daerah. 

Langkah yang akan dilakukan antara lain adaJah pemetaan rantal nilai 

produksi-pengolahan-perdagangan dari setiap komoditas unggulan di setiap 

desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota; penyiapan, penetapan dan 

pelaksanaan kegiatan ter-pilih dari Pemerirrtah Dt>�a/Kr.lurahan, Kecama tan 

dan perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendukung 

pcnguatan rantai nilai; perluasan kerjasama dan kemitraan dalarn investasi; 

perluasan kcrjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha pengelola jaringan 

distribusi dan pcrdagangan on line; serta penguatan keterkaitan 

pengembangan pariwisata. 

Pembangunan ekonomi Kalimantan Utara perlu dukungan kerjasama 

dan kemitraan dari berbagai pemangku kepentingan baik Pemerintah 

Desa/Kelurahan, kecamatan, perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, 

Pemerintah Kabupaten/Kota, kcmcntcrian/Lembaga, BUMN, pelaku usaha 

swasta, organisasi masyarakat, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi 

dan pemangku kepentingan Jainnya. 
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g. Peningkatan Kualitaa Sumber Daya lllanusia melalui Pendidikan Wajib 

Belajar 16 Tahun yang Berwawasan. 

Prioritas Pembangunan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang Berwawasan merupakan 

pelaksanaan dari misi "Mr.wujudkan pembangunan Strmber Daya Manusia 

yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, bera.khlak mulia, produktif dan berdaya 

saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan 

berwawasan Kebangsaan". Peningkatan kualitas sumbcr daya manusia 

melalui Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun yang berwawasan diarahkan 

untuk meningkatkan sumber daya manusia yang terdidik, terampil, 

produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jaringan 

infor-mas! hras dan mernpurtye i sikap rlisiplin, hr.rt::1nggt1ne jawah dan 

berwawasan kebangsan kuat dalam mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan Kalimantan Utara. 

Langkah yang akan dilakukan adalah memastikan semua anak usia 

sekolah (3-18) mengikuti pendidikan anak usia dunia, dasar dan menengah 

secara aktif; meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dan 

pendidikan dasar; memperluas akses anak usia sekolah mengikuti 

pendidikan menengahj serta memperluas dan mengembangkan kerjasama 

dan kemitraan dalam peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah 

termasuk peningkatan keterampilan dan keahlian di bidang teknologi 

infonnasi, magang dan pendidikan vokasional. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan wajib 

belajar 16 tahun perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai 

pemangku kepentingan baik Pemerintah Desa/Kelurahan, kecamatan, 

perangkat dar.rah Provinsri Kalimantan Utara, Pemer-irrtah Kahupetf':n/Knta, 

kementerian/Lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, 

dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pcmangku kepentingan 

lainnya. 

h. Pengadaan Balai Latihan Kerja, Perluaaan Lapangan Kerja, 

Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreattr bagi Kaum Milenial. 

Prioritas Pembangunan Pengadaan BaJai Latihan Kerja, Perluasan 

Lapangan Kerja, Kesempatan Usaha dan Ekonomi Kreatif bagi Kaum Milenial 

merupakan pelaksanaan dari misi "Mewujudkan peningkatan ekonomi yang 

berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang mengurangi kesenjangan antar 

wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada 

kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, 
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dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrasbuktur yang 

berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar 

kabupatenj'kota". 

Perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dan ekonomi bagi 

kaum milerrial diarahkan untuk merrdidik dan menyiapkan generast muda 

(kaum milenial) menjadi calon tenaga kerja terampil, kompeten, berkualitas 

dan berdaya saing; serta calon wirausahawan yang dapat membuka usaha 

sendiri dan memperluas lapangan pekerjaan sejalan dengan pembangunan 

KIPI, revitalisasi pertanian dalam arti luas, pembangunan infrastruktur, 

diversifikasi produk, dan pembangunan PLTA dan lainnya. 

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah membangunan dan 

mr.nge::mhAngkRn 8R1Ai Lat+hnn Kerja {BLK) 51.f':hRg::ai tempat pendirliksm d a n 

pelatihan keterampilan dan keahlian melalui pemetaan jenis keahlian dan 

keterampilan, dan kebutuhan tenaga terampil dan terdictik yang diperlukan 

dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kalimantan Utara; penyiapan 

kurikulum dan tenaga pengajar yang berpengalaman dan menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi infonnasi; perluasan kerjasama dan kemitraan 

dengan pelaku usaha swasta dan perguruan tinggi dalam pengelolaan BLK, 

magang, perekrutan tenaga kerja; serta perintisan usaha. 

Perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dan ekonomi bagi 

kaum milenial perlu dukungan kerjasama dan kemitraan dari berbagai 

pemangku kepentingan baik Pemerintah Desa/Kelurahan, kecamatan, 

perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota, 

kementerian/Lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, organisasi masyarakat, 

dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan 

lainnya. 

I. Pengelolaan Bantuan Kredlt Uaaha Rakyat IKUR) bag! Pelaku UMKM 

di aetiap Kabupaten/Kota. 

Prioritas Pembangunan Pengelolaan Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

bagi Pelaku UMKM di setiap Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan dari 

misi "Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM». 

Pengelolaan Banh.Jan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pelaku UMKM di 

Kalimantan Utara diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kapasitas usaha, meningkatkan promosi dan perdagangan, serta 

meningkatkan nilai tambah dan pendapatan UMKM. 

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalab pemberian bantuan 

dan fasilitasi kemudahan dalam mendapat pinjaman modal melalui skema 
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Kredit Usaha Kecil (KUR), peningkatan dan perluasan kerjasarna Pemerintah 
Daerah, pelaku usaha dan perbankan dalam pendarnpingan, pengembangan 
usaha, dan promosi; serta perluasan jaringan pemasaran hasil produksi 
UMKM baik secara langsung maupun online. 

Pengembangan UMKM perlu dukungan kerjasama dan kernitraan dari 

berbagai pemangku kepentingan baik Pemerintah Desa/Kelurahan, 
kecamatan, perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah 

Kabupaten/Kota, kementerian/Lembaga, BUMN, pelaku usaha swasta, 
perbankan, dukungan DPRD, media, perguruan tinggi dan pemangku 
kepentingan lainnya. 

j. Pemberlan Tunjangan Perbaikan Penghasllan bag! Aparat Dea dan 

RT, Tenaga Pend.id.lkan, dan Kepend.iclikan pada aemua tlngkatan 

Satuan Pendidikan, Tenaga Keaehataan Serta Tenaga Honorer di 

daerah Perbataaan, Pedalaman dan Terpencll aerta Perkotaan seauai 

dengan kemampuan keuangan daerah. 

Prioritas pembangunan ini merupakan pelaksanaan dari misi 

'"Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola 
Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisian, 

efektif dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja". 

Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan motivasi, 

disiplin dan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pelayanan publik dan pembangunan daerah perbatasan, pedalaman, 

terpencil dan perkotaan di Kalimantan Utara; serta meningkatkan 
kesejahteraan aparatur baik bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, 

tenaga kependidikan, tenaga kesehataan maupun dokter. 

Langkah yang akan dilakukan antara lain adalah perbaikan data dan 

infonnasi kondisi aparatur, penyiapan peraturan dan standar operasional 

prosedur tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan disertai 

dengan petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, pemberian sanksi 

bagi yang melanggar. 

3.2. Arah Kebljakan dan Strategl Kelltbangan Daerah 

Arab kebijakan dan strategi kelitbangan daerah menjelaskan mengenai 

arah kebijakan kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara dan strategi kelitbangan 

Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2021-2026. Kedua hal terscbut akan 
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menjadi landasan dalam penyusunan program prioritas yang akan 

dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. 

3.2.1. Arah Kebijakan Kelitbangan 

Undang-Undang Nomor 2.:l Tahun 2014 tr::ntang Pemerinte hart Daerah 

telah mengamanatkan secara jelas mengenai pentingnya fungsi penunjang 

penelitian dan pengembangan (kelitbangan) serta pelaksanaan inovasi di 

lingkup Pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, kegiatan kelitbangan di 

kabupaten/kota meliputi kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung. 

Kelitbangan ufama rnefipnfi 7 kr.gi;:iti:1n yaif-u penefitian , pengkajian, 

pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi 

kebijakan. Pelaksanaan kelitbangan utama berorientasi pada kualiats hasil, 

outcome, dan mendukung inovasi. Kelitbangan utama bertujuan untuk 

menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan 

praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan 

kelitbangan utama dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka 

mendukung kinerja penye1enggaraan pemerintahan daerah. 

Di sisi lain, Kelitbangan pendukung dilalui dengan proses peningkatan 

kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas 

sumberdaya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, 

fasilitasi inovasi daerah, pengembangan basis data kelitbangan, penguatan 

kerjasama kelitbangan, serta pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya. 

Kelitbangan pendukung sangat pen ting perannya untuk menopang pelaksanaan 

ke.lithangan utama. 

Sinergitas antara kegiatan kelitbangan utama dan kegiatan kelitbangan 

pendukung dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan 

pemerintah daerah yang pada akhirnya berujung pada tujuan untuk 

meningkatkan pclayanan dan kesejahteraan masyarakat di segala Isu strategis 

bidang. 

Tabet 3.5. 

Jenis Kelitbangan Utama dan Keluarannya 

No Jeni• Keluaran 

l 

� 

3 

Penelitian 
PpnakAiii::in � , 

Pengembangan 

Rekomendasi 
RPknmPnriR,:;i 

Naskah Akademik, Rancangan Regulasi, 
Permodelan Kebijakan/Program 
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Keluaran 

4 
5 

6 

7 

Pedoman Umum/Teknis Pelaksanaan 
Uji coba model kebijakan/program pada daerah 
percontohan 
Penerapan model kebijakan/program secara lebih 
luas / menyeluruh dan pendampingan 

Evaiuasi Rekomenc.iasi [Ianjut. dengan perbaikan atau 
kebijakan dicabut) 

Pengoperasian 

Perekayasaan 
Penerapan 

Sumber: Pennendagri No.17 Tahun 2016 

Pencapaian tujuan dan sasaran dari perangkat penelitian dan kelitbangan 

daerah perlu selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah. Kebijakan 

kelitbangan akan menjadi serangkaian kebijakan yang akan ditempuh oleh 

perangkat kelitbangan untuk mendukung pencapaian target pembangunan 

daerah. 

Terkait dengan ha! tersebut, tahapan yang perlu dilakukan dalam 

merumuskan arahan kebijakan Kelitbangan 2021-2026 adalah: 

a. Melakukan pemetaan capaian pada akhir RPJMD pada indikator kinerja 

setiap tujuan dalam tema pembangunan prioritas 

b. Kajian Evaluasi Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Provinsi 

Kalimantan Utara 

c. Menentukan gap yang terjadi pada capaian akhir RPJMD dengan target 

akhir periode RPJMD 

d. Menurunkan isu stratcgis pada sctiap tema pembangunan prioritas yang 

telah dipetakan ke dalam gap yang terjadi pada setiap indikator kinerja. 

Gap pada setiap indikator kinerja juga digunakan untuk memperkuat 

kondisi isu strategis yang dipetakan 

e. Clustering arahan kebijakan kelitbangan 5 tahun kedepan berdasarkan isu 

strategis 

Indikasi program-program prioritas kelitbangan perlu memperhati.kan misi 

pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 

2005-2025; urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 

program-program prioritas dan program unggulan daerah; serta isu-isu strategis 

yang terdapat di Kota Bandung. 

Adapun program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 

2021-2026 di Provinsi Kalimantan Utara diarahkan untuk mcnjawab isu-isu 

strategis jangka panjang pengembangan Provinsi Kalimantan Utara ke depan, 

yaitu: 

1. tau StrateO• lnternaaional 

Konsep SDGs merupakan kerangka pembangunan baru yang 

mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama 
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berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu 

deplisi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan ik1im yang 

semakin krusial, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan 

pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Ada tiga pilar yang 

menjadi indikatnr dalam konaep pe-ngembangan SDGs, yaihJ: 

Indikator pertama yang melekat pada pembangunan manusia (Human 

Developmen�. di antaranya pendidikan dan kesehatan. lndikator kedua 

yang melekat pada Lingkungan (Social Economic Deuelopmenq, seperti 

ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan 

ekonorni. Adapun indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar 

{Environmental Development), berupa ketersediaan sumber daya aJam dan 

kualitas lingkl1n�n y::1ng haik. 

Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs pasca MDGs 2015, 

selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep 

pembangunan yang berkelanjutan, ada beberapa ha! yang juga harus 

diperhatikan. Di antaranya segala sesuatu itu haru.s teru.kur, tidak terlepas 

dari prinsip Environmental Sustainability, Economic Sustainability dan Social 

Sustainability, serta juga ditentukan apakah ini difokuskan pada negara 

berkembang atau negara maju. Secara Global terdapat 17 Goals yang harus 

dicapai hingga 2030 yaitu: 

a) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang; 

b) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan 

nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan; 

c) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia; 

d) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan 

peluang pembelejar-an unruk semua pihak; 

e) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak; 

f) Mcmastikan kcbcradaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi 

untuk semua; 

gJ Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energy untuk 

semua; 

h) Memdukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang 

produktif untuk semua pihak; 

i) Membangun insfrastruktur yang memiliki keandalan, dan mendukung 

industralisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung 

inovasi; 

j) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara; 

k) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan 
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berkelanjutan; 

l) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi; 

m) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya; 

n) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk 

pembangunan berkr.lanjutan; 

o) Melindungi, mengembalikan, dan mendorong pemanfaatan ekosistem 

teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara 

berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, dan mencegah 

degradasi dan hilangnya keragaman hayati; 

p) Mendukung perdamaian dan ketebukaan masyarakat untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan dan 

kelembagaan terturka pada Sf':ti::tp level 

q) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk 

pembangunan berkelanjutan. 

2. lsu Strategis Nasional 

Isu-isu secara nasional memiliki potensi besar untuk mempengaruhi 

arah pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada masa mendatang. Oleh 

karena itu, penyusunan RPJMN Provinsi Kalirnantan Utara harus 

berpednman kepada dokumen perencanaan tingkat nasional yaitu RPJM 

Nasional tahun 2020-2024, RPJP Nasional tahun 2005-2025 dan RPJP 

Daerah tahun 2005-2025. Berdasarkan rumusan dari komitmen Presiden dan 

Wakil Presiden terpilih, serta kajian dan analisis terhadap berbagai 

permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi pti.oritas untuk 

ditangani dalam lima tahun kedepan yang diselaraskan dengan sasaran 

pokokpembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, 

telah ditetapkan isu stralegis yang dihadapi Indonesia dalam pernbangunan. 

lsu Strategis Nasional Agenda Pcmbangunan I adalah Mempcrkuat 

Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkcadilan. 

I .  Kcberlanjutan Sumbcr Daya Alam 

2. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi 

3. Transformasi Struktural Berjalan Lambat 

4. Revolusi lndustri 4.0 dan Ekonomi Digital 

Tsu Strategis Nasional Agenda Pernbangunan 11 adalah Mengembangkan 

Wilayah Untuk Mengurangi kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan. 

Masih adanya ketimpangan antarwilayah dengan ciri: 

1. Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) 

2. Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio 
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Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392 

3. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa 

4. Terbatasnya sarana prasarana clan aksesibilitas di daerah tertinggal, 

desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan 

per-batase n 

5. Belum optimalnya pengembangan ekonorni lokal di daerah tertinggal, 

desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan 

perbatasan. 

lsu Strategis Nasional Agenda Pembangunan lll adalah Meningkatkan 

Sumber Daya Manusia berkualitas Dan Berdaya Saing. 

1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan. 

2. Perhnrhmgan Snsie l Bagi 8r.h1n1h Pemdndrtk. 

3. Pemenuhan Layanan Dasar. 

4. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda. 

5. Pengentasan Kemiskinan. 

6. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, 

Jsu Strategis Nasional Agenda Pembangunan IV adalah Revolusi Mental 

Dan Pembangunan Kebudayaan. 

1 .  Melemahnya Tdeologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa. 

2. Belum Optirnalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia. 

3. Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti. 

4. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran 

Agama. 

5. Belum Kukuhnya Moderasi Beragarna untuk Memperkuat Toleransi 

dan Kerukunan. 

6. Belum Optimalnya Peran Keluarga. 

7. Rendahnya Budaya Llterasi, lnovasi, dan Kreativitas. 

Isu Strategis Nasional Agenda Pembangunan V adalah Memperkuat 

Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan 

Oasar. 

I .  lnfrastruktur Pelayanan Oasar 

a. Penyediaan Akses Perumahan dan Pennukiman La.yak, Aman dan 

Terjangkau. 

b. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman. 

c. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan. 

d. Keselamatan dan Keamanan Transportasi. 

e. Ketahanan Kebencanaart lrtfraatr-ukrur-. 

f. Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi. 
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2. Infrastruktur Ekonomi 

a. Konektivitas Jal.an. 

b. Konektivitas Kereta Api. 

c. Konektivitas Laut. 

d. Konektivitas Udara. 

e. Konektivitas Darat. 

f. Transportasi Perkotaan. 

g. Energi. dan Ketenagalistrikan Perkotaan. 

h. Tnfrastruktur dan Ekosdstem TTK Per-kotae n. 

i. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di 

Perkotaan. 

j. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman La.yak, Aman, dan 

Terjangkau di Perkotaan. 

3. Energi dan Ketenagalistrikan 

a. Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan. 

b. Akses Serta Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan. 

c. Kecukupan Penyed.iaan Energi dan Ketenagalistrikan. 

4. Transformasi Digital 

a. Penuntasan lnfrastruktur TIK. 

b. Pemanfaatan lnfrastruktur TIK. 

c. Fasilitas Pendukung Transformasi Digital. 

lsu Strategis Nasional Agenda Pembangunan VJ adalah Membangun 

Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Benca.na dan Perubahan Tklim. 

I. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. 

a. Deplesi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup. 

b. Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup. 

2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim. 

a. Tingginya Risiko Bcncana di Indonesia. 

b. Risiko Bencana terkait Karaktctistik Gcologi. 

c. Pcningkatan Potcnsi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometercologi 

akibat Perubahan Iklim. 

d. Masih Lemahnya Tata Kelola dan Pembiayaan (lnvestasi) 

Penanggulangan Bencana di Daerah. 

3. Pembangunan Rendah Karbon 

a. Penurunan Emisi dan lntensitas Emisi GRK melaJui Pembangunan 

Rendah Karbon. 

b. Dukungan Terhadap Pembangunan Rendah Karbon. 
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lsu Strategis Nasional Agenda Pembangunan Vil adalah Memperkuat 

Stabilitas Polhukhankam Dan Transfonnasi Pelayanan Publik. 

1. Konsolidasi Dcmokrasi 

• Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, 

kaderisasi, dan l{�djd�si rl�l�t'Jl p�rt�i pnl_iti_l( yang rl�pat rnen--iptakan 

jarak antara wakil dan konstituen. 

• Biaya politi.k tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus 

diselesailcan secara tepat. 

• Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti anceman kebebasan 

berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi yang melemahkan persatuan 

dan kesatuan bangsa. 

• Pengelolaan Informasi dan komu..nlkasi publik di pusat dan daerah belum 

terintegrasi, 

2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri 

• Aspek keamanan seiring dengan semakin mudahnya pergerakan warga 

antamegara di tengah arus globalisasi yang meningkatkan kompleksitas 

permasalahan WNI yang melakukan migrasi. 

• Bel um optimalnya penanganan pasar nontradisional yang sebagian besar 

negara Selatan-Selatan 

• Pcrlunya sinergi diplornasi publik yang lebih mengaktualisasi kekayaan 

sosiaJ budaya. 

• Perlunya penguatan kepemimpinan dan tata kelola dalarn merespons 

perkembangan dinamika global dengan pendekatan diplomasi total. 

3. Penegakan Hukum Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 

Profesionalitas ASN, data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 

merumjutcksm hRhWR dari :\4 Kemertte-riarr, hsrrn fi Kementer-ian yRne 

menerapkan sistem merit dengan sangat baik. 

a. Masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antarlembaga 

pemerintah pusat (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian (LPNK), Lembaga Non Struktural (LNS). 

b. Jumlah pengaduan masyarakat meningkat signifikan dengan 

mayoritas pengaduan terkait penundaan berlarut dan penyimpangan 

prosedur. 

c. Masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan 

dan praktik korupsi. 

2. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional 

• Dinamika Ancarnan Pertahanan. 
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• Dukungan lndustri Pertahanan Belum Optimal. 

• Dinamika Ancaman Siber. 

• lndonesia Menjadi Negara Tujuan Peredaran Gelap Narkotika. 

• Pelanggaran Wilayah dan Angka Kejahatan di Perbatasan. 

• Tingginya Angka Kejahatan dan Pelanggaran Hukum di Laut. 

• Sarana Penyebaran Paham Radikal Semakin Beragam. 

Penyusunan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 

telah melakukan identifikasi pencapaian indikator sasaran yang termuat 

dalam setiap misi pemerintah Provinsi Kalirnantan Utara tahun 2021-2026. 

Pencapaian periode RPJMD sebelumnya penting digunakan sebagai tolok 

ukur penentuan target dan langkah yang akan dicapai oleh Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Utara di periode 2021-2026, tennasuk penentuan arah 

kebijakan dan program prioritas Kelitbangan. 

Penelaahan mendalam terhadap sasaran-sasaran pokok dan isu 

strategis yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 2005- 

2025, serta pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 

menjacli landasan utarna dalam penentuan arah kebijakan kelitbangan 

Provirtst Kalimantan Utar'a, yaitu: 

1.  penguatan kegiatan-kegiatan kelitbangan agar berorientasi pada 

pemecahan masalah (problem solving) dengan jaminan mutu hasil 

kelitbangan. 

2. mendorong kebijakan berbasis kelitbangan dengan meningkatkan 

pencrapan dari hasil-hasil kclitbangan dalam bcntuk: pcrekayasaan 

maupun evaluasi kebijakan. 

:l. pe-nguatan kinerja lt"::mhi:1gi:1 kelifbangan dengan mendorong pengnatnn 

aspek surnber daya manusia, pembiayaan, dan kolaborasi dengan aktor­ 

aktor kelitbangan lainnya, khususnya perguruan tinggi dan sektor 

swasta 

4. Mendorong pemecahan permasalahan kota melalui inovasi daerah. 

Kebijakan pertama merupakan landasan awal dukungan kegiatan 

kelitbangan dalam pencapaian strategi di seluruh misi Pemerintah Daerah 

Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026. Hasil penelitian dan pengembangan 

yang akurat, bail< dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan 

kebijakan dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi permasalahan yang 

J 
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muncul. Kegiatan kelitbangan terdiri dari tujuh rangkaian yang berkaitan 

satu dengan lainnya, yaitu: 

I) Penelitian; 

2) Pengembangan; 

3) Pr.ngkajian; 

4) Perekayasaan; 

5) Penerapan; 

6) Pengoperasian; dan 

7) Evaluasi kebijakan. 

Keseluruhan rangkaian kegiatan kelitbangan di Provinsi Kalimantan 

Lltara rli::ir::ihk::an pada 11p::1y::1 pernecab an rnaaalah y:.ng dapat mr.nrlnrnng 

ketepatan rekomendasi untuk strategi dan kebijakan dalam mendukung 

pembangunan daerah. 

Sejalan dengan kebijakan pertama, arah kebljakan kelltbangan yang 

kedua adalah mendorong agar kebijakan pemerintah daerah dapat berbasis 

kelitbangan. Hasil litbang diarahkan untuk menjadi dasar dalam formulasi 

dan penerapan kebijakan oleh para pengambil kebijakan. Pentingnya peran 

lit.bang sesuai dengan konsep manajemen strategis, yaitu peran ht.bang dalam 

melakukan pemindaian kondisi lingkungan internal dan ekstemal sebagai 

dasar perencanaan (planning by research), fungsi formulasi kebijakan 

(formulating policy), dan fungsi kontrol (controlling). Dalam konteks 

manajemen pembangunan, hasil litbang dapat dijadikan proxy, model, dan 

pilihan kebijakan yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan, baik 

dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pernbinaan, maupun pengawasan 

pembangu'narr. 

Kebljakan ketiga berfokus untuk mempersiapkan kelembagaan 

kclitbangan mcnjadi garda tcrdcpan sebagai lembaga think tank dalam 

merumuskan kcbijakan-kcbijakan pcmcrintah. 

Arab kebijakan keempat merupakan bagian dari upaya 

mengoptimalkan pembangunan daerah dengan upaya pemecahan 

permasalahan kota melalui inovasi-inovasi daerah. Inovasi daerah cliarahkan 

untuk fokus pada inovasi di bidang tata kelola pemerintahan, bidang 

pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya yang sesuai bidang urusan 

pemerintahan yang menjacli kewenangan daerah dan bertujuan untuk 

menunjang pembangunan di daerah. Upaya mendorong inovasi sebagai arah 

kebijakan keempat diperlukan dalam menciptakan peluang-peluang baru dan 

pembaharuan dalam mengelola tata pemerintahan untuk kesejahteraan 
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masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan strategi kerja di semua misi 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada 2021-2026. lnovasi dalam 

kelitbangan merupakan bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan yang selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Disamping Iru, irtovaai dapat merringkafkan keeadar-an dan partisipasi 

masyarakat dan meningkatkan pengawasan serta peran peran serta 

masyarakat dalam perumusan kebijakan. 

Inovasi daerah yang dilakukan untuk mendorong perbaikan tata kelola 

keuangan daerah, tata kelola sumber daya aparatur, tata kelola pelayanan 

publik, serta pemecahan masalah pembangunan kota. Kegiatan inovatif dapat 

memberikan masukan strategis dalarn penyusunan kebijakan inovasi daerah 

yAne,: bereifat holisf-ik-temattk, intr.grntif da n spRsiAI teruf-ama rmn ik 

diintegrasikan daJarn dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. 

lntegrasi inovasi ke dalarn dokumen perencanaan dan penganggaran juga 

penting untuk menjamin keberlanjutan inovasi daerah. Sebagai bagian dari 

inovasi yang diJakukan, basil litbang harus menjadi masukan dan landasan 

dalam penentuan kajian prioritas penelitian dan pengembangan selanjutnya. 

Hasil litbang penting untuk dapat dengan mudah diakses oleh publik, 

tidak hanya di Provinsi Kalimantan Utara namun secara global untuk dapat 

mendorong berkembangnya kegiatan penelitian baru untuk penyelesaian 

permasalahan pembangunan, tidak hanya di Provinsi Kalimantan Utara, 

namun juga kewilayahan secara menyeluruh. 

3.2.2.Strategl Kebijakan Kelitbangan 

Berdasarkan pada arah kebijakan kelitbangan, maka disusunlah strategi 

agar tujuan pelaksanaan ke:lithangan de n +novaai dae:rah di Provinsri Kalimantan 

Utara dapat tercapai. Strategi tersebut adalah: 

1 . Strategl Kebljakan Kelitbangan 

Bcrdasarkan pada arah kebijakan kelitbangan, maka disusunlah stratcgi 

agar tujuan pclaksanaan kelitbangan dan inovasi daerah di Provinsi 

Kalimantan Utara dapat tercapai. Strategi tersebut adalah: 

A. Arah Kebljakan Pertama 

"penguatan keglatan kelitbangan dalam pemecahan masalah daerah 

dengan memperhatikanjaminan mutu hasil kelitbangan" 

Strategi --strategi untuk arah kebijakan pertama adalah: 

1. Merumuskan tema prioritas serta target output sesuai tujuan dari 

masing- masing capaian kinerja untuk periode 5 (lima) tahun kedepan 

sehingga rencana kelitbangan merupakan kegiatan yang terintegrasi 



-147- 

dan berkelanjutan. 

2. Melaksanakan kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada 

peningkatan pelayanan dan daya saing daerah, serta dukungan 

pencapaian prioritas daerah. 

:l. Mr.nr.tapkan indikatnr kehrar-an baku seaue i standar pelaporan 

kelitbangan bagi seluruh pelaku kelitbangan, baik di lembaga 

kelitbangan maupun satuan kerja pemerintah daerah lainnya. 

4. Mendorong pelibatan publik dalam menguji dan menilai hasil 

kelitbangan melalui berbagai skema, seperti diseminasi hasiJ 

penelitian. 

5. Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah 

provinsi delam t1p::1y::t pt:.ningk::i:tRn f::1:siliti:1s dan haail kelitbangan. 

B. Arah Kebljakan Kedua 

"Penin.gkatan Kualitas Tata Kelola Inouasi Da.era.h Dan Pelayanan 

Publlk 

Melalui Sinergitas Jejaring Inovasi" 

Strategi -strategi untuk arah kebijakan kedua adalah: 

a. Pengelolaan penelitian tentang tata kelnla pemerintahan dan 

pelayanan publik dengan mengambil permasalahan daerah 

b. Pengembangan kreatifitas inovasi dari OPD dan masyarakat sebagai 

hasil-hasil pemetaan masalah pada dokumen-dokumen 

Perencanaan 

c. Melakukan replikasi hasil inovasi daerah dari dalam dan luar 

pemerintah daerah 

d. Evaluasi dan penyiapan rekomendasi atas 

regulasi/kebijakan dalam rangka efektifitas dan 

penyelenggaraan pemeri.ntahan daerah. 

pelaksanaan 

optimalisasi 

e. Memperluas diseminasi hasil-hasil kclitbangan melalui 

penyelenggaraan event (konferensi, seminar, simposiurn, workshop) 

atau pcnggunaan media, baik populer maupun ilmiah dengan 

menghasilkan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik 

3. Arah Kebljakan Ketlga 

"Penguatan kelembagaan m.asyarakat, Sumber d.aya manusia, Potensi 

dan aktor jejaring" 

Strategi -strategi untuk arah kebijakan ketiga adalah: 
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a. penguatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelitbangan 

khususnya pemenuhan kebutuhan Pejabat Fungsional Peneliti secara 

bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan potensi daerah 

bidang kelitbangan yang produktif, berkompeten dan handal melaJui 

pendidikan, pelatihan, stucti komparasi, magang, keikutsertaan dalam 

forum-forum ilmiah (seminar, konferensi), dan publikasi di jurnal. 

c. Peningkatan kualitas dan sinergitas program kelitbangan dengan 

melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai unsur 

Akademisi (A), lndustri (I), Pemerintah (P), Masyarakat Sipil (MS), 

Masyarakat berbasis Media (MBM), Masyarakat dari Lingkungan Alami 

(MLA).; 

a. Memperkuat kerjasarna dan sinergitas dengan instansi terkait di 

lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun 

institusi/lembaga kelitbangan lain sehingga hasil keLitbangan dapat 

bersinergi satu dengan lainnya. 

4. Arab Kebijakan Keempat 

"Pengembangan Potensi. Ekonomi. Daerah Dengan Penguat.an Ekonomi. 

Masyarakat Berbasis inovasi Digital dan Sosial. n 

Strategi -strategi untuk arah kebijakan keempat adalah: 

a. Pembinaan dan penguatan Sistem lnovasi Daerah {SIDa) guna 

menumbuhkembangkan suasana yang kondusif bagi terciptanya 

inovasi di daerah dan memperkuat pilar-pilar kreativitas dan inovasi 

di tingkat daerah; 

h. Mr.mhangun dan mengimplr.mr.ntAsikan kr.hijakan aerta program 

inovasi di daerah yang bersumber dari hasil intervensi dan clifusi; 

c. Mendorong penyusunan regulasi-regulasi daerah yang mendukung 

penumbuhkembangan iklim inovasi di masyarakat; 

d. Mcndorong pclaksanaan cvaJuasi, pelaporan, dan pcnilaian atas 

pelaksanaan inovasi di daerah. 

e. Mempublikasikan inovasi-inovasi Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Lltara i mf-uk merringkatkart Aprr.siAsi dan ketertar-ike n keparla 

keLitbangan daerah. 

f. Mendorong pemanfaatan inovasi masyarakat dan swasta untuk 

penyelesaian permasalahan pembangunan perkotaan di Provinsi 

Kaliman tan Utara. 
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3.3. lndikasl Program Kelltbangan Daerah 

Penentuan program prioritas kelitbangan daerah disusun dengan 

melakukan identifikasi terhadap permasalahan sebagai dasar pengelompokkan 

program- program prioritas kelitbangan sesuai Permendagri No.17 Tahun 2016, 

yaitu bidang I] iata keioia pemerinlahan dan peiayanan pubiik; 2) sosial dan 

kemasyarakatan; 3) ekonomi dan pembangunan daerah; 4) inovasi dan 

pengembangan IPTEK. 

Pennasalahan dan isu strategis dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Utara 

2005-2025 perlu disesuaikan dengan target dan pencapaian pemerintah 

Provinsi Kalimantan Utara. Hal tersebut akan menjadi dasar dalam pcnentuan 

prioritas program dan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, 

dilakukan pula kajian terkait dengan kondisi eksisiting dalam pelaksanaan tema 

pembangunan prioritas sebagai pencapaian pcmbangunan di Provinsi 

Kalimantan Utara dan juga upaya penyelesaian permasalahan global, dalam hal 

ini adalah mengkaji pencapaian target sustainable development goals di tingkat 

Provinsi Kalimantan Utara. 

Program dan capaian prioritas pembangunan menjadi landasan penentuan 

program dan kebijakan strategis bidang Kelitbangan untuk mencapai visi dan 

melaksanakan misi sebagai jawaban atas isu-isu strategis dan pennasalahan 

pembangunan daerah. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka 

diperoleh permasalahan dan target yang perlu dikaji melalui kegiatan penelitian 

dan pengembangan untuk pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan, yaitu: 

I. Kebutuban akan penyediaan infrastuktur kota untuk mendukung 

kegiatan masyarakat dalam menjawab persoalan keterbatasan daya 

dukung dan daya tampung kota 

2. Pr.rmasalahan sosial kemaayar-ake tan yang hr.rpe.ngaruh dalem 

pencapaian target peningkatan ketentraman, kenyamanan, dan taraf 

hidup masyarakat. 

3. Kebutuhan penciptaan birokrasi yang modem 

4. Mendorong peningkatan perekonomian kota, pengentasan kemiskinan, 

dan upaya mengurangi kesenjangan. 

5. Perlunya pemerataan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh seluruh 

lapisan masyarakat 

6. Perlu adanya peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan, akses seluruh 

lapisan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, dan penyelesaian 

persoalan kesehatan melalui program yang terintegrasi 
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sinergitas dan koordinasi pembangunan untuk 

meningkatkan aktivitas pertukaran informasi, teknologi, perdagangan 

dan jasa, serta upaya pemecahan persoalan kewilayahan 

8. Pemanfaatan teknologi digital dan inovasi lainnya dalam penyelesaian 

permasalahan pembangunan 

Tabel 3.6. 

Tabel Tsu Prioritas dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

lau Wilayah 
uo..a .... ...1+ .... 

U:i:- ... -:n Wilayah 
.......... .._ ... 

Pilar lsu TPB" Pemerintahan 
Pembangunan lsu Prioritaa 

lau 
terkait 

Rekomendaa 
Provinsi (UU 

Prioritaa i Berkelanjutan 
TPB dengan Nomor23 

muatan Tahun 2014) 
KLHS 

Soslal dan Menjamin Kabupaten Meningkatkan 1. Pengelolaan Pelayanan Dasar 
Ekonomi bahwa semua Bulungan, Angka dan -Kesehatan 

anak Kabupaten Pa.rtisipasi peningkata - Pendidikan 
perempuan dan Nunukan, Kasar (APK) n kualitas -Pekerjaan 
laki-laki Kabupaten Pendidikan pelaksanaa Umurn dan 
memiliki akses Malinau, Anak Usia Dini n program Penataan Ruang 
terbadap Kabupaten (PAUD). pendidikan Kawasan 
perkembangan Tana di berbagai 
dan Tidung, tingkatan 
pengasuhan Kota 2. Menindakla 
anak usia dini, Tarakan njuti 
pengasuhan penyediaan 
pendidikan pra- pelayanan 
sekolah dasar dasar 
yang sarana dan 
\.,.,, .. 1,,, ... 1;.- ...... .... ................ ,,., ....... 
......... ...................... ->, ...... ..... » ...................... 

hingga meraka belajar 
siap menempuh 
pendidikan 
dasar. 
Mr.njamin Kabupaten ,. Angka 1. Pt>ngr.lolaan Pelayarian Daaar 
bahwa semua Bulungan, Partisipasi dan -Kesehatan 
anak Kabupaten Kasar (APK) peningkata - Pendidikan 
perem puan dan Nunukan, SD/Ml/seder n kualitas -Pekerjaan 
laki laki Kabupaten ajat. pelaksanaa Umumdan 
menyelesaikan Malinau, 2.APK n program Penataan Ruang 
pendidikan Kabupaten SMP/MTs/ pendidikan Kawasan 
dasar dan Tana sederajat. di berbagai Pemukiman 
menengah Tidung, 1.APK tingkatan 
tanpa dipungut Kota SMA/SMK/M 2. Menindakla 
biaya, setara, Tarakan A/ sederajat. njuti 
dan 4. Akremtasr penyedlaan 
berkualitas, SD/Ml dan pelayanan 
yang mengarah SMP/MTs dasar 
pada capaian s. Rata-rata sarana dan 
pembelajaran lama sekolah prasarana 
yang relcvan pcnduduk \., ... 1 ... ; ...... 

............. J� 

dan efektif. umur 2:15 
Pemerataan tahun. 
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Iau Wilayah 

Wilayah 
::Prioritaa Uru&a.D. 

Pilar lau TPB" Pemerintahan 
Pumbangunan lsu Prioritas 

lsu 
terkait 

Rekomendas 
Provinai (UU Prioritas i B"rkelanjutan 

TPB 
dengan Nomor23 
muatan Tahun 2014) 

!!!.!!S 
pendidikan 6.Angka 
meliputi Partisipasi 
peningkatan Mumi (APM) 
saran a 1.SMP/MTs/ 
prA�RrAnA �PrlPrAjAt rlAn 

pendidikan yang SMA/SMK 
memadai. sederajat 
Men jam.in Kabupaten Kepadatan dan 2. Pengelolaa Pelayanan Dasar 
bahwa semua Bulungan, distriibusi ndan -Kesehatan 
anak Kabupaten tenaga peningkata -Pendidikan 
perem puan dan Nunukan, kesehatan n kualitas -Pekerjaan 
laki laki Kabupaten pelaksanaa Umum dan 
menyelesaikan Malinau, n program Penataan Ruang 
pendidikan Kabupaten kesehatan Kaw as an 
dasar dan Tana di Pemukiman 
menengah Tidung, kabupaten 
tan pa dipungut Kota dan Kota 
biaya, setara, Tarakan 3. Menindakl 
dan anjuti 
berkualitas, penyed.iaan 
yang mengarah pclayancn 
pada capaian dasar 
pembelajaran sarana dan 
yang relevan prasarana 
dan efektif. Kesehatan 
Pemerataan 
pendidikan 
meliputi 
peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
pendidikan yang 
memadai. 
Mengakhir Kabupaten 1. Kebutuhan 1. Pengelolaan Pelayanan Dasar 
epidemi AIDS, Bulungan, Keluarga dan -Kesehatan 
tuberkulosis, Kabupaten Berencana/K peningkata -Pendidikan 
maiana, dan Nunukan, B yang ndak n kuaittas -Pekerjaan 
penyakit tropis Kabupaten terpenuhi) pelaksanaa Umumdan 
yang Malinau, 2. Insiden nprogram Penataan Ruang 
terabaikan, dan Kabupaten Tuberkulosis kesehatan Kaw as an 
memerang Tana (!TB) per di Pemukiman 
1,,,.,. .............. 'T'O..I,,....,,.. 

1 nn """ v ... 1-.. ................... 
........................... • ............ 6, .. vv.vvv ........ .., .................... 

penyakit Kota penduduk. dan Kota 
bersurnber air, Tarakan ,.Jumlah 2. Menindakla 
serta penyakit kabupaten / njuti 
menular kota dengan penyediaan 
lainnya. eliminasi pclayanan 

ftlariasis dasar 
(berhasil sarana dan 
lolos dalam 2rasarana 
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Pilar 
Pcmbangunan 
Berkelanjutan 

Jsu Prioritas 

Wllayah 
Isu 

Prioritas 
TPB 

Iau Wllayah 
::Prioritas 
Jau TPB" 
terkait 
dengan 
muatan 

Rekomendas 
i 

Uruaan 
Pemerintahan 
Provins! (UU 

Nomor 23 
Tahun 2014) 

Llngkungan 

tanah dan 
bentuk 
kepemilikan 
lain, warisan, 
sumber daya 
alam, teknologi 
baru, dan jasa 
keuangan yang 
tepat, 
termasuk 
keuangan 
mikro. 
Mencapai 

pengelolaan 
bahan kimia 
dan semua Jen ts 
limbah yang 
ramah 
lingkungan, di 
sepanjang 

Kabupaten Jumlah limbah 
Bulungan, B3 yang 
Kabupaten terkelola dan 
Nunukan, proporsi 
Kabupaten limbah 83 

Malinau, yang diolah 
Kabupaten sesuai 
Tana peraturan 

Kesehatan 

1 PPngPlnlAAn 

dan 
peningkata 
n kualitas 
pelaksanaa 
n program 
kesehatan 
di 
Ka bu paten 
dan Kota 

2. Menindakla 
njuti 

penyediaan 
pelayanan 
dasar 

sarana dan 
pracarnnc 
kesehatan 

Melakukan 
monitoring 
dan 

PPIAyAnAn OA�Ar 

-Kesehatan 
-Pendidikan 
-Pekerjaan 
Umumdan 

Penataan Ruang 
Kawasan 
Pemuk:iman 

Pelayanan Dasar 
-Kesehatan 
• Pendidikan 

survei 
penilaian 
transmisi 
tahap I). 

MPnjRmin Kahvrpaten Prf'�C:PntA�f" 

bahwa semua Bulungan, anak umur 
laki laki dan Kabupaten 12-13 bulan 
percmpuan, Nunukan, yang menerirna 
khususnya Kabupaten irnunisasi 
masyarakat Malinau, dasar lengkap. 
miskin dan Kabupaten 
rentan, memiliki Tana 
hak yang sama Tidung, 
terhadap Kota 
sumberdaya Tarakan 
ekonomi, serta 
akses terhadap 
pelayanan 
dasar, 
kepemilikan dan 

pengumpuian - Pekerjaan 
data terkait Umum dan 
penanganan Penataan Ruang 
limbah 83 Kawasan 
pada Pemukiman 

hidupnya, 
sesuai kerangka 
kerja 
intemasional 
yang disepakati 
dan secara 
signillkan 
men an 

Tidung, 
Kota 
Tarakan 

(sektor 
industri). 

berpotensi 
menghasilka 
n limbah B3 

di Kabupaten 
dan Kota 

Dasar 
- Lingkungan 
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kebutuhan 
kaum 
perempuan, 
serta kelompok 
masyarakat 

rentan. 

Pelayanan Dasar 
-Kesehatan 
-Pendidikan 
-Pekerjaan 
Umum dan 

Penataan Ruang 
Kawasan 
Pemukiman 
Non Pelayun 
Dasar 
- Lingkungan 

i 

Urusan 

Rekomendas Pemerintahan 
Provins! (UU 

Nomor23 
Tahun 2014) 

handal di 
beberapa 
wilayah 
strategis 
Provinsi 

Kalimantan 
Utara 

........... 9' i. .. 
.. �u. , b 

lsu Wilayah 
uPrioritas 
lsu TPB" 
terkait 
dengan 
muatan 
v-., •• , 

·-- 

Persentase Penanganan 
sampah sampah 
perkotaan yang dengan 
tertangani. memprioritas 

kan 
pembanguna 
n sarana 
pengelolaan 

1.Jumlah 1. Pengelolaan Pelayanan Dasar 
desa/kelurah dan -Kesehatan 
an yang peningkata -Pendidikan 
melaksanaka n kualitas -Pekerjaan 
n Sanitasi pelaksanaa Umumdan 

Total n program Penataan Ruang 
Berbasis sanitasi Kawasan 
Masyarakat dan Pemukiman 
1:sTBMJ. penangana Non Peiayan 

2.Jumlah n air Dasar 
kabupaten/k limbah di -Lingkungan 
otayang Kabupaten 
terbangun dan Kata 
infraatr ... uktur 

-. I.A __ ;.,.,.;i,..1.1,.. 
............ ._. ............ <uc.o. 

air limbah njuti 
dengan penyediaan 
sistem pelayanan 
terpusat dasar 
skala kota, earana dan 
kawasan dan prasarana 
komunal. sanitasi 

3. Persentase lingkungan 

Wilayah 
Isu 

Prioritas 
TPB 

Kabupaten 
Bulungan, 
Kabupaten 
Nunukan, 

Kabupaten 

Malinau, 
Kabupaten 
Tana 
Tidung, 
Kota 
Tarakan 

Jsu Prioritas 

memberi 

pencemaran 
bahan kimia 
dan Limbah 
tersebut ke 
llrlArA, air-, rlAn 

tanah untuk 
meminimalkan 
dampak buruk 
terhadap 
kesehatan 
manusia dan 
lingkungan. 
Mengurangi 
dampak 
Lingkungan 
perkotaan per 
kapita yang 
merugikan, 
termasuk 
dengan 

perhatian 
khusus pada 
kualitas 
udara, 
termasuk 

penanganan 
sam pah kota. 
Mencapai akses Kabupaten 
terhadap BuJungan, 
sanitasi dan Kabupaten 
kebersihan yang Nunukan, 
memadai dan Kabupaten 
merata bagi Malinau, 
semua, dan Kabupaten 
menghentikan Tana 
praknk buang Ttdung, 
air besar di Kota 
tempat terbuka, Tarakan 
memberikan 
perhatian 

Pilar 
Pembangunan 
Berkelanjutan 
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Pilar 
Piembangunan 
Berkelanjutan 

lau Prioritas 

Wilayah 
Isu 

Prioritas 

TPB 

lsu Wilayah 
"rrioritaa 

Jsu TPB" 
terkait 
dengan 
mus tan 

VTUO 

-- 

Rekomendas 

i 

Unisan 

Pemerintahan 

Provinsi (UU 

Nomor23 

Tahun 2014} 

Mencapai akses Kabupaten 
universal dan Bulungan, 
merata terhadap Kabupaten 
air minum yang Nunukan, 
aman dan Kabupaten 
terjangkau bagi Malinau, 
semua. Kabupaten 

Tana 
Tidung, 
Kota 
Tarakan 

rumab 

tangga yang 
memiliki 
akses 
tf"rhR<iAp 

layanan 
sanilasi 
la yak. 

1. Kapasitas 
prasarana air 
baku untuk 
melayani 
rumah 
tangga, 
perkotaan 
dan industri, 

serta 
penyediaan 
air baku 
untuk pulau- 

1. Pengelolaan Pelayanan Dasar 
dan -Kesehatan 
Pengemban -Pendidikan 
gan Sistem - Pekerjaan 
Penyediaan Umum dan 
Air Minum Penataan Ruang 
(SPAM} di rumahan Rakyat 
Wllayah dan 
kepulauan Kawasan 

z, Mengoptim Pemukiman Non 
alan Pelayan Dasar 
pemanfaata 

Menjamin 
bahwa semua 
laki laki dan 
... _ ... 

......... . 

Kabupaten 
Bulungan, 
Kabupaten 

...... , . 

I"" . 

2. Persen tase 
rumah 
tanggayang 
memiliki 
akses 
terhadap 
layanan 
sumber air 
min um 

layak, aman 
dan 
berkelanjuta 
n. 

Persentase 
rum ah 
tangga 

lrumuh . 

Sumberday 
a Sungai di 
Provinsi 
Kalimantan 

Utara 

J. Menindakla 
njuti 
penyediaan 
pelayanan 
dasar 
sarana dan 
prasarana 
air minum 

la yak, 
amandan 
berkelenjut 
an. 

1. Pengelolaan 
dan 
peningkata 

Pelayanan Dasar 
-Kesehatan 
- Pendidikan 
Pekerjaan 

khususnya Kabupaten perkotaan 
masya rakat Malinau, 
miskin dan Kabupaten 
rentan, memiliki Tana 
hak yang sama Tidung, 
terhadap Kota 
sumber daya Tarakan 
ekonomi serta 

n program 
sanitasi 
lingkungan 
di 

Penataan Ruang 
-Perumahan 
Rakyat dan 

pelaksanaa U mum dan 

kabupaten Pemukiman Non 
dan Kota Pelayan Dasar 

2. Menindak.la 



-155- 

Pilar 
Pembangunan 
Berkelanjutan 

lsu Prioritaa 

akses terhadap 
pelayanan 
dasar, 

kepemilikan dan 
knntrol AtA� 

tanah dan 
bentuk 
kepemilikan 
lahan 

Wllayah 
lsu 

Priorltas 
TPB 

lsu Wllayah 
:.:rnoritas 

lau TPB" 
terkait 

dengan 
muatan 

Rekomendas 
i 

njuti 
penyediaan 
pelayanan 
dasar 
.!=:ArAnA dan 

prasarana 
sanitasi 
lingkungan 

3. Melakukan 
penataan 
terhadap 
pcmukiman 
di wilayah 
Kabupaten 
clan Kola 

Uruaa.n 
Pemerintahan 

Provins! (UU 

Nomor23 

Tahun 2014) 

Rumusan arah kcbijakan kclitbangan dengan berdasar pada rencana 

pembangunan jangka panjang dengan berbagai kriteria isu daerah menyajikan 

berbagai desain konsep pengetahuan yang terbentuk. Konsep pengetahuan 

dijadikan dasar guna mendekatkan berbagai kegiatan kelitbaogao dalam 

pencapaian target pembangunan. Penggunaan pendekatan pengelolaan thik 

tank dengan elaborasi manajemen pengetahuan bagi seluruh kegiatan penelitian 

dan difusi inovasi diadopsi dalam rencana induk kelitbangan Provinsi 

Kalimantan Utara. lmplementasi rencana induk kelitbangan memberikan 

kerangka kebijakan mulai dari arah kelitbangan yang selanjutnya terumuskan 

strategi serta program kegiatan. 

Strategi rencana induk Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara 

distrukturkan berdasarkan bidang prioritas dengan memperhatikan berbagai 

isu serta kondisi daerah. Bidang prioritas penelitian dan pengembangan 

nantinya akan menjadi tugas yang harus dituangkan dengan berbagai kegiatan 

penelitian dan pengembangan serta didukung dengan advokasi kebijakan guna 

menselaraskan pemanfaatan hasil penelitian serta pengetahuan yang dimiliki 

menjadi larrdase n daaar dari kr:hijakan program pe:mhangunan daer'ah 

sebagairnana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Untuk kegiatan setiap bidang prioritas tertuang dalam tabel berikut. 

Indikasi Program/Kegiatan Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.4. 

Strategi/ Indikasi Kegiatan Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara 

Kegiatan Kelitbangan lnatans 

I 

Pelakaa 
2022 2023 

___ _. 
............. 

2026 
ft A 

.. u ..... .. v .. o 

SKPD 

Terkalt 
(4) (5) (6) (7) (8) (9) 

n 

(3) (2) Ill 

Program 
I K .., t lndl.kat 

No e,...a an or 
Kelltl)an C ai 

ap a gan 
Dae rah 

Pemerlntahan clan Pelayanan Publl.lt 

Peningkatan lndustri 
PAD Perkono 

1 Laporan 1 Laporan rman 

l I'engelola 
an 
sinergita 
s antar 
Program 
Pernerint 

ahan 
gun a 
pencapai 

an target 
pembang 
unan Naskah 

I 
Lapora 

Optirnalisasi Reinuentiri 

Kinerja g 

An tar Govemme 

Jenjang nt 

Pemerintaha Penerapa 
n nnya pade 

Pemcrinta 
han 

Wilayah 
Kallman ta 
n Utara 

I Laporan I Laporan 

Strategi Pemetaan 
Peningkat Kinerja 
an Pemerintah 
Kolaboras Daerah 

i antar Sektor 
jenjang Strategis 
Pcmcrinta Skunder 
han dan Tersier 

Dal am 

Litbang 
Organ.is 
asi 

Kepega 
waian 
Perenca 
naan 
Pemerin 

tahan 

n 
Advokasi Advokasi Advokasi Advokasi Advokasi 
Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan 
Pemerintaha Pemerinta Pemerinta Pemerinta Pcmerintaha 
n Lintas han han han n Lintas 
Sektor Lintas Lintas Lintas Sektor 
Ber basis Sektor Sektor Sektor Berbasis 

Naskah 3 Naskah 
Kebijak 

Kelitbang Kelitbang Kelitbang 
an an an 
3 Naskah 3 Naskah 3 Naskah 3 Naskah 

an 

' ... 

........ J-' ·�· 

Pengemba Kapasitas Profesinolait Litbang 
ngan Perangakaas Aparatur Organ.is 
Manajeme t Daerah Pemcrintah asi 
n Talcnta Dacrah Kcpcga 

waian 
Pcrcnca 
naan 
Pcmcrin 

Birokrasi 

dalam 
pcncapaian 
kinerja 
Pcmcrintaha 
n 

Profcsion 
alitas 
Pcnyclen 
ggaraanP 
cmerinta 
han 

Progra 
m kerja 

2 Peningka Pelaksanaan 
tan Reformasi 

Pencapai / 
an Lapora 
Reformasn 
i 
Birok:rasi 

Advokasi 
Kebijakan 
Kelembagaa 
n Daerah 

Advokasi Advokasi Advokasi Advokasi 
Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan 
Kelembag Kelembag Kelembag Kelembagaa 

n Daerah 
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I Laporan 

Evaluasi 

Kebijakan 
SPBE 
Provinsi 

Pengemba 

Provinsi 

I Laporan 

ngan 
SPBE 

Kegiatan Kelitbangan lnstans 
i 

Pelakaa 
2023 2024 2025 2026 

na 
SKPD 

Terkalt 
,c, ,c, ,�, ,o, ,m 
\ .... , ,'U, 

\ • J , .... , 
I"'/ 

aan aan aan 
Dae rah Daerah Daerah 
2 Naskah 2 Naskah 2 Naskah 2 Naskah 

(4) 

2022 

lnteroperabil 
itas Sistem 
Pemerintaha 
n Berbasisi 
Elektronik 
1 Laporan 

Lit bang 
Korn.inf 

0 

PTSP 
Pemerin 
tahan 
Keuang 
an 
Perenca 

Advokasi Advokasi Advokasi Advokasi Advokasi naan 
Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan 
lntcroperabil I ntcropera lnteropera lnteropera Interoperabil 
itas Aplikasi bilitas bilitas bilitas itas Aplikasi 

Aplikasi Aplikasi Aplikasi 
Naskah I Naskah I Naskah I Naskah I Naskah I Naskah 

n 

·�· I""/ 

angan 
Sis tern 

Pemerint 
ahan 
Berbasis Naskah 

Elektonik/ 
Lapora 

Naskah 2 Naskah 
Kebijak 
an 

3 Pengemb 

Prouam 
i Kegiatan lndikat 

No Kelitban Cao�a gan p 
Daerah n 

"' ,  ....  ,  

an 

So•lal clan Kema•yarakatan 

I Laporan I Laporan I Laporan I Laporan 

4 Pengemb 
angan 
masyara 
kat 

berusaha 

Analisis 
Bantuan 
Sosiai Bagi 
kegiatan 
Berusaha 
Masyarakat 

Naskah I 

/ Ulpcr.:...o/�L". 
Lapora 

Intervensi 
Kelompok 
Keluarga 
Pra 
Sejahtera 

Pengelola Pengembang Litbang 
an Bisnis an keluarga BKKN 
BUMDes Unggui PMD 

Provinsi Sosial 
Kaltara 

n 

Advokasi 
Kebijakan 
Usaha 
Masyarakat 
I desa 

Naskah I Naskah 
Kebijak 

Advokasi Advokasi Advokasi Advokasi 
Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan 
Usaha Usa.ha Usaha Usaha 

Masyarak Masyarak Masyarak Masyarakat 
at/ desa at/ desa at/ desa / desa 
I Naskah I Naskah I Naskah I Naskah 

an 
5 Pengelola 

an 
potensi 
Kawasan 

perdesaa Lapora 
- I .... .. .. , 

Pcnyclcngga Aksclcrasi Intcrvensi 
raan Desa Program sosial 

Pembangumasyarak 
nan Desa at Desa 

I Naskah I Laporan I Laporan 
Akadcmik 

Evaluasi Lit bang 
Kinerja PMD 
Pemerintaha Pemerin 
n Desa tahan 
I Laporan Ekono 

Naskah 
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Program 

KeJatan lndikat No Kelitban Caor. 
gan paia 

Dae rah n 
'" 

,..,, 

'?' , 
� v 

6 Optimali 
sasi 
kelembag 
aan 
mRJ:;yRrR 

kat Desa 

2022 

'1' Peran Partisipas 
Lembaga i Pemuda 
Kemasyarak pada 

atan Desa Pembangu 
n11nn 

I Laporan I Laporan 

PPmhRngt1 

nan 
I Laporan I Laporan 

PPm1,clR 

Pemban 
gun an 

Keglatan Kelitbangan Instans 

i Pelaksa 
2023 2024 2025 2026 

na 
SKPD Terkait 

,c, ,�, 

'7' 
,o, 

'9' v v u 

Keselaras Keterlibatan Litbang 
an LKM dalam PMD 
Budaya/a pembangun Pemerin dat dalam aun desa tahan 

Ekonom.i clan Pembangunan 
� Penguata I'engcrnbang r.!a..-.ajeme Kemampu J'engemba I'engernbang Litbang ' 

n Usaha an Bisnis n lnovasi an Sektor ngan an Ekonomi Kominf 

potensial Sektor Bagi Sekunder Kaw as an Perbatasan 0 
pada Pertanian, UMKM/K dan Smart an tar Pertani 
sektor Pcrikanan, operasi tersier Farming Negara di an pengolah dan ffiPnj;,1,ij Berbawie Provins! Pertern 
an perternanka motor loT Kalimantan akan 

n pcnggerak Utara Pcrikan 
perekono an mian Ekono 
daerah mi 

Lapora 1 Laporan 1 Laporan I Laporan I Laporan 1 Laporan UMKM 
n/ 
Naskah 

Advokasi Advokasi Advokasi Advokasi Advokasi Litbang 
Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Pertani 
Ekonomi Ekonorni Ekonomi Ekonomi Ekonomi ain 
Pembangun PembanguPembanguPembanguPembangun Ekono 
an nan nan nan an mi 

Naskah 1 Naskah 1 Naskah 1 Naskah 1 Naskah I Naskah Keuang 
Kebijak an 

-· 
Kelcuta 
n 

8 Pengelola Analisi Pengemba Pengemba Lit bang 
an Ekonomi ngan ngan Ekono 
Ekonomi Hijau dalam Ekonomi Manajeme mi 
digital Pembangun digital n Bisini Keuang 
daerah an Daerah Masyarak Sektor an 

at UMKM/ Kominf Koperasi 0 
Lapora l Laporan l Laporan 1 Laporan ESDM 
n/ UKM 
Naskah 

Advokasi Advokasi Advokasi Advokasi Advokasi Litbang 
usaha usaha us aha usaha usaha Kominf 
rintisan rintisan rintisan rintisan rintisan 0 
(starup) (starup) (starup) (starup) (starup) Pangan 
D:::.er:1..11 D:::.er:::..11 D:1e:-:1..'1 D:::.er:1..11 Daerah Ekonc 

usaha 5 usaha 5 usaha 5 usaha 5 usaha 5 usaha mi 
rintisan rintisan rintisan rintisan rintisan rintisan 
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Program Kegiatan Kelltbangan lnstans 
i i 

Kegiatan lndikat 
Pela.kaa No K lltb or 

e an C . 2022 2023 2024 2025 2026 
na 

apaia gan SKPD 

Dae rah 
D Terkalt 

'" 
,�, ,?, 

'4' 15\ ,�, 
'7' 

,a, 191 
" 

� u u u 

(stamp) (star up) (star up) (stamp) (star up) (star up) 
Daerah Daerah Dae rah Daerah Daerah Daerah 

Jnovasi dan Pengembangan IPTEK 

9 Pengelola 
an 
Penelitia 
n inovatif 

Lapora 
n/ 

Pengembang Analisis Kerangka 
an Teknoiogi Ekosisi.em Kebijaka.n 
Pelayanan lnovasi lnovasi 
Publik Daerah Daerah 
I Laporan 1 Laporan 1 Laporan 

Litbang 
SKFD 

Koordinasi Koordinas Koordinas Koordinas Koordinasi Lit bang 
Kelitbangan i i l Kelitbangan SKPD 
dan lnovasi Kelitbang Kelitbang Kelitbang dan Inovasi Kab/Ko 
Daerah an dan an dan an dan Daerah ta 

Inovasi Tnovasi Inovasi 
Dae rah Dae rah Dae rah 

Forum 1 Forum 1 Forum 1 Forum 1 Forum 1 Forum 
Koordin 

asi 
lOPengemb 

angan 
inovasi 
dan 
Teknologi 

Kapasitas 
Berinovasi 
Masyarakat 

lnkubasi 
Bisnis 
dan 
Inovasi 

I Laporan 

Ekonomi 
berbasis 
Pengetahua 
n guna 
kinerja 
pemerintaha 
n 

I Laporan 

Litbang 
PT 
Kab/Ko 
ta 

Lapora 1 Laporan 
n/ 
Naskah 

Kompetisi 
v ............ r. ..... ,.. 
...................... .., 

dan lnovasi 

lndeks Sangat 
lnovasi lnovatif 
daerah 

Kompetisi Kompetisi Kompetisi Kompetisi Litbang 
Kr-eutifitaa Krcutifitaa Kreatifitas Kreutifitas PT 

dan dan dan dan Inovasi Kab/Ko 
Inovasi Inovasi lnovasi ta 
Sangat Sangat Sangat Sangat Masyar 
Inovatif Inovatif Inovatif Inovatif akat 
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BAB IV 

STRATEGIPELAKSANAAN 

4.1. KELEMBAGAAN 

Kelembagaan kelitbangan secara garis besar terdiri dari koordinasi 

pelaksanaan dan keterlibatan institusi kelitbangan dalarn kegiatan. 

4.1.1.  Koordinaai Pelakaanaan 

Kelembagaan Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara tcrdiri atas Tim 

Pl"'ngAwA� dan Tim Kr.lithRngRn. Tim Pr.ngRW::IS ter-dis-i ::atAS tc.l"'OrRng kr.hlR dan 

dua anggota, dengan komposisi dari perwakiJan dari pcrangkat daerah terkait. 

Tim Pengawas memiliki tugas untuk : 

(1) Memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan; 

(2) Melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan; 

(3) Memberikan saran dan masukan untuk kesempumaan kelitbangan. 

Tim Pengawas untuk setiap pekerjaan kelitbangan ditetapkan dengan SK 

tim. 

Tim Kelitbangan terdiri dari dua unsur yaitu unsur pelaksana dan unsur 

penunjang. Unsur pelaksana terdiri atas pejabat fungsional keahlian, tenaga 

ahli perorangan atau tenaga ahli yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri, 

memiliki tugas untuk : 

(I) Melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan 

kriteria yang ditetapkan; 

(2) Melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan kepada Kepala 

Bappekelitbangan Provinsi Kalimantan Utara. Adapun unsur penunjang 

berisikan unsur-unsur administrasi yang membantu pelaksanaan 

kegiatan kelitbangan. 

Kclcmbagaan Kclitbangan Provinsi Kalimantan Utara masih bclum sesuai 

dengan amanat Permendagri 17 Tahun 2016 yaitu belum terbentuknya unsur 

Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu. Berdasarkan Permendagri 17 

Tahun 2016, Majelis Perti.mbangan yang diketuai oleh Walikota bertugas untuk 

a. Memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan, 

b. Memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan, dan 

c. Memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan perlu mengadakan 

sidang sekurang-kurangnya setahun sekali untuk menetapkan rencana kerja 

kelitban gan, baik dalam bentuk Rencana Induk maupun Rencana Kerja 

Tahunan. Saat ini, fungsi Majelis Pertimbangan dilakukan oleh personil di 
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bagian pcnelitian dan pcngembangan Bappclitbang Provinsi Kalimantan Utara. 

Hal ini kemudian berimplikasi pada terbatasnya isu dan permasalahan pada 

pcrspcktif birokratif dan bclum mempertimbangkan perspektif pcmangku 

kepentingan lainnya. 

Tim Pengendali Mutu memiliki tugas untuk : 

a. membcrikan penilaian atas rangkaian kelitbangan, 

b. mclakukan pengcndalian sesuai dengan tahapan kelitbangan, 

c. mcmberikan saran dan masukan kepada Majelis Pcrtimbangan guna 

penycmpumaan kclitbangan, dan 

d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada Majclis 

Pertimbangan. 

Dengan behrm RrlRnyR Tim Pr.ngr.nrlRli M11h1, rnaka secara ntomi:1tis 

Sekretariat Tim Pengendali Mutu yang bertugas memberikan dukungan 

administrasi terhadap kinerja TPM juga belum terbentuk. Saat ini tugas dan 

fungsi tim pengendali mutu telah dilaksanakan oleh Tim Pengawas. 

Harnbatan dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaa.n kelitbangan saat 

ini adalah keterbatasan sumber daya manusia yang mengerti kelitbangan. 

Solusi yang dilakukan sejauh ini yaitu dalam peningkatan kerjasama dengan 

tenaga ahli perorangan atau perguruan tinggi negeri yang berkualiras, narnun 

harus tetap disesuaikan dengan penganggaran dan perencanaan. 

Komponen kelitbangan kelitbangan Provinsi Kali.mantan Utara 

melaksanakan koordinasi sekurang-kurangnya setahun sekali, dengan 

mengikutsertakan para pemangku kepentingan lainnya. Forum kelitbangan 

mcrupakan 

lingkungan 

suatu media pertemuan dengan seluruh perangkat daerah di 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pada triwulan 1 

dilakaanakart untuk mensosdaliaasf kan rencatta kegiaf an di tahun berjala n, 

evaluasi kclitbangan satu tahun sebelumnya dan pengusulan kelitbangan untuk 

tahun dcpan. Forum kclitbangan pada triwulan 2 dilaksanakan untuk 

peningkatan kapasitas dan sharing knowledge dengan narasumber untuk 

pcningkatan kapasitas dan pengctahuan di lingkup pernerintah Provinsi 

Kalimantan Utara. 

Rapat perencanaan kelitbangan dilaksanakan oleh internal kclitbangan 

dengan Kepala Bappekelitbangan untuk memhahas usurlan kajian dari 

pemangku kepentingan yang masuk kc dalam rencana kegiatan dan anggaran 

tahun berikutnya. Pada rapat ini, dilakukan beberapa proses seleksi, pertama 

pernilahan katcgori kelitbangan atau bukan, pemilahan usulan kelitbangan 

yang bersifat urgent atau mendesak, serta multisektoral. Selanjutnya diadakan 
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asistensi untuk setiap judul usulan untuk merinci komponen kebutuhan 

pekerjaan. 

Rapat pengawasan dan evaluasi kelitbangan dilaksanakan oleh internal 

kelitbangan dengan Kepala Bappekelitbangan pada triwulan 1, untuk 

membahas kelitbangan satu tahun sebelumnya mulai dari tahapan kegiatan 

kelitbangan, substansi, tindak lanjut dan kerjasama dengan tenaga ahli. 

Koordinasi tim kelitbangan dilakukan tentative sesuai kebutuhan dengan 

melibatkan tim kelitbangan. 

Sementara itu, Diseminasi Kelitbangan merupakan acara rutin kelitbangan 

yang dilaksanakan pada akhir tahun, bertujuan untuk mensosialisasikan hasil 

kelitbangan di tahun berjalan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait 

provinsi, pemerintah daerah lain dan non pemerintah serta masyarakat. 

Adapun rangkuman pelaksanaan koordinasi yang telah dilakukan pada 

kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara yaitu dijelaskan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4 . 1 .  

Jenis-Jenis Koordinasi Kelitbangan 

Jeni• 
Walrtu 

Pihakyang 
No Koordinasi Pelakaanaa 

terlibat 
n 

1 Forum 1W 1 dan Kelitbangan dan 
Kelitbangan 1W 2  Perangkat 

Dae rah 

Tujuan Kegiatan 

Sosialisasi rencana 
kegiatan Evaluasi 
kelitbangan dan 
pengusulan kelitbangan 

2 Rapat 
Perencanaa 
n 

Kelitbangan 
3 Rapat 

Pengawasan 
/ Evaluasi 

1W 1 

1W 1 

Kelitbangan dan 
Kepala 
Bappekelifbanga 
n 

Kelitbangan dan 
Kepala 
Bappekelitbanga 
n 

Tim Kelitbangan 

Seluruh 

kepentingan 

Peningkatan kapasitas 
dan sharing knowledge 
Pembahasan usulan 
kajian dari pemangku 
kepenf-ingan 

Pembahasan kelitbangan 
satu tahun sebelumnya 

Koorclinasi kegiatan oleh 
tim internal 

Sosialisasi hasil 

berjalan 

4 Koordinasi Tentatif 
Tim Sesua.i 
Kelitbangan Kcbutuha 

n 
5 Diserninasi 1W 4  

Keljtbangcn 

4.1.2. Keterllbatan lnstltusl Kelltbangan 

yang sangat penting. Jejaring dengan aktor-aktor kelitbangan khususnya 
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perguruan tinggi. dan sektor swasta diharapkan dapat meningkatkan kuantitas 

dan kualitas hasil kelitbangan. 

Tabel 4.2. 

Kegiatan dan Pihak yang Bekerjasama dengan Kclitbangan Provinsi 

Kalimantan Utara 

No Judul 
2013 

1 Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian 
kepada Masyarakat 

2 Pendidikan, Penclitinn, dun Pengcbdian 
kepada Masyarakat 

3 Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bank 
Pembangunan Daerah Kalimantan Timur 
Cabang Tanjung Selor 

4 Pengembangan Manajemen Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Utara 

2014 
I Pend.idikan, Penelitian, dan Pengabdian 

kepada Masyarakat 
2 Pend.idikan dan Pengabd.ian Bagi 

Masyarakat 
3 Pend.id.ikan, Penelitian, dan Pengabd.ian 

kepada Masyarakat; 
Penyusunan Dokumen UKL/UPL 
Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat 
Provinsi Kaltara; 

4 Pencapaian Provinsi Kalimantan Utara 
dan Kabupaten Bulungan Sehat serta 
MDG's untuk Mewujudkan Percepatan 
Pembangunan Kesehatan di Provinsi 

Program lnovasi Untuk Anak Sekolah 
Indonesia 

5 Pencapaian Provinsi Kalimantan Utara dan 
Kata Tarakan Sehat serta MDG's untuk 
Mewujudkan Percepatan Pembangunan 
Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara 

6 Pencapaian Provinsi Kalimantan Utara dan 
Kabupaten Nunukan Sehat serta MDG's 
untuk Mewujudkan Percepatan 
Pembangunan Kesehatan di Provinsi 
Kalimantan Utara 

7 Pencapaian Provinsi Kalimantan Utara dan 
Kabupaten Malinau Sehat serta MDG's 
untuk Mewujudkan Percepatan 
Pembangunan Kesehatan di Provinsi 
Kanmantan Utara 

8 Pencapaian Provinsi Kalimantan Utara dan 
Kabupaten Tana Tidung Sehat serta MDG's 
untuk Mcwujudkan Percepatan 
Pembangunan Kesehatan di Provinsi 

Pihak ang Bekerjaaama 

Universitas Mulawannan 

Bank Pembangunan Daerah 
Kalimantan Timur Cabang 
Tanjung Selor 
Ba.dan Pengawas Keuangan 

dan Pembangunan 

lnstitut Teknologi Bandung 

Universitas Kaltara 

Universitas Borneo Tarakan 

Pemerintah Kabupaten 
Bulungan 

Pemerintah Kota Tarakan 

Pemerintah Kabupaten 
Nunukan 

Pemerintah kabupaten 
Malinau 

Pemerintah Kabupaten Tana 
Tidung 
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No Judul 
9 Pendid.ikan, Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat serta Peningkatan 
Kualitas SDM 

10 Pendidikan, Penelitian, dan Pengabclian 
kepada Masyarakat 

Pihal< yang Bekerjaaama 
Univerairas Brawijaya 
Malang 

Universitas Indonesia 

Universitas Hasanuddin 
Makasar 

Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim 
Malang 
Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur 

kepada Masyarakat 
12 Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat serta Peningkatan 
Kualitas SDM 

13 Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat serta Peningkatan 
Kualitas SDM 

Komunikasi, Informasi dan Edukasi; 
Survey Potensi Kawasan; 
Fasilitasi Penyediaan Tanah; 
Perencanaan Kawasan Transmigrasi; 
Fasilitasi Penyiapan Permukiman 
Transmigrasi: 
Pengerahan dan Penempatan 
Transmigran; 
Pemberdayaan Masyarakat. 

15 Penyclenggaraan Transmigrasi 

14 

Kementerian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

16 Kestatistikan, yang meliputi statistik bidang Badan Pusat Statistik 
sosial, ekonomi, lingkungan, pariwisata, Kalimantan Timur 

11 Pendidilran, Penelitian, dan Pengabdicn 

termasuk dalam bidang pengembangan 
Sumber Daya Manusia ISDM) di bidang 
kestatistikan yang disepakati para pihak 

17 Pengkajian kebijakan, pendidikan dan 
pelatihan aparatur dan inovasi administrasi 
negara serta penyelenggaraan Pendidikan 
Tinggi di Provinsi Kalimantan 

18 Penyelenggaraan Program Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Utara di Bidang 
Pertanahan 

19 Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan 
Pennuk:iman Tanjung Buka Kawasan 
Transmigrasi Tanjung Buka Kabupaten 
Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 

LAN 

Kan tor Wilayah Bad an 
Pertanahan Nasional 
Provinsi Kalimantan Timur 
Kementerian Desa, 
Pembangunan, Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi 

2015 
1 Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat serta Peningkatan 
Kualitas SDM 

2 Penyiapan calon lokasi 
Penyiapan calon transmigrasi 

Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember 

Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat 

Pcnctapan Transmigrasi 
Kawasan transrnigrasi 

3 lmplcmcntasi Sistem Informasi Pcngelolaan PT. TASPEN [Persero] 
Gaji dan Pclayanan Proaktif Pcgawai Ncgcri 
8ipil Daerah KRlimAntRn l ltara 

4 Sosialisasi dan Informasi Pembangunan 1VRI Stasiun Kalimantan 
Provinsi Kalimantan Utara Timur 



Sumber daya Manusia 
Provinsi Kalimantan Timur 
Badan Pendidikan dan 
Pclatihan DIY 

Daerah Kalimanta.n Timur 
dan Kalimantan Utara 

PT. lndidaya Kindo Energi 
dan Shanghai Honghua 
Offshore Oil & Gas 
Equipment Co.Ltd 
Pusat Kajian dan Pendidikan 
dan Pelatihan Aparatur LAN 

SAMARlNDA 
Yayasan Prakarsa Borneo 

Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Telekomunikasi 
Indonesia Tok 

Pihak yang Bekerjaaama 

Balai Riset dan Standarisasi 
Industri Samarinda 

Balai Kerajinan dan Batlle 
tBBKBJ Yogyakarta 
Badan Pemberdayaan dan 
Sumber daya Manusia 
Provinsi Kalimantan Selatan 

Balai Latihan Kerja 
Samarinda 
Direktur Jenderal Bina 
Konstruksi Kcmentcrian 
Pekerjaan U mum dan 
Perumahan Rakyat Republik 
Indonesia 

PT. indonesia Asahan 
Aluminium (Persero) 
PT. Wijaya Karya (Persero) 
Tbk 

Pacific Asia Travel 
Association (PATA) 
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Judul 

2 Pembangunan dan Pcngcmbangan 
lfnrastruktur, Pembangkit Tenaga Listrik, 
Industrial Plant 

Pembangunan Ki.aster Alumunium 

6 Review Daku.men Izin U saha Pertambangan 
(!UP) dan Regulasi pada Tingkat Provinsi 
Tentang Jaminan Reklamasi dan Dana 
Jaminan Pascatambang 

7 Pelatihan Kewirausahaan 

8 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 
Prajabalan (pelatihan dasar) Calon PNS Gol 
I dan II dilingkungan Provinsi Kalimantan 
Utara 

SP2D Online Dalam Rangka !mplementasi 
Transaksi Non Tunai 

9 Pengiriman Peaerta Dildut Kepemimpincn 

1 Pemanfaatan program, kolaborasi aplikasi 
teknologi informasi, pengembangan 
perangkat keras, pengembangan 
kompetensi teknologi informasi dan 

4 Pengilangan Minyak Mini 

5 Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tk N 

Angkatan I Tahun 2017 

Tingkat Ill Angkatan XVII Tahun 2017 

2 Pengembangan Investasi dan Promosi 
Pariwisata di Provinsi Kalimantan Utara 
sebagai Pusat investasi dan Penanaman 
Modal 

3 Pemantauan Kualitas Air Sungai Kayan; 
Pemantauan Kualitas Udara Arnbien di 5 
Kab/Kota 

4 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan 
Bagi Pencari Kerja 

5 Pinjam pakai kendaraan pelatihan keliling/ 
Mobile Training Unit (MTU) 

10 Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan 
Tingkat Ill Angkatan I Tahun 2017 di 
BPSDM Kaltim; 
Pelaksanaan Diklat Pra Pensiun di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara 

No 

2017 

2016 
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Plhak yang Belr.erjasama 
11  Femanfaatan Sain dan Aniariksa untuk 

mendukung program pembangunan Prov. 
Kaltara 

• 

Sumber: Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang Provinsi 

Kalimantan Utara 

Strategi yang digunakan untuk arah kebijakan penguatan koordinasi, 

kerjasarna dan kolaborasi adalah : 

Membangun kolaborasi dengan Perguruan 'T'inggi Negeri maupun swasta 

dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia kelitbangan melalui 

bimtek, training, pelatihan; 

2. Mengembangkan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk 

dukungan sarana dan prasarana kelitbangan serta pengembangan 

menejemen kelitbangan untuk peningkatan kualitas, kuantitas dan 

pemanfaatan hasil kelitbangan; 

Mengembangkan kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga penelitian 

non pemerintah, lembaga keJitbangan pusat, lembaga kelitbangan 

pemerintah daerah lain, UMKM, dan komunitas/masyarakat; 

4. Memperkuat dan Membangun kolaborasi antar peneliti baik skala 

nasional maupun intemasional. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diidentifikasi pemangku 

kepentingan dalam menjalin kerjasama adalah: 

1) Kementerian/Lembaga khususnya unsur kelitbangan; 

2) Lembaga kelitbangan provinsi dan pemerintah daerah lain; 

3) Lembaga kelitbangan non pemerintah; 

4) Perusahaan Swasta; 

5) Perguruan tinggi negeri dan swasta; 

6) Komunitas dan Masyarakat. 

4.1.3.Kerjasama dan Slnergitaa Pelakoanaan 

Pelaksanaan kegiatan kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat 

hanya bergantung dari anggaran daerah, sehingga dalam pelaksanaannya 

memer1ukan kerjasama dan kolaborasi kelitbangan, selain itu dapat juga 

memanfaatkan APBN serra bibah baik dar-i dalam nr:er:ri mR11p11n hrar- nr:gr:ri. 

Hubungan jejaring antar institusi kelitbangan dan perguruan tinggi akan 

mempercepat dan memperluas diseminasi hasil kelitbangan dan iptek. Kegiatan 

kelitbangan menjadi semakin penting dalam berkontribusi untuk percepatan 

,. 
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reformasi birokrasi dan penguatan inovasi, serta penerapan dan tindak lanjut 

kelitbangan akan lebih implementatif. 

Pemantapan penyelenggaraan kelitbangan model satu pintu juga 

diperlukan dalam sinergitas pelaksanaan kelitbangan, serta perlunya 

mengadakan rapat koordinasi secara berjenjang clan mengembangkan 

kerjasama kelitbangan. 

Bentuk-bentuk kerjasama yang diharapkan dapat dijalin dengan para 

pemangku kepentingan kelitbangan dengan kelitbangan Provinsi Kalimantan 

Utara ditampilkan pada tabel d.ibawah ini. 

Tabel 4.3. 

Bentuk-Bentuk Kerjasama yang Diharapkan dengan Para Pemangku 

Kepentingan 

No 

2 

3 

4 

Pemanglru 
Kepentingan 

Kementerian dan 
fRmhAe;A Pi rsa+, 
Pemerintah Provinsi 
dan Pemeri.ntah 
daerah lain 

Perguruan Tinggi 

Lernbaga 
Kelitbangan Non 
Pemerintah dan 
Perusahaan 

Swasta, 
Pelaku UMKM 
Seluruh Pemangku 
kepentingan 

Bentuk Kerjaaama yang Diharapkan 

• Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana 
krlith::1ne;::1n 

• Peningkatan kualitas sumber daya manusia 
kelitbangan 

• Kebijakan yang memudahkan pengembangan 
kelembagaan kelitbangan di daerah 

• Kerjasama dan kolaborasi riset 
• Pemenuhan kebutuhan tenaga fungsional 

peneliti,perekayasa maupun analis kebijakan 
• Pemenuhan sarana publikasi baik akses ke 

jumal terakreditasi dan seminar ilmiah 

• Kerjasama kelitbangan baik sebagai tenaga 
ahli/tim kelitbangan, narasumber, reviewer 
hasil kajian 

• Peningkatan kualitas sumber daya manusia 
kelitbangan 

• Kerjasama dan kolaborasi riset dan kelitbangan 

• Pengembangan inkubator bisnis 
• Penerapan hasi1-hasil kelitbangan 
• Penerapan inovasi 

• Masukan dalam kegiatan kelitbangan baik 
rencana induk, rencana kerja dan proses 
kelitban an 

Stratcgi pcningkatan sincrgitas kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara 

adalah dengan pengintegrasian Rencana lnduk Kelitbangan dalam RPJMD 

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Kalimantan Utara 

serta RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Provinsi Kalimantan Utara, ha! 

tersebut dapat mendorong peningkatan penerapan dan pemanfaatan hasil 
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kelitbangan. Selain itu, diperlukan pula penerapan SOP (Standar Operasional 

Prosedwj Kelitbangan di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 

Sinergi kelitbangan pusat dengan daerah juga dapat mendorong kebijakan 

dan perencanaan daerah berbasis riset dan peningkatan inovasi daerah, untuk 

itu dinerlukan nensruatan kelemba sa.an dan sumber dava marrusaa kelitbartaan. 
.. .. .... .... v ..... 

Contohnya adalah pentingnya sinergitas antara Kemenristek, Badan Penelitian 

dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara, Badan Kelitbangan 

Kementerian Dalarn Negeri dan Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN) untuk 

meningkatkan fungsi dan peran penelitian dalam pengambil kebijakan 

pemerintah. 

4.2. Evaluasl Kelltbangan 

Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara dalam Ii.ma tahun ke depan harus 

lebih mengembangkan inovasi daerah dan sistem inovasi daerah, strategi ke 

arah hasil kelitbangan yang lebih aplikatif, serta penerapan teknologi yang 

bermanfaat dan lepat guna. 

Kelitbangan berfungsi sebagai dasar pengambilan kebijakan daerah, hasil 

kelitbangan juga didukung data dan fakta yang valid, dan memiliki 3 peran 

krusial dimana peran awal sebagai input penyusunan kebijakan, peran antara 

sebagai katalisator pencapaian sasaran dan peran akhir sebagai evaluasi 

kebijakan/program. Oleh karena itu, kelitbangan perlu menekankan pada tugas 

pokok dan fungsi dalam melakukan identifikasi permasalahan yang bersifat 

aktual dan nrediktif untuk iane-ka menenoe h dan naniane-. serta dalam iane-ka 
. ... .... .... . ... ..... .. .... 

pendek memberikan pertimbangan teknis bagi pimpinan daerah untuk 

pengambilan langkah dan kebijakan strategis. 

Dalam pelaksanaannya, kelitbangan dapat berperan dalam penyusunan 

naskah akademis dan penyediaan data bagi perangkat daerah, perumusan 

bahan kebijakan, evaluasi kebijakan, serta penggerak inovasi daerah. Dalam 

implementasinya, tidak semua hasil kelitbangan dapat dilaksanakan pada 

tahun berjalan , mengingat terlaksananya kebijakan tidak selalu mulus dan ada 

faktor- faktor penghambat, seperti jadwal perencanaan, hambatan dari sisi 

penganggaran kegiatan, serta komitmen perangkat daerah pengusul kegiatan 

kelitbangan. 

j 
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BAB V  

PENUTUP 

terhadap indikasi program yang akan dilaksanakan sampai pada sisa tahun 

pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan dan kedua adalah Evaluasi akhir 

penyesuaian Hasil evaluasi paruh waktu digunakan untuk melakukan 

Rencana lnduk (Rinduk) Kelitbangan ini merupakan arah kebijakan 

kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program di 

bidang kelitbangan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. 

Tujuan Rencana lnduk Kelitbangan ini adalah untuk memberikan masukan 

dalam penyusunan atau perubahan RPJMD, sehingga mampu mengakomodasi 

kebutuhan program kelitbangan lingkup Pemerintahan Daerah. Sasaran 

Rencana lnduk Kelitbangan adalah untuk memberikan arah pelaksanaan 

program kelitbangan Pemerintah Daerah guna peningkatan kualitas 

kP.hijAkAn/regt1la!":i berbasds kelifbangart. 

Arah kebijakan kelitbangan mengacu pada rencana pembangunan jangka 

panjang dan menengah daerah, dipaparkan keterkaitan antara misi yang 

diemban oleh perangkat litbang daerah serta inctikator-indikatomya. 

Selanjutnya, Rencana lnduk Kelitbangan Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 

menjabarkan keterkaitan antara misi pembangunan daerah, isu-isu strategis, 

program/tema/kegiatan prioritas kelitbangan di Provinsi Kalimantan Utara. 

Rencana Tnduk Kelitbangan disusun melalui proses yang parttsipatif, mulai dari 

indentifika.si potensi, pennasalahan, peluang, dan tantangan, hingga isu-isu 

pokok dan indikasi program-program prioritas. 

Implementasi dari Rencana Induk Kelitbangan perlu didukung dengan 

kelembagaan kelitbangan yang lengkap dan kuat. Salah satu yang harus 

ditindaklanjuti yaitu pembentukan perangkat-perangkat kelembagaan 

kelitbangan yang meliputi Majlis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, 

Sekrefariat Tim Pengendafi Mut1J, Urrsurr Pelakae na dan Unsur Peru.mjang pad a 

Tim Kelitbangan. 

Untuk mcnjamin efektivitas pelaksanaan dan kcmanfaatannya, dilakukan 

evaluasi pclaksanaan Rcncana Induk Kelitbangan, meliputi: pertama, Evaluasi 

paruh waktu, dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun 

pelaksanaan Rencana lnduk Kelitbangan. Evaluasi ini diperlukan dalam rangka 

reviu kesesuaian indikasi program kelitbangan yang terakomodir dalam 

dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan lingkup Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta dokumen pelaksanaan rencana 

pada institusi terkait yang terlibat dalam Rencana lnduk Kelitbangan. 
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pembangunaun daerah di Provinsi Kalirnantan Utara. Merujuk kapasitas 

kelitbangan yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Utara, kegiatan yang 

dirumuskan dapat dimasukkan pada rencana jangka menengah serta rencana 

kerja pemerintah daerah <ti setiap tahunnya, sehingga kegiatan kelitbangan 

sudah menjadi rencana strategis dengan mengelaborasi manajemen 

pengetahuan dalam setiap proses pelaksanaannya. 

Kerangka aktivitas kelitbangan dan inovasi pada rencana induk 

kelitbangan menguatkan fungsi dengan keterlibatan para pernangku 

kepentingan pembangunan yaitu mendorong peningkatan kualitas dan 

pemantapan regulasi/kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintahan 

daerah, Evaluasi dan penyiapan rekomendasi atas pelaksanaan 

regulasi/kebijakan dalarn rangka efektilitas dan optimalisasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan Pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang berorientasi 

pada peningkatan pelayanan inovasi dan daya saing daerah, sebagai bentuk 

dukungan dalam upaya pencapaian prioritas daerah. 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

ZAINAL ARIFIN PALIWANG 
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